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DARI GAJI PEGAWAI BANK KONVENSIONAL
(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin)

Fatwa Syibromalisi
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ABSTRAK

Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin mewajibkan zakat profesi bagi
para pegawai yang hartanya telah mencapai nisab. Di saat yang sama, keduanya
mengharamkan bunga bank yang riba, yang terdapat dalam gaji para pegawai di
bank konvensional. Oleh karenanya perlu adanya penelitian menurut kedua ulama
tersebut, mengenai hukum bekerja, dan menerima pendapatan di bank
konvensional, beserta hukum berzakat dari gaji tersebut. Adapun penelitian ini
bertujuan untuk mengkomparasikan metode istinbat hukum yang digunakan oleh
kedua ulama.

Penelitian ini. merupakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari
kitab atau buku dari kedua ulama, beserta sumber lain yang relevan dengan objek
penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
mengkomparasikan fatwa dan metode istinbat hukum yang dipakai oleh kedua
ulama mengenai zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional.

Hasil penelitian- menunjukan bahwa kedua ulama mempunyai beberapa
perbedaan dalam menggunakan metode penetapan hukumnya. Dalam penentuan
nisab, kadar, dan ketentuan haul pada zakat profesi, ditemukan perbedaan pada
hukum asal (a/-As/u) dalam penggunaan metode giyas. Didin Hafidhuddin dan
Yusuf al-Qaradawi mengharamkan bunga bank berdasarkan penafsiran dalil-dalil
mengenai riba, sehingga keduanya melarang seorang pegawai untuk bekerja dan
menerima pendapatan dari bank konvensional. Akan tetapi dengan melihat sisi
kemaslahatan keduanya membolehkan seorang pegawai untuk bekerja dan
menerima pendapatan dari bank konvensional. Yusuf al-Qaradawi dalam hal ini
menambahkan syarat dalam kondisi daruriyyat yang sifatnya sementara,
berdasarkan surah al-Bagarah ayat 173 dan kaidah fikih. Sedangkan Didin
Hafidhuddin mensyaratkan dengan niat kemudahan dan keamanan bukan untuk
mengambil bunga bank. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa harta yang
mengandung bunga bank yang riba, menurut keduanya diharamkan, sehingga
diharamkan harta tersebut untuk dizakatkan.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Bank Konvensional, Metode Istinbat
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PROFESSIONAL ZAKAT LAW FROM THE SALARY OF
CONVENTIONAL BANK EMPLOYEES
(Comparative Study of the Thoughts of Yusuf al-Qaradawi
and Didin Hafidhuddin)

Fatwa Syibromalisi
224120200034

ABSTRACT

Yusuf al-Qaradawi and Didin Hafidhuddin require professional zakat for
employees whose assets have reached the nisab. At the same time, both of them
forbid usury bank interest, which is included in the salaries of employees at
conventional banks. Therefore, according to these two scholars, there is a need for
research regarding the law of working and receiving income in conventional
banks, along with the law of paying zakat from these salaries. This research
compares the two scholars' legal istinbat methods.

This research is library research sourced from books from two scholars,
along with other sources relevant to the research object. This research uses a
normative juridical approach by comparing the fatwa and legal istinbat methods
used by the two ulama regarding professional zakat from the salaries of
conventional bank employees.

The research results show that the two ulama have several differences in
legal determination methods. In determining the nisab, levels, and haul provisions
for professional zakat, differences were found in the original law (a/-As/u) using
the giyas method. Didin Hafidhuddin and Yusuf al-Qaradawi prohibit bank
interest based on the interpretation of the postulates regarding usury, so both of
them prohibit an employee from working and receiving income from conventional
banks. However, looking at the benefit side, both allow an employee to work and
receive income from conventional banks. Yusuf al-Qaradawi in this case adds
conditions in the condition of daruriyyat which are temporary, based on surah al-
Bagarah verse 173 and the rules of figh. Meanwhile, Didin Hafidhuddin stated
that with the intention of convenience and security, not to take bank interest. The
results of this research also found that assets containing usurious bank interest,
according to both of them, are haram, so it is forbidden for these assets to be given
zakat.

Keywords: Professional Zakat, Conventional Banks, Istinbat Methods.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan tata sistem penulisan kata-kata bahasa arab dalam
bahasa Indonesia latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis didasarkan
pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.
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B. Konsonan Rangkap karena Syadd ditullis rangkap
- ditulis Muta ‘addidah
sds ditulis ‘Iddah
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ditulis

Karamah al-auliya’
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Seall 3185 ditulis Zakat al-fitr
D. Vokal Pendek
....... fathah ditulis a
....... kasrah ditulis [
....... dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif
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Jsb

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata diisahkan dengan

apostrof
!l ditulis A’antum
oodsl ditulis U’iddat
(‘J—<*‘ o ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Biladiikuti huruf Qamariyyah

ol ditulis al-Qur’an

ol ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah di tulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)-nya

slodd! ditulis As-Sama

) ditulis asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya
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MOTTO

Whatever will be, will be

The future's not ours to see
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa kontemporer ini kita dihadapi dengan kemunculan berbagai
jenis profesi baru yang tentunya belum dikenal pada masa lalu, dan berpotensi
memiliki penghasilan yang tinggi. Profesi baru tersebut, tentunya
menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, sehingga dibutuhkan ijtihad
mengenai hukum zakat dari profesi tersebut. Jika ditarik 14 abad ke belakang
maka persoalan zakat profesi tersebut dirasa belum banyak dibahas secara
rinci, terutama oleh ulama empat madzhab.!

Sementara itu pada Muktamar Internasional pertama di Kuwait Pada
30 April 1984 M, menyatakan bahwasanya aktivitas yang berpengaruh bagi
manusia di era sekarang adalah profesi yang berpenghasilan, baik dilakukan
secara mandiri maupun bersama-sama. Zakat profesi di Indonesia mulai
dikenal pada tahun 1990 setelah kitab berjudul Figh az-Zakat oleh Yusuf al-
Qaradawi  sebagai penulisnya, kemudian diterjemahkan  oleh Didin
Hafidhuddin ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fikih Zakat pada tahun
1999. Zakat profesi mulai berkembang sejak ketetapan oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2003.2

Adapun Klasifikasi zakat yang tertulis dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, terbentuk dalam dua Klasifikasi,
yaitu zakat mal dan fitrah. Sementara zakat profesi termasuk ke dalam zakat
mal yang hartanya bersumber dari pendapatan karena profesinya.® Sedangkan
firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an yang menjadi landasan hukum dari
kewajiban membayarkan zakat profesi tertulis dalam Q.S. al-Bagarah ayat 267

yaitu sebagai berikut :

! Ahmad Sarwat, Zakat Rekayasa Genetika (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018),
9.

2 Irma Lailan, Ikhwan Hamdani, dan Syarifah Gustiawati, ‘Tingkat Kesadaran
Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)’,
Igtishoduna, 7 (2019), 6.

3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4
Ayat 1 dan 2.
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Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, berikanlah nafkah (melalui jalan allah)
sebagian dari hasil upayamu yang terpuji, dan sebagian dari apa yang
kami keluarkan dari bumi kepadamu. Dan janganlah kamu memilih
hal-hal yang buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, sedangkan
kamu sendiri  enggan untuk memungutnya melainkan dengan
memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha
Kaya lagi Maha Terpuji.

Terdapat perbedaan argumen dari ayat tersebut, sebagian ulama

memberikan pengertian bahwa lafaz kasabtum berlaku secara umum, yaitu
untuk semua profesi yang berpenghasilan agar dikenai zakat setelah mencapai
nisab. Sehingga berdasarkan ayat tersebut, maka hukum zakat profesi
diwajibkan.® Sedangkan ulama lainya menafsirkan sesungguhnya hukum zakat
profesi tidak diharuskan, kecuali sudah memenuhi nisab dan haul. Ulama yang
tidak mewajibkan zakat profesi ialah Muhammad bin Salih al-Usamain, Sahal
Mahfudh, Lembaga Bahtsul Masa’il NU, dan Abdullah bin Baz.®

Dalil tentang zakat yang umum dalam Al-Qur’an, mendasari Yusuf al-
Qaradawi dalam menetapkan zakat profesi sebagai objek baru dalam kajian
zakat. Yusuf al-Qaradawi mengutip pendapat dari Abdur Rahman Hasan,
Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf di Damaskus pada tahun
1952, yaitu sebagai berikut:
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4 al-Bagarah (2): 267.

5 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani,
2002), 94.

& Moch Deni Abdul Sho’im, ‘Perspektif al-Qur’an Tentang Zakat Profesi (Studi
Komparatif Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Dan Wahbah az-Zuhaili)’ (Institut PTIQ,
2023), 4.
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Artinya :
Penghasilan dan profesi, zakatnya dapat diambil jika sudah mencapai
setahun dan telah mencapai nisab. Jika memperhatikan dan mengacu
pada argumen Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad, bahwa nisab
tidak harus tercapai sepanjang tahun, akan tetapi cukup terpenuhi
diantara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Sehingga
dapat disimpulkan dengan penafsiran itu, memungkinkan agar
kewajiban zakat profesi setiap tahunnya. Oleh karena penghasilan
tersebut jarang berhenti sepanjang tahun, bahkan mayoritas mencapai
kedua sisi -ujung tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat
menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya
‘illat, yang menurut para ulama fikih sah, beserta nisabnya, dan dapat
menjadi landasan kewajiban zakat.

Zakat profesi merupakan zakat dalam kategori kontemporer, sehingga
diperlukan giyas (analogi) dalam menetapkan ukuran nisabnya. Hal tersebut
disebabkan karena tidak adanya dasar hukum dalam bentuk tertulis yang
mengkaji secara spesifik mengenai zakat profesi. Para ulama termasuk Y usuf
al-Qaradawi menganalogikan zakat profesi dari zakat perdagangan dan emas.
Oleh karena itu nisabnya yaitu sebesar 85 gram emas, setelah dikurangi
kebutuhan pokok, dan dikeluarkan sebesar 2.5%.8

Menurut Didin Hafidhuddin zakat profesi boleh digiyaskan dengan
zakat pertanian dengan nisab sebesar 653 kilogram padi atau gabah yaitu
sepadan dengan 520 kilogram beras, dengan besaran sebanyak 5%. Nisab
zakat profesi yang paling banyak dipakai yaitu dengan menganalogikan pada

zakat pertanian, yaitu setara dengan 653 kilogram padi atau gabah, namun

"Yusuf al-Qaradawi Figh az-Zakat, Juz 1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), 489.
8 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 513.



besaran yang dikeluarkan digiyaskan dengan zakat uang (emas atau perak)
yakni sebanyak 2.5%.°

Zakat profesi yang diterangkan oleh ulama, dalam praktiknya tidak
terlepas dari gaji atau upah pegawai bank konvensional yang penghasilannya
didapatkan dari sistem bunga dalam bank konvensional. Berkaitan dengan
bunga bank termasuk riba ataupun tidak, para ulama memiliki perbedaan
pendapat. Sementara itu Yusuf al-Qaradawi berpendapat, bahwa setiap
transaksi yang mengharuskan adanya tambahan kemanfaatan (kelebihan),
tanpa adanya padanan, kompensasi, atau iwad merupakan riba.'® Seperti
halnya bunga yang terdapat di bank adalah riba yang diharamkan.!! Didin
Hafidhuddin mengutip dari ahli ekonomi Islam, dijelaskan bahwasanya bunga
disamakan dengan riba, sehingga hukumnya diharamkan.*2

Penelitian ini- akan mengkomparasikan pemikiran Yusuf al-Qaradawi
dan Didin Hafidhuddin perihal hukum zakat profesi yang diambil dari gaji
pegawai bank konvensional. Perlu diingat bahwa keduanya merupakan ulama
yang memopulerkan tentang zakat profesi. Melalui kitabnya yang berjudul
“Figh az-Zakat” Yusuf al-Qaradawi merupakan salah satu ulama terkemuka
yang mewajibkan zakat profesi tersebut.’®> Sementara Didin Hafidhuddin
dikenal sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan masa
jabatan dari tahun 2005-2015, atau selama dua periode. Beliau juga aktif
menulis buku mengenai zakat, salah satunya yang berjudul “Zakat Dalam
Perekonomian Modern”, dan merupakan salah satu penerjemah dari kitab
Figh az-Zakat**

Mengenai zakat profesi, perdebatan akan muncul ketika zakat tersebut

dibayarkan oleh pegawai bank konvensional, namun di dalamnya terdapat

® Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 95.

10 Yusuf al-Qaradawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, alih bahasa oleh Wahid
Ahmadi, 1l (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 372.

1Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), 605.

2 Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 112.

13 Abdul Wadud Nafis, ‘Pros And Cons Of Professional Zakat’, Igtishoduna, 12.1
(2023), 597 <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i2.867>.

14 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah & Bertambah (Jakarta: Gema Insani,
2007), him 250.



unsur bunga yang diperdebatkan kehalalannya. Menurut pendapat kedua
ulama dalam penelitian ini, yaitu Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin
sama-sama mengharamkan bunga dari bank konvensional. Sehingga hal
tersebut akan menjadi pertimbangan boleh atau tidaknya seseorang bekerja di
bank konvensional, sekaligus mempertanyakan kebolehan harta atau gaji yang
didapatkan untuk berzakat. Karena harta kekayaan juga memiliki beberapa
kriteria sebagai syarat harta tersebut wajib dibayarkan untuk zakat. Salah satu
syaratnya adalah bahwa harta harus didapatkan dari pekerjaan dan sumber
yang halal, bukan dari harta yang haram baik secara substansi maupun cara
mendapatkannya, seperti halnya harta yang mengandung riba di dalamnya.'®
Pada saat yang sama zakat penghasilan atau profesi dari gaji pegawai bank
konvensional wajib dibayarkan seperti yang sudah disampaikan oleh kedua
ulama tersebut dan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti pada Fatwa
MUI No.3 Tahun 2003 mengenai Zakat Penghasilan.*®
Berangkat  dari persoalan tersebut maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai hukum zakat profesi dari gaji pegawai bank
konvensional, dengan mengkomparasikan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan
Didin Hafidhuddin beserta metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua
ulama.
. Batasan dan Rumusan Masalah
Proposal ini memiliki batasan tertentu dalam mengkaji masalah untuk

mempermudah proses dan penyelesaian penelitian. Batasan masalah yang
terdapat pada penelitian ini diantaranya adalah :
1. Objek penelitian

Penelitian ini memiliki objek yaitu dengan mengkomparasikan pemikiran

Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin tentang hukum zakat

penghasilan dari gaji pegawai bank konvensional.

2. Ruang Lingkup

15 Alexander Thian, Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), 146.
16 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUl Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat
Penghasilan.



Ruang lingkup atau fokus yang ingin dikaji pada penelitian ini yaitu
komparasi pada pemikiran kedua ulama mengenai zakat profesi dari gaji
pegawai bank konvensional. Yusuf al-Qaradawi dengan beberapa
karyanya yang berjudul Figh az-Zakat, Fatawa Mu’asirah, Fawa'id al-
Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram”, kemudian Didin Hafidhuddin dengan
beberapa karyanya dengan judul ‘“Zakat Dalam Perekonomian Modern,
Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, dan Islam Aplikatif ”,
serta karya-karya lainnya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan
referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

Sehingga berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin mengenai
zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional?

2. Bagaimana metode istinbat hukum dari Yusuf al-Qaradawi dan Didin
Hafidhuddin = tentang hukum zakat profesi dari’ gaji pegawai bank
konvensional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin
mengenai zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional.

2. Untuk menganalisis metode istinbat hukum dari Yusuf al-Qaradawi dan
Didin Hafidhuddin tentang hukum zakat profesi dari gaji pegawai bank
konvensional.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis
Bagi penulis hasil dari tesis ini diharapkan dapat menambah
khazanah keilmuan mengenai bagaimana komparasi pemikiran Yusuf al-
Qaradawi dan Didin Hafidhuddin mengenai zakat profesi dari gaji
pegawai bank. Selain itu penulis juga akan menambah pengetahuan
mengenai metode 7stinbat hukum yang dipakai oleh kedua ulama.
2. Bagi Kampus UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



Bagi kampus diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi di
perpustakan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang dapat
menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Akademisi

Bagi Akademisi penelitian ini bisa dipakai sebagai sumber bacaan
sekaligus referensi untuk penelitian berikutnya. Bagi akademisi, tesis ini
juga dapat menambah ilmu pengetahuan dari pemikiran Yusuf al-
Qaradawi dan Didin Hafidhuddin perihal hukum zakat profesi dari gaji
pegawai bank, dan perbandingan metode istinbat hukum dari kedua
ulama.

4. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat, tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan
mengenai pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin tentang
hukum  zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional, serta
perbandingan metode istinbat hukum dari kedua ulama.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis library research atau studi kepustakaan.
Adapun penelitian ini merupakan penelitian komparatif (comparative
approach), yaitu dengan membandingkan sistem hukum, norma yang
berlaku, maupun undang-undang dalam suatu negara, serta terhadap
putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan
perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum.
Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari
masing-masing.” Perbandingan dalam penelitian ini terdapat pada metode
istinbat hukum yang dipakai oleh kedua ulama.

Mohammad Nazir memaparkan mengenai penelitian komparatif
yaitu merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk

menemukan kesimpulan mengenai sebab dan akibat dari suatu fenomena

17 Muhaimmin, Metode Penelitian Hukum, 57.



tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membahas serta
membandingkan dua penelitian atau lebih dengan variabel tertentu.8
Penelitian ini akan mengkomparasikan pemikiran Yusuf al-
Qaradawi dan Didin Hafidhuddin mengenai hukum zakat profesi dari gaji
pegawai bank konvensional, sehingga dalam penelitian ini juga mengkaji
mengenai hukum bunga bank, hukum bekerja di bank, serta hukum
menerima pendapatan dari bank. Kemudian penelitian ini juga
mengkomparasikan metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua
ulama.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang prosedur
penelitianya melahirkan data deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian
kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan mengenai objek yang
diteliti, dan menjadi sumber dalam penelitian yang kemudian dapat ditarik
kesimpulan - secara luas tanpa menggunakan rumus serta karakter
statistik.®
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan
penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan memakai sumber hukum berupa
pemikiran para ahli, perundang-undangan, keputusan pengadilan,
kontrak/perjanjian/akad, teori hukum. Penelitian hukum normatif biasanya
dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, selain itu penelitian hukum
juga disebut dengan penelitian kepustakaan (studi dokumentasi).?
4. Sumber Data
a. Data primer adalah data yang diraih dari objek penelitian, yaitu
pendapat dari Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin. Pemikiran
Yusuf al-Qaradawi diambil dari beberapa kitabnya seperti “Figh az-
Zakat, Fatawa Mu’asirah, dan Fawa'id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-

18 M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 58.

¥Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2006), 117.

20 Muhaimmin, Metode Penelitian Hukum (Mataram, 2020), 45.



Haram”, sedangkan pemikiran Didin Hafidhuddin diambil dari
beberapa bukunya yang berjudul ‘“Zakat dalam Perekonomian
Modern, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, Islam
Aplikatif, Agar Harta Berkah & Bertambah ”.

b. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari penelitian terdahulu,
buku-buku, jurnal, Undang-undang, dan sumber lain yang relevan
objek penelitian mengenai hukum zakat profesi dari gaji pegawai bank
konvensional.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni menggunakan
pengumpulan bahan hukum melalui teknik dokumentasi. Teknik
dokumentasi dilakukan dengan mencari bahan hukum dari berbagai
dokumen seperti buku, jurnal, kitab kuning, perundang-undangan, fatwa-
fatwa MUI, dan lain sebagainya.?!
6. Analisis Data
Penulis memakai analisis data dalam merangkai data pada
penelitian yang diperoleh dari data primer serta sekunder, kemudian
diakhiri dengan kesimpulan. Miles dan Huberman menjabarkan
bahwasanya analisis data kualitatif terbentuk dengan tiga tahap aktivitas
yang akan dijabarkan berikut ini:?2

a. Reduksi Data
Reduksi data ialah langkah awal analisis dengan memberi arahan,
membuang yang kurang relevan, dan membagi data agar dapat dicapai
kesimpulan akhirnya dan dapat diverifikasi. Data dapat diringkas
dengan memilih data yang dianggap relevan, membuat rangkuman
singkat, dan mengelompokan dalam cakupan yang lebih luas.

b. Penyajian Data
Pada tahap penyajian data, data disajikan dalam kondisi yang sudah

tertata rapi. Selanjutnya, penulis bisa memutuskan apakah kesimpulan

2L M. Djunaidi dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2017), 163.
22 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Indonesia Press, 1992), 16.



10

telah dituliskan dengan baik menggunakan data yang telah disajikan.
Sehingga pembaca dapat menilai seberapa besar kesimpulan dapat
dipahami berdasarkan dari data yang disajikan.
c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Pada tahap akhir penarikan kesimpulan dilakukan setelah penyajian
data sudah tertata dengan tepat. Kesimpulan sudah semestinya untuk
diverifikasi di tahap akhir dalam sebuah penelitian. Apabila terdapat
data terbaru, selanjutnya harus diuji kebenaran, serta relevansinya
sebagai validitasnya. Hal tersebut terus dilakukan sampai dapat ditarik
kesimpulan yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditulis untuk mendapatkan deskripsi tentang
penelitian ini dengan mudah. Penulis akan menggambarkan alur yang saling
berkaitan antar bab dari jumlah seluruhnya lima bab yang akan dipaparkan
sebagai berikut :

Bab Pertama, di dalamnya memuat mengenai pendahuluan yang
diawali dengan latar belakang masalah dan batasannya, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika
penulisan. Bab pertama ini merupakan gerbang awal utama penelitian,
sekaligus menjadi landasan topik permasalahan, yang menggambarkan
pembahasan dalam beberapa bab selanjutnya.

Bab Kedua, dipaparkan mengenai penjelasan mengenai landasan teori,
yaitu mengenai hukum zakat profesi, landasan hukum zakat profesi, nisab,
waktu pengeluaran, dan cara pengeluaran zakat profesi. Selain itu dalam bab
dua ini juga membahas mengenai hukum bunga bank konvensional, hukum
bekerja dan menerima pendapatan di bank konvensional. Teori-teori tersebut
dilandaskan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin dari
karya-karya kedua ulama. Dalam bab ini akan dikahiri dengan hasil penelitian

yang relevan sebagai penunjang tesis ini.
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Bab Kketiga, berisikan genealogi dari kedua ulama, di dalamnya
memuat mengenai Latar belakang keluarga, Riwayat pendidikan, serta karya-
karya dari Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin.

Bab keempat, menjabarkan mengenai hasil penelitian yaitu
mengkomparasikan pendapat kedua ulama, mengenai hukum zakat profesi,
hukum bunga bank, hukum bekerja di bank, hukum menerima gaji dari bank
dan hukum zakat dari gaji pegawai bank konvensional. Penelitian ini juga
akan mengkomparasikan metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua
ulama. Kemudian dari pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan, yang
akan dijelaskan dalam bab kelima.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dengan memaparkan kesimpulan
yang merupakan jawaban keseluruhan dari rumusan masalah dalam penelitian
ini. Bab ini diakhiri dengan memuat saran sesuai dengan objek penelitian yang
diteliti.



BAB 11
HUKUM ZAKAT PROFESI DAN BEKERJA
DI BANK KONVENSIONAL

A. Zakat Profesi

Secara bahasa, kata zakat berbentuk masdar dari kata zaka yang
bermakna berkah, bersih, tumbuh, dan baik. Jika sesuatu itu dikatakan
zaka maka bermakna tumbuh dan berkembang. Sementara seseorang yang
zaka bermakna orang tersebut baik. Zakat menurut Lisan al-Arab juga
mempunyai makna dari sudut bahasa seperti suci, tumbuh, berkah, dan terpuiji
yang semuanya tertulis dan digunakan dalam Al-Qur’an dan hadis.?® Zakat
dalam kamus al-Munawwir bermakna an-nama’ (tumbuh), serta mempunyai
makna lain seperti at-taharah (kesucian).?*

Kata zakat dengan bentuk ma rifah telah disebut dalam Al-Qur’an
sebanyak 30 Kali, sebanyak satu kali disebutkan dalam konteks bersama salat
namun berbeda ayatnya, dan 27 Kkali disebutkan dalam satu ayat. Salah satu
penyebutan zakat dalam satu konteks bersama salat dan terletak pada ayat

yang sama, terdapat dalam Q.S. al-Bagarah ayat 110 :
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Artinya:

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja
yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat
pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat segala
sesuatu yang kamu kerjakan.”

Sementara itu zakat dalam istilah fikih bermakna kewajiban dari Allah
Swt. terhadap sejumlah harta tertentu, kepada orang-orang yang berhak
menerimanya (mustahik). Jumlah yang dikeluarkan dari harta tertentu tersebut

juga disebut zakat, karena sifat dari harta yang dikeluarkan bertambah banyak,

2 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 37.

2 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif,
2007), 577.

% al-Bagarah (2): 110.
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bermakna, serta melindungi harta tersebut dari keburukan. Istilah tersebut
ditulis oleh Imam an-Nawawi dalam kitabnya al-Majmu’ yang beliau kutip
dari pendapat al-Wahidi.?® Sedangkan yang tertuang pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat bermakna sebagai
harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki atau badan usaha yang kemudian
diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat yang berlaku.?’

Sedangkan kata profesi yang termuat pada Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai suatu pekerjaan dengan dasar pendidikan
keterampilan tertentu, baik berupa spesialisasi, kejuruan dan sebagainya.?®
Jika menggabungkan kata zakat beserta kata profesi, maka zakat profesi dapat
diartikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap profesi atau keahlian tertentu
baik yang dilaksanakan sendiri, maupun bersama orang lain yang
penghasilannya telah mencapai nisab.?

Berkaitan ~dengan dalil-dalil dan pendapat yang mengutarakan
mengenai  zakat dari - berbagai macam kekayaan, Yusuf al-Qaradawi
menyimpulkan bahwa terdapat hikmah dan tujuan dengan diwajibkannya
syariat mengenai zakat. Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya Figh az-Zakat

menjelaskan sebagai berikut:
06 L 10s € a2 1y Galaitlly by dsilias a6 Ag2 g
Lol 55 J,ws Ay aabatl Corn Szl Ju &

o
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2% Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 37-38.

27 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’,
KBBI, 2023, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi>, Diakses Pada Kamis, 31 Agustus
2023.

2 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, 1st edn
(Jakarta: Gema Insani, 1998), 103.

30 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 505.
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Artinya:

Dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat muslim pada masa
sekarang ini, maka saya berpendapat harta hasil usaha seperti gaji
pegawai, upah karyawan, penghasilan dokter, insinyur, advokat dan
profesi lainnya, yang bekerja dengan profesi tertentu, seperti
penghasilan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar
sektor perdagangan, misalnya pada mobil, kapal, kapal terbang,
percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain, maka wajib terkena
zakat dengan persyaratan satu tahun (haul) dan dikeluarkan pada waktu
diterima.

Adanya kewajiban zakat bagi seorang pegawai muslim tentunya cukup
beralasan, seperti seorang petani yang setiap hasil panennya telah mencapai
nisab saja dikenakan zakat, maka ketika ada pekerjaan atau profesi lain yang
penghasilannya lebih besar dari petani, sudah seharusnya dikenakan zakat.
Sehingga jumhur ulama berpendapat bahwa zakar profesi diwajibkan. Karena
pada dasarnya segala kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis atau
kekayaan maka wajib dikenakan zakat.>* Mengenai kewajiban zakat profesi
Yusuf al-Qaradawi - berpendapat bahwasanya sangat jarang seorang pegawai
yang dalam profesinya tidak mencapai nisabnya. Meskipun penghasilannya
tidak cukup di pertengahan tahun, tetapi dapat mencapai nisab pada akhir
tahun. Sehingga jika penghasilanya mencapai nisab dan sudah setahun,
seorang pegawai wajib membayar zakat profesinya.?

Didin Hafidhuddin mengutarakan bahwa zakat profesi merupakan jenis
zakat modern yang belum terlalu banyak dikenal dan dikaji di kalangan
masyarakat muslim. Tepatnya pada tanggal 30 April 1984, yaitu bertepatan
dengan 29 Rajab 1404 H, zakat profesi baru menjadi perhatian penting dengan
disampaikannya fatwa ulama yang dihasilkan oleh Muktamar Internasional di
Kuwait. Pada muktamar tersebut dipaparkan bahwa aktivitas yang
berpengaruh kuat bagi manusia pada era sekarang salah satunya adalah
kegiatan profesi, oleh karena itu penghasilan dari profesi tersebut jika sudah
menjangkau kadar nisabnya, maka wajib untuk membayarkan zakatnya.

Kemudian zakat profesi juga dipadankan dengan kata “zakat penghasilan”,

81 Supani, Zakat Di Indonesia Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan (Jakarta:
Kencana, 2023), 100.
32 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 489.
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sebagaimana terdapat dalam Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 mengenai zakat
penghasilan.
B. Landasan Hukum Zakat Profesi
1. Al-Qur’an
Selain dalil pada Q.S. al-Bagarah ayat 267, kewajiban zakat profesi
juga diambil dari keumuman makna dari Al-Qur’an surah at-Taubah ayat 103:

&J}L&O\Myju"l f"“’p{"&‘ﬁ”‘uﬁ""'

34,;0 - 1,1 o ,w ‘ (:1
Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan
membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya
doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui.”

Selanjutnya landasan mengenai zakat profesi juga diambil dari Al-

Qur’an surah az-Zariyat ayat 19:

Seypieally Jlel B ol o
Artinya:
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untukorang miskin yang
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Kemudian landasan hukum terkait zakat profesi juga didasari oleh

hadis nabi Muhammad saw. yaitu sebagai berikut:
F el el e 5a) U ) Al W05 e 3 1 e 0
4»\%9/;\3:53\.23 MWJ?J& Jbv.leww\éﬁogj\
?&é&&;tswwjmwuﬁ /"CJU?&é&@
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3 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 93-94.

34 at-Taubah (9): 103.

% az-Zariyat (51): 19.

%Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahih Bukhari, | (Beirut: Dar
Ibnu Kasir, 2002), 351, Hadis nomor 1445, Kitab az-Zakat, Bab 'Ala Kulli Muslimin
Sadaqatun Famallam Y ajid Falya'mal bi al-Ma'ruf.
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Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah
menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya dari
kakeknya dari Nabi Saw. bersabda: “Setiap orang muslim wajib
bersedekah.” Mereka bertanya, “Hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak
berpunya?” Beliau menjawab, “Bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu
untuk dirinya, lalu bersedekah.” Mereka bertanya, “Kalau tidak punya
pekerjaan?” Beliau bersabda, “Tolong orang yang meminta
pertolongan.” Mereka bertanya, “Bagaimana bila tidak bisa?”. Beliau
menjawab, “Kerjakan kebaikan dan tinggalkan kejelekan, hal itu
merupakan sedekahnya.”

Dari beberapa landasan di atas menunjukan bahwa zakat diberlakukan
untuk seseorang yang mempunyai profesi dan harta lebih. Zakat juga
berfungsi untuk menyucikan, mengembangkan, serta menyalurkan harta yang
dimiliki untuk disalurkan kepada mustahik.*’

. Nisab dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Ketentuan nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat profesi
mempunyai kesimpulan yang berbeda-beda. Hal tersebut berkaitan dengan
givas atau analogi yang diterapkan. Didin Hafidhuddin  berpendapat
bahwasanya zakat profesi dapat dianalogikan pada zakat pertanian serta zakat
emas dan perak sekaligus. Nisabnya dapat digiyaskan dengan zakat pertanian
yaitu 5 wasaq yang senilai dengan 653 kg padi/gandum, tanpa haul atau
dibayarkan secara langsung saat menerima, seperti halnya seorang petani yang
berzakat.3® Sementara itu, untuk kadar zakatnya sebesar 2,5% dianalogikan
dengan zakat uang (emas dan perak). Hal tersebut dikarenakan bentuk upah
atau gaji dari para pegawai secara umum diterima dalam bentuk uang. Maka
jika seorang pegawai yang gajinya sudah mencapai nisab, misalnya sepuluh
juta rupiah, maka dia dikenakan 2,5% setiap sebulan sekali.®

Nisab zakat profesi yang digiyaskan dengan zakat az-zuru’ atau zakat
pertanian juga pernah dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi yang merupakan

pendapat dari Muhammad al-Gazali dalam kitabnya “Islam wa al-Audza’ al-

Igtisadiya”. Muhammad al-Gazali menekankan bahwa dasar diwajibkannya

37 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, 104.
3 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, 109.
% Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 97-98.



17

zakat profesi adalah pada modal. Jika dari modal terdapat tambahan,
pengurangan, maupun tetap, dan telah melewati setahun, maka hal ini seperti
zakat uang dan perdagangan yang kadarnya 2,5%. Namun, Muhammad al-
Gazali dalam hal ini lebih memilih kewajiban zakat dibayarkan tanpa
menimbang besaran modal yang dimiliki, seperti pada zakat pertanian.
Sehingga jika seorang pegawai mempunyai pendapatan yang tidak kurang dari
petani, maka diwajibkan zakat atasnya.*°

Meskipun Yusuf al-Qaradawi telah mengutip pendapat dari
Muhammad al-Gazali, tetapi beliau lebih menekankan zakat profesi
digiyaskan dengan zakat uang. Beliau Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa
hal terpenting dari besaran nisab tersebut yaitu diukur dari nisab zakat uang
yang telah ditetapkan sebesar 85 gram emas. Kadar tersebut sama dengan 20
misqgal dari hasil pertanian, yang disebutkan dalam banyak hadis. Karena
banyak orang menerima upah dan penghasilan dalam bentuk uang. Maka
sebaiknya ialah menetapkan nisab penghasilan dengan merujuk pada nisab
uang. 4

Sementara itu mengenai cara pengeluaran zakat profesi pedoman
utamanya adalah jika harta tersebut sudah mencapai nisab. Zakat dapat
dibayarkan pada saat diterima jika telah mencapai nisab, tetapi khawatir akan
membelanjakannya. Ulama fikih berpendapat bahwasanya zakat dapat
dibayarkan dengan mengumpulkan gaji pegawai selama setahun, sampai
mencapai nisab (85 gram emas). Menurut pandangan syariat dan ahli
perpajakan bahwa ketentuan haul atau satu tahun merupakan suatu kesatuan
dan diterapkan dalam ketentuan pembayaran zakat. Sehingga zakat dari
penghasilan atau profesi seorang pegawai dibayarkan dengan haul dan sudah

mencapai nisab.*?

40 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 510.
4 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 513.
42 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 515-516.
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D. Cara Menghitung Zakat Profesi
Yusuf al-Qaradawi berpandangan bahwa zakat profesi dibayarkan dari
sisa pendapatan bersih dalam setahun yang sudah mencapai nisab. Zakat
dibayarkan ketika hutang, kebutuhan pokok atau biaya hidup terendah
pegawai sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Selain itu ongkos untuk
melakukan pekerjaan tersebut juga dihitung untuk dikeluarkan lebih dahulu.

Maknanya zakat dibayarkan jika hartanya melebihi kebutuhan pokok dan

mencapai nisab. Sehingga apabila setelah dikeluarkan untuk biaya kebutuhan

pokok tetapi tidak mencapai nisab, maka tidak wajib membayar zakat.*®
Sehingga ketika harta benar-benar telah mencapai nisab, maka seorang
pekerja sudah seharusnya untuk segera menghitung serta membayar zakatnya.

Adapun cara menghitung besaran zakat profesi memiliki beberapa cara, hal

tersebut tergantung dari penganalogian (qgiyas) terrhadap nisab dan besaran

kadarnya. Berikut ini merupakan beberapa cara menghitung besaran zakat
profesi:

1. Jika menggunakan nisab 85 gram emas dengan kadar 2,5% dengan haul
(zakat uang/perdagangan), maka contoh penghitunganya vyaitu; Jika
Ahmad mempunyai penghasilan Rp. 15.000.000,- dalam sebulan, dan
kebutuhan pokoknya sebesar Rp. 7.000.000,- setiap bulannya. Maka sisa
dari gajinya adalah sebesar Rp. 8.000.000,-. Sehingga penghitungannya
adalah 2,5% x 12 x Rp. 8.000.000,- yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- harus
dibayarkan sebagai zakat profesi setiap tahunnya.

2. Jika menggunakan nisab 653 kg padi/gandum, dengan kadar zakat
sejumlah 5% tanpa menggunakan haul (zakat pertanian) dengan
pendapatan yang sama seperti contoh sebelumnya, maka penghitungan
zakat Ahmad yaitu 5% x Rp. 8.000.000,- atau sebesar Rp. 400.000,- setiap

bulannya.

43 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 517.
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3. Jika memakai nisab 653 kg padi/gabah, dengan kadar zakat sebesar 2,5%
tanpa haul, maka penghitungan zakat Ahmad adalah 2,5% x Rp.
8.000.000,- yaitu sebesar Rp. 200.000,- setiap bulannya.**

E. Hukum Bunga Bank Konvensional

Secara bahasa, bunga berasal dari kata dalam bahasa inggris yakni
interest. Dalam pendapat lain, bunga adalah jumlah yang dibayarkan atau
dihitung untuk penggunaan modal. Bunga berbentuk uang yang dibayarkan
sebagai wujud kompensasi untuk uang pinjaman yang dihitung dari pokok
pinjamanya. Bunga bank ditentukan di awal atau jumlahnya ditetapkan sejak
transaksi terjadi.*®

Menurut Yusuf al-Qaradawi bunga yang diambil oleh nasabah di bank
adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang
disaratkan atas harta pokok tanpa adanya iwad. Maknanya, segala sesuatu
yang diambil seseorang tanpa usaha perdagangan dan tanpa jerih payah
sebagai tambahan atas pokok hartanya yang sepadan, maka hal itu termasuk
dalam kategori riba.*® Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam
surah al-Bagarah ayat 278-279 :
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Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang
yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba), maka Kketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka
bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)
dianiaya.

4 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah & Bertambah, 128.

“Muhammad Dayyan and Rifyal Dahlawy Chalil, ‘The Attitude Of Merchants
Towards Riba And Fatwa On Interest Of Conventional Bank In Langsa Aceh’, Share: Jurnal
Ekonomi Dan Keuangan Islam, 9.1 (2020), 8-9.

46 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 605.

47 al-Bagarah (2): 278-279.
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Mengenai kata yang dimaksud dengan taubat di dalam ayat tersebut
lalah seseorang tetap pada pokok hartanya, dan dilandasi bahwa tambahan
yang timbul dari harta pokok tersebut termasuk dalam kategori riba. Adapun
bunga yang merupakan imbuhan dari harta pokok yang diraih tanpa diawali
dengan kesepakatan, baik itu dengan akad mudarabah, atau dalam bentuk akad
persekutuan dagang lainnya, ialah riba yang dilarang. Karena Islam melarang
segala transaksi yang meletakan harta pokoknya hanya untuk keuntungan,
tanpa memiliki potensi kerugian.*®

Sementara itu menurut para pakar ekonomi Islam dalam sidang
Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada Desember 1970, telah menyepakati
dua perihal yaitu sebagai berikut :4°
a. Praktik bunga dengan bank tidak sesuai dengan prinsip syariat.

b. Perlu didirikan bank-bank alternatif yang sesuai dengan prinsip syariat.

Kesimpulan dari konsensus pada sidang tersebut yang kemudian

melandasi berdirinya Islamic Development Bank (IDB).

. Hukum Bekerja dan Menerima Gaji di Bank Konvensional

Pegawai atau karyawan juga biasa disebut dengan pekerja atau buruh.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menjelaskan bahwa, "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."*

Oleh karena itu, pekerja atau buruh maknanya merupakan tenaga kerja
yang sedang pada ikatan korelasi kerja. Pemaparan tersebut terdengar umum
tetapi memiliki pengertian yang tidak sempit, karena dapat meliputi seluruh
pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan, badan hukum atau lainnya
dengan menerima imbalan berupa upah atau gaji.>*

Berdasarkan makna lain, pegawai ialah orang yang bekerja pada

sebuah organisasi, maupun badan usaha yang berada di bawah naungan

48 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 605-606.

49 Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, 112.

%0 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

51 Muhammad Sadi dan Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2020), 209-210.
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pemerintah atau swasta, baik sebagai pegawai tetap atau kontrak yang diberi
gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan
berlaku.>2

Sementara itu merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
disebutkan bahwa ada dua klasifikasi pegawai bank, yaitu :>3
a. Pejabat Bank
b. Karyawan/Pegawai Bank

Pejabat bank juga dapat ditemukan di Peraturan Bank Indonesia (PBI)
dalam pasal 1 angka 5, No. 11/19/PBI/2009, mengenai Sertifikasi Manajemen
Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Umum dan sudah dirubah menjadi PBI No.
12/7/PBI1/2010 Tahun 2010, memberi pengertian bahwa Pejabat Bank adalah
pejabat yang jabatannya berada di bawah Direksi agar tetap menyesuaikan
ketentuan dan kompleksitas usaha. Pegawai bank dalam hal ini berdampak
terhadap ketentuan dan operasional pada bank.>*

Jabatan pegawai pada bank konvensional sangat bervariasi dimulai
dari Staff Marketing, Sales, Teller, Manager, hingga Managing Director. Hal
tersebut menyebabkan besaran gaji yang diterima setiap pegawai berbeda
sesuai dengan tingkat jabatan, masa kerja, pendidikan pegawai, dan tingkat
kepercayaan bank terhadap pegawai. Besaran gaji pegawai bank dimulai dari
Rp2,5 juta hingga Rp112,5 juta.>®

Mengenai pegawai di bank konvensional tentu hal tersebut tidak
terlepas dari hukum bekerja di bank menurut syariat Islam. Persoalan akan
muncul ketika banyaknya transaksi di bank konvensional masih menggunakan

sistem bunga, yang tentunya masih diperdebatkan kebolehannya oleh para

%2 Eny Pujiasri dan Sri Edi Budiningsi, Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian
(Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia, 2018), 4.

8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang
No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

5 Adi Condro Bawono, ‘Siapa Saja Yang Termasuk Pejabat Bank?’, Hukum Online
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pegawai-bank-cl6290/>, Diakses Pada
Kamis, 31 Agustus 2023.

®Hana Fathina, ‘Fantatis! Simak Daftar Gaji Pegawai Bank Di Indonesia’,
Bisnis.Com, 2022, p. 1 <https://finansial.bisnis.com/read/20221108/90/1595890/fantastis-
simak-daftar-gaji-pegawai-bank-di-indonesia>, Diakses Pada 30 Agustus 2023.
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ulama. Berkaitan dengan hal tersebut Didin Hafidhuddin berpendapat
bahwasanya Islam telah mengharamkan sistem bunga karena adanya riba, dan
praktik bagi hasil dalam perbankan syariah harus terus disosialisasikan untuk
menggantikan sistem bunga tersebut.>® Mengenai riba Rasulullah saw. dalam
hadisnya menyampaikan mengenai aturan seseorang yang berkaitan dengan
riba, beliau bersabda :

l;:/lfs';:j \;;'S‘ Jg VJM} 4-2-1-; Ai“ L;L,D éi)‘ J}i“j :};‘:J@ fa}c - CJ;* ‘:f/&
A Bal;

Artinya :

“Dari Ibnu Mas’ud beliau berkata : Rasulullah £ mengutuk orang yang

memakan riba, orang yang mewikilinya, saksi-saksinya, dan orang
yang mencatatnya.”

Berkaitan dengan hadis tersebut, bahwasanya syariat Islam menuntun
umat muslim untuk melawan adanya kemaksiatan dalam hal ini adanya
praktik riba. Jika tidak sanggup, maka setidaknya harus menahan diri agar
tindakannya tidak " ikut serta dalam kemaksiatan. Sehingga Islam tidak
menghalalkan segala bentuk kerja sama yang berakibat dosa dan menimbulkan
perpecahan, serta-menilai setiap muslim yang terlibat dalam kemaksiatan,
yaitu bersekutu bersama pelaku utamanya. Islam menilai sama buruknya
setiap dukungan dan sikap terhadap kemaksiatan tersebut, baik berupa
dukungan moril maupun materiil, serta bersikap dengan perbuatan maupun
perkataan. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwasanya perlu adanya kajian
lebih lanjut mengenai riba ini tidak hanya terkait dengan pegawai bank atau
orang yang menulisnya, akan tetapi hal tersebut sudah beradaptasi ke dalam
sistem ekonomi sehingga setiap praktik yang berkaitan dengan keuangan,
persoalan tersebut merupakan sebuah bencana.®®

Hadis yang berkaitan dengan riba membuat para pegawai bank merasa

tersiksa, karena dalam aktivitasnya terlibat dalam tulis menulis mengenai

%6 Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, 113.

5 Abu 'Tsa Muhammad at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, |1 (Kairo: Dar at-Ta’sil,
2016), 371, Hadis nomor 1255, "Kitab al-Buyu' 'an-Rasulillah Saw", "Bab Ma Ja a' fi akli ar-
Riba." Hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan merupakan hadis yang baik dan sahih.

%8 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 609-610.
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bunga bank yang disamakan dengan riba. Meski demikian banyak kegiatan
dalam bank konvensional yang dihalalkan seperti perpialangan, penitipan, dan
sebagainya. Sehingga bekerja di bank tidak dipermasalahkan meskipun
hatinya tidak rela. Para ahli fikih telah membahas mengenai kebutuhan hidup
yang sifatnya daruriyyat, yaitu dalam kondisi yang memang mengharuskan
untuk bekerja di tempat tersebut.>
Sementara itu Didin Hafidhuddin berpendapat bahwasanya ada riba
yang memang tidak bisa dihindari karena sebab-sebab tertentu, seperti gaji
pada pegawai bank konvensional. Hal tersebut sejalan dengan penerimaan gaji
melalui bank konvensional dengan tujuan untuk kemudahan serta keamanan
dan bukan untuk mendapatkan bunga. Sehingga hal tersebut tidak
dipermasalahkan dan tidak seharusnya untuk berhenti bekerja.®°
Yusuf al-Qaradawi berpendapat apabila semua umat muslim
diharamkan bekerja di- bank konvensional, maka sebagai pertimbangannya,
dunia perbankan suatu saat akan dikuasai oleh orang non muslim. Sedangkan
lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian
suatu negara, selain itu perbankan merupakan tulang punggung sebuah
perekonomian.5!
G. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Wadud Nafis dengan judul “Pro dan

Kontra Zakat Profesi”, dipublikasikan di junal Ekonomi Islam,

Igtishoduna, 2023. Penelitian ini- menjabarkan mengenai perbedaan hukum

zakat profesi di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa

zakat profesi diwajibkan, sedangkan sebagian ulama yang lain tidak.

Sebagian ulama berpendapat bahwa nisab zakat profesi dianalogikan

dengan zakat pertanian yaitu sebesar 653 kg, sedangkan ulama yang lain

%9 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 611.

8 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, (Jakarta:
Gema Insani, 1998), 89.

81 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 611.
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nisabnya disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu sebesar 20 dinar
atau 200 dirham.%2

2. Penelitian ini ditulis oleh Yuzakki Azwar dengan judul, “Bekerja di Bank
Konvensional Menurut Fikih Ekonomi”, Equilibrium : Jurnal Ekonomi
Syariah. Studi ini menggunakan metode penelitian lapangan serta berjenis
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai pegawai
bank. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya hukum bekerja di
bank konvensional menurut fikih ekonomi adalah mubah. Hal tersebut
dibolehkan jika masih dalam koridor maslahat yang sifatnya daruriyyat
dan aktifitasnya masih halal, serta saling menolong sesama manusia.
Hukumnya dapat menjadi haram jika yang terjadi sebaliknya.®®

3. Penelitian karya Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, dan Nandang
Ihwanudin dengan judul, “Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank
Menurut Yusuf al-Qaradawi Dan Muhammad  Sayyid Tantawi Serta
Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah”, Jurnal Ilmiah Ekonomi
Islam, 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,
dengan menganalisis data primer dan sekunder yang berkaitan dengan
Riba dan Bunga Bank serta Perkembangan Perbankan Syariah.
Berdasarkan hasil penelitian, hukum bunga menurut Muhammad Sayyid
Tantawi bukanlah termasuk riba. Metode istinbat hukum yang digunakan
Tantawi dalam menentukan status bunga bank adalah Al-Qur’an, hadits,
givas, dan mashlahah mursalah. Menurut Yusuf al-Qaradawi, hukum
bunga sama dengan riba. Metode istinbat hukum yang digunakan Yusuf
al-Qaradawi dalam menentukan status kepentingan adalah Al-Qur’an,
hadits, ijma’ ulama, g¢iyas, dan kaidah fikih. Pemikiran Tantawi
berimplikasi pada paradigma berpikir masyarakat bahwa industri keuangan
syariah masih cenderung konvensional. Pendapat al-Qaradawi Hal ini

perlu didukung, dengan besarnya jumlah umat Islam di Indonesia, hal ini

52 Abdul Wadud Nafis, ‘Pros And Cons Of Professional Zakat’, 1.
8 Yuzakki Azwar, ‘Bekerja Di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi’,
Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 7 (2019), 1.
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diharapkan dapat mengubah paradigma berpikir masyarakat untuk
melakukan transaksi dengan bank syariah, guna meningkatkan pangsa
pasar perbankan syariah di Indonesia.®*

4. Penelitian yang ditulis oleh Moch. Deni Abdul Sho’im dengan judul,
“Perspektif Al-Qur’an Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas
Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili)”, Tesis Institut
PTIQ Jakarta, 2023. Penelitian ini memaparkan mengenai perbedaan
pemikiran dari Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Yusuf al-
Qaradawi berpandangan bahwa ayat-ayat tentang zakat secara umum dapat
diperluas cakupannya sehingga setiap penghasilan dari profesi apapun jika
telah mencapai nisab dikenakan zakatnya. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili
dengan kecenderungan tafsirnya berpendapat bahwa keumuman ayat-ayat
tentang zakat tidak dapat diperluas cakupannya karena sudah dizakhsis
oleh hadis.®®

5. Penelitian yang ditulis olen Feri Eko Wahyudi dengan judul, “Studi
Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf Al-Qaradawi dan Majelis
Ulama Indonesia (MUI)", dalam Tesis TAIN Palopo, 2020. Dalam
penelitian ini keduanya sama dalam hal nisabnya yaitu 85 gram emas
dengan kadar 2,5%. Selain itu keduanya juga membolehkan zakat
dibayarkan pada saat menerima ataupun di akhir tahun. Namun terdapat
perbedaan diantara keduanya, di antaranya Yusuf al-Qaradawi tidak
mensyaratkan haul, sebaliknya MUI mensyaratkan adanya haul dalam
zakat profesi. Oleh karena itu, karena keduanya mempunyai landasan
yang sama-sama kuat maka dalam pelaksanaanya boleh mengacu pada
pendapat Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya Figh az-Zakat atau pada
Fatwa MUI No. 3 tahun 2003.%¢

8 Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, dan Nandang Thwanudin, ‘Perbandingan
Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf al-Qaradawi Dan Muhammad Sayyid Tantawi
Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah’, Jurnal llmiah Ekonomi Islam, 1.

®Moch Deni Abdul Sho’im, ‘Perspektif Al-Qur’an Tentang Zakat Profesi (Studi
Komparatif Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Dan Wahbah az-Zuhaili)’, 3.

% Feri Eko Wahyudi, ‘Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Y usuf al-Qaradawi
dan Majelis Ulama Indonesia’ (IAIN Palopo, 2020), 17.
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Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan di atas, penulis akan
memperdalam kajian dalam zakat profesi, yaitu secara khusus yang berasal
dari gaji seorang pegawai bank konvensional. Tentunya hal ini akan menjadi
sebuah pembeda dari penelitian sebelumnya, karena di dalamnya juga akan
memuat mengenai hukum bunga, bekerja, dan menerima pendapatan di bank
konvensional. Penelitian ini akan mengomparasikan beberapa persoalan
tersebut dari pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin.



BAB 111
GENEALOGI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN
DIDIN HAFIDHUDDIN MENGENAI ZAKAT PROFESI DARI
GAJI PEGAWAI BANK KONVENSIONAL

A. Latar Belakang Keluarga Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi mempunyai nama lengkap Muhammad Yusuf al-
Qaradawi. Beliau lahir di desa Saft Turab, provinsi Barat di Mesir, pada 9
september 1926. Desa Saft Turab terletak di antara kota 7anta dan kota A/-
Mahallah Al-Kubra. Desa tersebut Berjarak sekitar 21 kilometer dari 7anta,
dan berjarak kurang lebih 9 kilometer dari kota A/-Mahallah.®” Yusuf al-
Qaradawi wafat di Doha, Qatar, pada tanggal 26 September tahun 2022.

Yusuf al-Qaradawi terlahir dalam keluarga yang sederhana dan sangat
agamis. Ayah beliau adalah seorang petani, dan meninggal dunia ketika
Yusuf al-Qaradawi berusia 2 tahun. Kemudian Yusuf al-Qaradawi diasuh oleh
pamannya yang bernama Ahmad. la mendapat pengasuhan yang sangat baik,
sehingga hubungan dengan pamannya sudah seperti keluarga sendiri. Keluarga
pamannya merupakan keluarga yang sangat taat beragama, persis seperti
keluarganya sendiri. Sehingga Yusuf al-Qaradawi mendapatkan pendidikan
dan terbekali banyak pengetahuan, terutama mengenai kajian syariat Islam dan
akhlak yang baik.%

Akibat situasi serta kondisi lingkungan dan keluarga yang agamis, hal
tersebut mempengaruhi Yusuf al-Qaradawi untuk belajar agama secara
mendalam. Kemudian Yusuf al-Qaradawi memulai hafalan Al-Qur’annya
sejak berumur 5 tahun. Bersamaan dengan hal tersebut Yusuf al-Qaradawi
juga bersekolah di lembaga pendidikan yang bernaung di bawah lingkungan
departemen pendidikan dan pengajaran Mesir. Tidak hanya ilmu agama Yusuf
al-Qaradawi mempelajari ilmu umum lainnya, seperti matematika, sejarah,

kesehatan, dan ilmu-ilmu lainnya. Akibat kecerdasan dan usaha kerasnya

57 Yusuf al-Qaradawi, Perjalanan Hidupku, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman
(Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2003), 103.

8 Yusuf al-Qaradawi, Pasang Surut Gerakan Islam, alih bahasa oleh Farugq Ugbah
(Jakarta: Media Dakwah, 1987), 153.
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dalam proses belajar, Yusuf al-Qaradawi pada akhirnya sukses menyelesaikan
hafalan Al-Qur’annya pada usianya yang genap 10 tahun. Selain itu, kefasihan
dalam membaca Al-Qur’an, penguasaan ilmu tajwidnya, serta Kemahiran ilmu
giraatnya membuat beliau seringkali dipanggil menjadi Imam Masjid.%
. Riwayat Pendidikan dan Karier Yusuf al-Qaradawi

Saat berumur tujuh tahun, Yusuf al-Qaradawi bersekolah dasar di a/-
llzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Selain di
sekolah tersebut la juga bersekolah pada sore hari di a/-Kuttab. Kemudian
setelah lulus, Yusuf al-Qaradawi melanjutkan studinya di al- Azhar di 7anta.
Meskipun pamannya mempunyai keadaan ekonomi yang kurang memadai,
pada akhirnya al-Qaradawi tetap melanjutkan studinya di sekolah menengah
pertama, dan sekolah menengah umum di 7anta dengan uang yang seadanya.
Hasil dari proses belajar al-Qaradawi cukup cepat dan mempunyai prestasi
yang sangat baik. Kecerdasannya sangat terlihat ketika al-Qaradawi berhasil
menyelesaikan studi lanjutannya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan
predikat lulusan terbaik yang diraihnya pada tahun 1952 sampai tahun 1953.7°

Selanjutnya di tahun 1957, Yusuf al-Qaradawi meneruskan studinya di
lembaga riset dan Kajian bahasa Arab selama kurang lebih tiga tahun, dan
meraih gelar sarjananya. Setelah lulus Yusuf al-Qaradawi melanjutkan
studinya ke tingkat magister di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis di
Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Sebelum melanjutkan studinya la
dihadapkan kepada dua pilihan jurusan, yaitu pada jurusan Tafsir Hadis atau
Agidah Filsafat. Karena hal itu, la meminta saran dari Muhammad Yusuf
Musa untuk mendapatkan pilihan jurusan yang terbaik. Setelah berdiskusi
kemudian al-Qaradawi dianjurkan untuk memilih jurusan tafsir hadis,
dikarenakan sumber dari syariat Islam yang utama bersalal dari Al-Qur’an dan
Sunnah. Menurut Muhammad Yusuf Musa, jurusan akidah filsafat dipelajari

hanya untuk mengikuti perkembangan kajian filsafat di tingkat internasional

8 Yusuf al-Qaradawi, Pasang Surut Gerakan Islam, 154.
0 Muhammad al-Majzub, *Ulama’ wa Mufakkirun 'Arafatubum, |V (Kairo: Dar As-
Syawaf, 1992), 461-462.
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dan kontemporer. Selain itu kajian mengenai ilmu filsafat ini dapat diraih
dengan banyak menelaah buku-buku filsafat. Yusuf Musa juga bercerita
mengenai pengalamannya sebagai mantan guru besar jurusan akidah filsafat,
yang kemudian pindah menjadi guru besar kajian hukum Islam (syariah).’*
Ketika menjalankan ujian pada tingkat magister pada tahun 1960, tidak
ada dari teman-temannya yang lulus dengan predikat cumlaude, kecuali Yusuf
al-Qaradawi. Kemudian pada tahun 1973, ia berhasil meraih gelar Doktor
dengan peringkat summa cumlaude dengan disertasinya yang berjudul Az-
Zakat wa Asruha i Hil al-Masyakilat al-Ijtima’iyyah (Zakat dan Pengaruhnya
dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Yusuf al-
Qaradawi terlambat dalam mencapai gelar doktornya dikarenakan suasana
politik yang berlangsung di Mesir sedang tidak stabil. Kemudian hal itu
membuat ia pada akhirnya Hijrah ke Qatar. Di Qatar ia diangkat menjadi
Imam masjid, mengajarkan keilmuannya, serta seringkali berceramah di
lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Bersama ‘Abd al-Muis ‘Abd as-
Sattar, ia merintis serta mengembangkan sebuah lembaga pendidikan bernama
ma’had ad-dini. Ma had tersebutlah yang pada akhirnya melahirkan fakultas
syariah di Qatar yang ia dirikan bersama lbrahim Kadim, yang kemudian
mengalami perkembangan dan menjadi sebuah universitas di Qatar dengan
banyak fakultas. Pada tahun 1977 al-Qaradawi menjabat sebagai dekan
fakultas syariah. Lalu beliau juga menjabat sebagai direktur di Pusat Kajian
Sunnah dan Sejarah Rasul di Universitas Qatar hingga beliau akhirnya wafat.”
Pada tahun 1990-1991 beliau mendapat mandat dari pemerintah Qatar
sebagai dosen tamu di Aljazair. Yusuf al-Qaradawi berperan sebagai ketua
Majelis limiyah di seluruh universitas di negara tersebut. Kemudian beliau
kembali menjalankan rutinitasnya di Pusat Kajian sunnah dan sejarah nabi.
Pada tahun 1411 hijriah, IDB (Islamic Development Bank) memberikan
penghargaan kepada Yusuf al-Qaradawi atas banyaknya jasa yang diberikan

dalam bidang perbankan syariah. Kemudian pada tahun 1413 Yusuf al-

I Muhammad al-Majzub, ‘Ulama’ wa Mufakkirun 'Arafatubum, 463.
2 Muhammad al-Majzub, ‘Ulama’ wa Mufakkirun 'Arafatubum, 465.
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Qaradawi dan Sayyid Sabig meraih penghargaan dari King Faisal Award atas
perannya pada bidang keilmuan Islam. Di tahun 1996 Yusuf al-Qaradawi
diberi penghargaan oleh Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa
yang diberikan dalam keilmuan. Selanjutnya pada tahun 1997 beliau diberi
penghargaan oleh Sultan Brunai Darussalam atas perannya dalam kepenulisan
di bidang fikih.”™

. Pandangan Serta Pengaruh Sosial, Politik, dan Ekonomi Yusuf al-
Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi merupakan seorang ulama yang tidak hanya
berfokus pada ilmu pengetahuan Islam saja, akan tetapi juga mempelajari ilmu
pengetahuan umum. Untuk mengkorelasikan keduanya, kemudian ia banyak
menampilkan kajian kelslaman dengan bahasan yang cemerlang. Yusuf al-
Qaradawi merupakan seorang ulama yang sangat menguasai bahasa Arab,
karena menurutnya bahasa Arab menrupakan bahasa Islam dan sebagai pintu
gerbang untuk memahami Al-Qur’an dan hadis, sekaligus merupakan salah
satu syarat untuk melakukan ijtihad. Menurutnya, untuk- menjadi ulama
kontemporer tidak cukup hanya terbatas menguasai keilmuan Islam, tetapi
juga harus menelusuri buku-buku agama dan tren di luar Islam, serta membaca
kritik-kritik lawannya.”

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi pada dasarnya berada pada dua hal,
yakni sufi dan fikih realitas. la dikenal sebagai seorang yang sufi, tetapi tetap
mengedepankan syariat, dan dari pemahaman syariah inilah yang kemudian
mengarahkan sosoknya terhadap sikap yang tanggap terhadap permasalahan
sosial. Sebagai seorang Yyang mempunyai karakter peduli terhadap
permasalahan sosial, hal itu membawanya menjadi pemerhati diberbagai
bidang keilmuan, yang membuahkan banyak karya mengenai kajian fikih yang
sesuai dengan perkembangan peradaban Islam. Yusuf al-Qaradawi Secara

langsung atau tidak langsung mempengaruhi jutaan umat Islam, khususnya

3 Ishom Talimah, Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradawi, alih bahasa oleh Samson
Rahman (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2014), 5.
4 Ishom Talimah, Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradawi, 157.
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pada “Islam Sunni” dengan pandangan yurisprudensinya mengenai berbagai
kajian yang ia tuliskan dan menghasilkan sekitar 170 buku. Selain itu
pengaruhnya juga berada di ratusan ceramah di televisi dan internet.

Yusuf al-Qaradawi menulis dan berbicara tentang politik, negara,
sekularisme, tujuan syariah, hukum syariah, globalisasi, “Barat”, jihad,
budaya, pendidikan, ekonomi, lingkungan, etika, perempuan, keluarga, dan
manusia dalam Islam. Salah satu buku pertamanya yang paling penting adalah
Figh az-Zakar (Fikih Zakat), diterbitkan dalam dua jilid pada tahun 1973,
yang merupakan tesis doktoralnya dari al-Azhar, dan ini merupakan referensi
penting dalam literatur yang sekarang disebut “ekonomi Islam”. Hal itu
merupakan langkah dan tanda awal dari pengetahuan dan reputasi ilmiahnya.

Namun, selama tahun 1970-an dan 1980-an, ketika masih di bawah
pengaruh Ikhwanul Muslimin, ia menentang tulisan-tulisan radikal Sayyid
Qutb (yang digantung pada tahun 1966 oleh rezim Nasser). la mengutuk
radikalisasi pemikirannya dan pengaruhnya terhadap sayap kekerasan gerakan
Islam yang bertindak bertentangan dengan keinginan dan tatanan komunitas
yang lebih luas serta kepentingannya yang lebih luas, hal ini dia lakukan
dalam perkuliahan dan juga ditulis dalam otobiografinya . Pada saat yang
sama, ia tetap mengagumi keterampilan sastra Qutb dan penafsiran Al-Qur’an
serta bukunya mengenai keadilan sosial dalam Islam. Selain itu ia juga banyak
mengeluarkan kritik pada kelompok salafi ultra-ortodoks, Al-Qaeda (1990-
2000), ISIS (2014), sehingga ia menulis dua volume tentang jihad pada tahun
2009, untuk mengontekstualisasikan praktik tersebut dalam Islam.”™

Gerakan penentangan Yusuf al-Qaradawi terhadap radikalisasi
menjadikan beliau dikenal sebagai tokoh kebangkitan Islam dan mazhab
moderat (wasatiyyah). Hal ini juga disebabkan karena ia tidak memihak kaum
sosialis atau liberal khususnya dunia Arab selama Perang Dingin dan

polarisasi yang menandai masyarakat dan kaum intelektual pada saat itu.

> Muhammed Hashas, ‘Religion, Politics, and the Challenge of Reforms: The Case
of Yusuf al-Qaradawi’, Reset Dialogues, 2022, p. 1 <https://www-resetdoc-
org.translate.goog/story/al-qaradawi/?_x_tr_sl=en& x_tr_tl=id& x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc>
[Diakses Pada 07 Juli 2024].



32

Meskipun ia masih memperjuangkan Islam sebagai agama masa depan, dan
pemegang jawaban atas kegelisahan masyarakat, ia tidak condong ke arah
sosialisme, seperti tokoh Marxis yang menjadi Islamis Mohammed 'Amara (
1931-2020), dia tetap dekat dengan tokoh moderat konservatif Muhammad al-
Ghazali (1917-1996), seorang sarjana Azhari berpengaruh lainnya, senior
sekaligus gurunya.

Yusuf al-Qaradawi juga sempat memimpin salat jenazah pendiri Islam
politik Pakistan, Abu al-Ala al-Maududi di Lahore pada tahun 1979.
Pengaruhnya di benua Sub-India dikarenakan ia dianggap sebagai murid kaum
reformis, yaitu aliran yang dirintis oleh Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897),
Muhammad Abduh (1849-1905), Rasyid Ridha (1865-1935). Yusuf al-
Qaradawi dipandang telah membawahi sejumlah ulama yang belajar di al-
Azhar dan di Qatar dan beberapa dari mereka adalah murid-muridnya di
Qatar, dan mereka menerjemahkan beberapa buku-buku utama dan fatwa-
fatwanya ke dalam bahasa Urdu, atau bahasa daerah lain. Hal yang sama juga
berlaku di wilayah lain di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia,
Filipina, dan lain-lain, dimana beliau mempunyai murid dan pengikut.”®

Meskipun Yusuf al-Qaradawi banyak berperan dalam ranah sosial dan
politik, tetap saja yang paling utama ia lebih dikenal sebagai seorang ahli fikih
yang perhatian utamanya pada warisan hukum Islam. Misalnya, ia banyak
memberikan pendapatnya mengenai kajian ekonomi dan perbankan dari sudut
pandang fikih muamalah. Beliau sangat menyayangkan banyaknya sistem
perekonomian di negara yang mayoritas penduduknya muslim, mengambil
sistem dari peradaban barat. Sistem yang mereka gunakan adalah sistem
kapitalisme yang berasaskan pada falsafah kebendaan, bukan falsafah dan
pandangan hidup menurut syariat Islam. Sehingga kita mendapati bahwa
praktek riba sudah meracuni setiap aktivitas kehidupan masyarakat muslim,
sistem ini mengalir bagaikan mengalirnya darah dalam urat-urat nadi sehingga

manusia hampir tidak dapat hidup tanpanya. Selain itu, muamalah yang penuh

6 Muhammed Hashas, ‘Religion, Politics, and the Challenge of Reforms: The Case
of Yusuf al-Qaradawi’, Reset Dialogues, 2022.
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dengan tipu daya telah merambat di dalam semua sistem perundang-undangan
mereka, dan sulit untuk dihindari.

Kekeliruan dan kesalahan umat Islam yang paling mendasar ialah
banyak meminta fatwa kepada Islam dalam rangka memecahkan persoalan
yang tidak ditimbulkan oleh Islam. Umat Islam menginginkan Islam
mengobati penyakit yang diambil dari tempat lain, sedangkan kita sendiri
tidak mau mengikuti tuntutan syariat dalam memelihara diri dari penyakit-
penyakit tersebut. Banyak perbankan di kawasan umat Islam yang telah
mengimpor undang-undang kapitalisme yang mengandung sistem riba yahudi,
sehingga Yusuf al-Qaradawi selalu menganjurkan untuk meninggalkan
perbankan konvensional dan banyak mendirikan perbankan syariah.”

. Karya-Karya Yusuf al-Qaradawi
Berikut ini merupakan beberapa karya-karya Yusuf al-Qaradawi yaitu sebagai
berikut:
Figh az-Zakat (1973)
Musykilat al-Fagr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam (1998)
Bai" al-Murabahah Ii al-‘Amir wa asy-Syira' (1996)
Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram (1994)
Daur al-Qiyam wa al-Ahklaq 17 al-Igtisad al-Islami (1995)
Daur al-Zakah fi llaj al-Musykilat al-Igtisadiyah (1926)
Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (1997)
Fatawa Mu’asirah (1990)
Taisir al-Figh: Figh Siyam (2008)
. Al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah (1996)
. Madkhal Li Dirasat asy-Syari’ah al-Islamiyyah (2005)
. Taisir al-Figh Ii al-Muslim al-Muasir (2008)
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. Al-Fatwa baina al-Indibat wa at-Tasayyub (1988)
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. Awamil as-Sa’ah wa al-Murunah i asy-Syari'ah al-Islamiyyah (1992)
. Al-Figh al-Islami baina al-Asalah wa at-Tajdid (1999)
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" Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 619.
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16. Al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Indibat wa al-Infirat (1998)
17. Ad-Dawabit asy-Syar’iyyah Ii Binaa al-Masajid (1999)
18. Al-Gina' wa al-Musiqa i Dau'il wa as-Sunnah (1996)
19. As-Sabru wa al-'lImu 11 Al-Qur’an al-Karim (1989)
20. 'Aglu wa al-'Imu 1T Al-Qur’an al-Karim (1996)
21. Kaifa Nata'amal Ma’a Al-Qur’an al-'Azim (1999)
22. Al-Iman wa al-Hayat (2007)
23. Mauqif al-Islam al’Aqgdi min Kufi al-Yahud wa an-Nasara (1999)
24. Al-Iman bi al-Qadar (1993)
25. Hagqiqgat at-Tauhid (1989)
. Latar Belakang Keluarga Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin lahir di kabupaten Bogor pada tanggal 21 Oktober
1951. Beliau terlahir dari kedua Orang tuanya yang bernama alm. Mamad
Ma’turidy dan Neneng Nafsiah. Didin Hafidhuddin ialah putra ketiga dari
sepuluh bersaudara, yang secara nasab masih mempunyai aliran darah
pesantren, karena beliau merupakan putra dari keturunan keluarga pondok
Pesantren Gunung Puyuh dan Cantayan. Didin Hafidhuddin besar dan tumbuh
di lingkungan keluarga yang taat pada agama, karena keluarga dan kedua
orang tuanya merupakan sosok pengasuh pondok pesantren dilingkungannya.
Oleh sebab itu lingkungan yang didiami sangat berpengaruh terhadap
keilmuan dan karakternya yang agamis dan selalu produktif dalam
memperjuangkan syariat Islam.”®

Ketika masih belum dewasa Didin Hafidhuddin sangat menekuni
perihal problematika keagamaan terutama mengenai kajian sosial keagamaan
seperti zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, beliau juga sangat mendapatkan
apresiasi dan dukungan dari lingkungan, keluarga, dan kedua orang tuanya,
karena masih mempunyai tujuan yang sama yaitu memperjuangkan keilmuan
Islam. Pada tahun 1976, Didin Hafidhuddin bertemu dengan seseorang
bernama Nining Suningsih yang pada akhirnya menjadi istrinya. Kini beliau
sudah mempunyai lima orang anak, yang diberi nama Irfan Syauqi Beik,

8 Hafidhuddin, Islam Aplikatif.
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Hilman Hakiem, Muhammad Imaduddin, Fitriyyah Shalihati dan Qurrah
A’yuniyyah.”
. Riwayat Pendidikan dan Karier Didin Hafidhuddin
Meskipun pendidikan yang ditempuh secara formal berada di sekolah
umum, namun beliau tidak pernah terlepas dari keberadaan lingkungan
pesantren. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren
Salafi selama kurang lebih 2 tahun, yaitu di Pondok Pesantren ad-Dakwah,
Cibadak, dan Pondok Pesantren Miftahul Huda di Cisaat. Selain itu, beliau
juga pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Bobojong dan
Pondok Pesantren Cijambe di Cigunung, Sukabumi. Setelah itu Didin
Hafidhuddin melanjutkan studinya di berbagai perguruan tinggi, hingga
meraih gelar doctor, dan profesor. Berikut ini merupakan pendidikan tingkat
tinggi, beserta perguruan yang pernah menjadi tempat meraih keilmuan beliau,
yaitu sebagai berikut :°
1. Strata 1 (S1), di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Jakarta (UIN), lulus
tahun 1977.

2. Pascasarjana (S2), Jurusan Komunikasi pada Institut Pertanian Bogor
(IPB), lulus tahun 1989.

3. Diploma Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi lulus
tahun 1994.

4. Program Doktoral (S3), Ph.D. Zakat di Universitas Islam Negeri (UIN)
Jakarta, lulus tahun 2002.

Dalam hal wawasan keagamaan Didin Hafidhuddin sangat dipengaruhi
oleh perjalanan menuntut ilmu baik di pesantren maupun Pendidikan
kelslaman di perguruan tinggi. Beliau mempunyai rasa kepedulian yang begitu
tinggi terhadap dunia pesantren maupun perguruan tinggi. Kini beliau menjadi

pimpinan Pondok Pesantren Ulil Albab, yakni lembaga pendidikan kelslaman

Abdul Gani Syafii, ‘Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat
Perusahaan’ (UIN Antasari, 2018), 68.

8 PPSUIKA, ‘Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor: Prof. Dr. KH.
Didin Hafidhuddin, MS.’, Ppsuika.Ac.ld, 2012, p. 1
<https://www.ppsuika.ac.id/2012/02/26/prof-dr-kh-didin-hafidhuddinms/> Diakses Pada 28
Februari 2024.
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untuk para mahasiswa. Asal muasal Pondok Pesantren ini terbentuk adalah
berkat adanya gagasan dari Muhammad Natsir dan AM Saefuddin. Sekarang
Didin Hafidhuddin mempunyai banyak Amanah di antaranya dalam bidang
sosial-ekonomi, dan kemasyarakatan ia mempunyai kurang lebih 24 jabatan.
Selain itu, kurang lebih 25 karya tulis atau bukunya telah berhasil terbit dan
terjual bebas di pasaran. Di bidang akademis ia memiliki segudang prestasi
seperti pernah menjadi sarjana muda terbaik IAIN Jakarta pada tahun 1977,
lulusan Magister Sains terbaik IPB pada tahun 1987, dan lulusan Doktor
terbaik UIN Syarif Hidayatullahdi tahun 2001.8

Berbagai penghargaan ternama sudah pernah beliau capai, seperti pada
tahun 2014, Didin Hafidhuddin mendapat predikat sebagai Ulama Pembukuan
Islam. Pencapaian tersebut dianugerahkan kepada beliau karena telah berperan
pada kajian kelslaman melalui coretan penanya dalam ranah ekonomi syariah.
Selain itu beliau juga berkecimpung dalam memaksimalkan distribusi harta
umat Islam agar dapat sampai kepada orang yang lebih -membutuhkan.
Penghargaan yang berbeda pernah ia raih pada tahun 2015, yaitu dengan
meraih pencapaian Bintang Jasa Utama dari Presiden Indonesia. Bintang Jasa
Utama merupakan penghargaan bintang yang paling bergengsi, dari seorang
Presiden untuk seorang ulama yang mempunyai jasa yang tinggi dalam perihal
keilmuan atau peristiwa tertentu. Hal tersebut sejalan dengan yang terdapat
pada UU No 20/2009 mengenai Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Kemudian Didin Hafidhuddin juga seringkali meraih penghargaan dari Baznas
Award, salah satunya pada BAZNAS Award 2020, sebagai ulama pendukung
kebangkitan zakat bersama Ma’ruf Amin, dan Abdul Somad Batubara.??

Pada dunia Akademik beliau berperan aktif sebagai dosen di banyak
perguruan tinggi, yaitu di IPB, dosen Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah,

Direktur Pascasarjana di (UIKA) Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Universitas

8Abdul Gani Syafii, ‘Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat
Perusahaan’, 70.

8Humas BAZNAS, ‘Sejumlah OPZ Raih BAZNAS Award 2020°, Baznas.Go.ld,
2020, p. 1
<https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Sejumlah_OPZ_Raih_BAZNAS_Award_2020/674>
Diakses pada 6 Maret 2024.
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Djuanda Bogor, serta Pemimpin Pondok Pesantren Mahasiswa dan Sarjana
(PPMS) Ulil Albaab Bogor. Didin Hafidhuddin juga pernah berperan sebagai
pimpinan Shariah Economic and Banking Institute (SEBI) di IPB. Sejak tahun
1980 hingga Kini, beliau mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam,
dan menjadi dosen pengajar pada bidang Tafsir di Fakultas Agama Islam,
UIKA Bogor, dan dosen di Fakultas Studi Islam Universitas Djuanda Bogor.
Selain itu, beliau merupakan dosen Fikih Muamalah di Pascasarjana UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, instruktur Fikih Zakat di Institut Manajemen
Zakat (IMZ), serta sebagai instruktur di bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat,
Yayasan Kalimah Thayyibah, Bogor.®

Beliau juga pernah menjabat beberapa posisi seperti Pimpinan Dewan
Syariah Dompet Dhuafa Republika, Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS), Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat,
Anggota Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Dewan
Syariah Bank Syariah- BUKOPIN, Bank Syariah IFI, Bank Syariah Amanah
Umah Bogor, Anggota Dewan Syariah Syarikat Takaful Indonesia (STI),
Dewan Syari’ah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Dewan Pakar
Masyarakat Ekonomi Syari’ah (MES), dan Dewan Pleno Forum Zakat
(FOZ).84

Beliau juga pernah berperan sebagai Rektor Universitas Ibnu Khaldun
(UIKA) pada tahun 1987-1991. la juga berkedudukan sebagai ketua Majelis
pimpinan Badan Kerja sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), anggota
pimpinan pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Dalam
kepengurusan BAZNAS Didin Hafidhuddin telah menjabat sebanyak dua kali
sebagai Ketua Umum BAZNAS. Kini pada masa bakti 2022-2026, beliau
kembali dilantik menjadi direktur Pascasarjana UIKA Bogor.%

8 Didin Hafidhuddin, Mutiara Dakwah: Mengubah Konsep Islam Tentang IImu,
Harta, Zakat, & Ekonomi Syariah (Jakarta: Albi Publishing, 2006), 332.

8 Didin Hafidhuddin and Hendri Tanjung, Shariah Principles On Management In
Practice (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 232-233.

8 Akademik UIKA, ‘Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin Dilantik Kembali Sebagai
Direktur  Sekolah  Pascasarjana’, Uika-Bogor.Ac.ld, 2022, p. 1 <https://uika-
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G. Pandangan Serta Pengaruh Sosial, Politik, dan Ekonomi Didin

Hafidhuddin

Selain sebagai cendekiawan muslim, serta lama menjabat di BAZNAS
dan MUI, beliau juga dikenal sebagai seorang politikus. Pada masa reformasi
pada awal tahun 1999 ia sempat maju menjadi calon presiden yang ke-4 yang
diusung oleh Partai Keadilan (PK) yang berganti nama menjadi Partai
Keadilan Sosial (PKS). Didin Hafidhuddin merupakan presiden pertama yang
diusung oleh PK di pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 1999 dengan
perolehan suara 1.436.565 suara, yaitu sejumlah 1,36% dari total perolehan
suara serta mendapat tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan
tetapi PK tidak dapat memenuhi batas minimal parlemen yaitu sebesar 2%.
Sehingga PK melakukan stembus accord dengan delapan partai politik
berbasis Islam lainnya pada Mei 1999. Oleh karena kegagalan tersebut, PK
resmi mengganti namanya menjadi PKS pada tahun 2003.%¢

Mengenai politik, Didin Hafidhuddin menilai bahwasannya politik dan
dakwah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya politik
mempunyai kecenderungan dan kepentingan, sehingga akan berdampak
melahirkan politik yang tidak sehat. la berpendapat bahwa politik yang
dipakai untuk perihal dakwah, ialah politik dakwah itu sendiri, bukan politik
yang dipakai semata-mata untuk meraih kekuasaan. la juga selalu menekankan
agar umat Islam dapat memahami politik, sehingga politik dapat menegakan
tauhid, kejujuran, kemanusiaan, serta keadilan bagi penegakan hukum, sesuai
dengan tuntunan syaariat. Menurutnya politik harus bertujuan untuk
menegakan keadilan, hal itu dikarenakan hukum tidak dapat ditegakkan tanpa

adanya kekuatan politik yang akan melahirkan landasan kebijakan yang adil .8’

bogor.ac.id/berita/prof-dr-k-h-didin-hafidhuddin-m-s-dilantik-kembali-sebagai-direktur-
sekolah-pascasarjana> [Diakses Pada 29 Februari 2024].

8Tirto, ‘Profil Didin Hafidhuddin’, Tirto.ld <https:/tirto.id/tokoh/didin-hafidhuddin-
tU> [Diakses Pada 10 Juli 2024].

87 Adhila, ‘Kiai Didin: Umat Islam Harus Ngerti Politik’, Suara Islam.Id, 2023
<https://suaraislam.id/kiai-didin-umat-islam-harus-ngerti-politik/> [Diakses Pada 10 Juli
2024].
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Pandangan politik menurut Didin Hafidhuddin tersebut telah
diterapkan olehnya ketika berkecimpung di PKS. la selalu menekankan bahwa
kepengurusan PKS harus lebih mengutamakan nilai dakwah ketimbang
perkara politik. Hal itu ia lakukan demi mengembalikan citra positif terhadap
PKS yang sempat terpuruk akibat banyaknya kader yang terjerat kasus
korupsi, seperti kasus pada presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang terjerat
kasus impor daging sapi. Selain itu kader PKS Gatot Pudjo Nugroho
tersandung kasus suap hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Oleh
karenanya ia selalu memegang pendapatnya bahwa PKS merupakan partai
dakwah yang harus mengedepankan nilai-nilai dakwah ketimbang syahwat
politik agar dapat menghadapi segala tantangan yang akan dihadapi.®

Meskipun Didin Hafidhuddin dikenal sebagai politikus pada masanya,
ia juga tetap dikenal sebagai tokoh sekaligus ulama yang banyak bergerak di
bidang sosial kemasyarakatan dan ekonomi Islam. la banyak menulis karya-
karya mengenai ZIS (Zakat Infak dan Sedekah), dan ikut andil secara
langsung di- BAZNAS dan MUI. la pernah mengadakan konsultasi ZIS di
harian umum “Replubika” pada tahun 1996-1998, dalam kapasitasnya sebagai
Dewan Syari’ah Dompet Dhu’afa Replubika. Dari konsultasi tersebut lahirlah
karya “Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah” yang banyak
membahas mengenai tanya jawab di Z1S.5°

Sementara itu mengenai ekonomi, Didin Hafidhuddin mengakui
bahwa sistem ekonomi ribawi yang ditandai dengan bunga tidak mampu
membuat perekonomian kerakyatan membaik, baik dari sisi mikro maupun
makro. Utang pemerintah maupun swasta ke luar negeri semakin meningkat,
begitu juga dengan bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Adanya
ketidakpastian suku bunga dan semakin terpuruknya nilai rupiah yang

membuat rakyat kecil semakin menderita. Oleh Kkarenanya ia selalu

8 Joko Panji Sasongko and Abi Sarwanto, ‘Pendiri Minta PKS Utamakan Dakwah
Ketimbang Politik’, CNN Indonesia, p. 1
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150811151055-32-71413/pendiri-minta-pks-
utamakan-dakwah-ketimbang-politik> [Diakses Pada 10 Juli 2024].

8 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, 7-8.
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menyemarakan untuk mengedepankan ekonomi Islam melalui perbankan
syariah yang tidak terdapat bunga di dalamnya. Menurutnya bank syariah
mempunyai daya yang lebih tangguh dan tidak mudah terpengaruh
permasalahan moneter, sehingga sangat jarang terjadi pengalihan dari bank
syariah menjadi bank konvensional. Akan tetapi Didin Hafidhuddin
berpendapat bahwa perbankan syariah masih mempunyai banyak tantangan ke
depannya seperti perlunya SDM yang kompeten dalam memahami ilmu
perbankan, dan perlunya sosialisasi dan support yang lebih besar dari

masyarakat dan pemerintah.%

. Karya-Karya Didin Hafidhuddin

Karya-karya Didin Hafidhuddin dalam bentuk tulisan yang sudah dibukukan
antara lain:%

1. Zakat Dalam Perekonomian Modern (2002)

2. Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (1998)

Manajemen Syari’ah dalam Praktek (2003)

Islam Aplikatif (2003)

Solusi Islam Atas Problematika Umat (1998)

Refleksi Tiga Kyai (2004)

Sederhana Itu Indah(2002)

Dakwah Aktual (1998)

Membentuk Pribadi Qur’ani (2002)

10. Tafsir al-Hijri, Kajian Tafsir Al-Qur’an Surat al-Maidah (2001)

11. Hukum Zakat (terjemah kitab Figh az-Zakat, Yusuf al-Qaradawi) (1999)

© 0 gCURCIREE

12. Pengantar Manajemen Syariah (2019)

13. The Power of Zakat-Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara
(2008).

14. Agar Harta Berkah & Bertambah (2007)

% Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, 94.
% Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Shariah Principles On Management In
Practice, 233-234.



BAB IV
KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN
DIDIN HAFIDHUDDIN MENGENAI HUKUM ZAKAT
PROFESI DARI GAJI PEGAWAI BANK KONVENSIONAL

A. Analisis Hukum Zakat Profesi Dari Gaji Pegawai Bank Konvensional
dari Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin

Zakat merupakan perihal yang sudah lama terdapat dalam kajian
kelslaman, bahkan zakat sudah ditetapkan sebelum masa Nabi Muhammad
saw. Zakat sudah menjadi hukum yang ditetapkan sejak masa Nabi lbrahim,
Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, dan Nabi Isa.®” Dasar kajian zakat pada
masa kenabian tersebut adalah sebuah nasehat untuk membantu masyarakat
yang fakir, miskin, dan sanak saudara yang hanya menghendaki keridaan
Allah Swt.. Namun, di era tersebut zakat belum ditetapkan sebagai
kewajiban,®® syariat kewajiban zakat ditetapkan pada zaman Rasulullah saw.,
tepatnya di tahun ke sembilan Hijriah. Meski demikian terdapat juga pendapat
yang meyakini, bahwa kewajiban zakat ada sebelum tahun tersebut.®*

Kata zakat sendiri dalam Al-Qur’an telah disampaikan sejumlah 72
kali, secara ma rifah disebutkan sejumlah 30 kali, yaitu 8 kali terdapat dalam
surat makiyah, dan selebihnya terdapat pada surat madaniyah.%® Kata zakat
dalam Al-Qur’an disebutkan dalam berbagai bentuk atau struktur kalimat,
seperti fi'il madi, mudari’, serta masdar, yang beberapa diantaranya
disebutkan dalam kata sadagah, sehingga zakat dapat bermakna sedekah yang
diwajibkan. Adapun berbagai literatur lain juga menyebutkan bahwa zakat

ialah sedekah, dan begitu juga bermakna sebaliknya.®

% Lihat Q.S. Al-Anbiya’ (21): 73, Q.S. Maryam (19): 31, 54-55.

% Mengenai ayat-ayat zakat yang turun di Makkah, zakat belum ditetapkan nisab dan
kadarnya, sehingga diserahkan karena iman, dan hati nurani. Menurut para ahli tafsir, zakat
yang dimaksud adalah zakat kekayaan yang meskipun ayatnya turun di Makkah, tetapi
diwajibkan di Madinah, pada tahun 2 H. Lihat Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 61.

% Fakhruddin, Figh & Manajemen Zakat Di Indonesia (Malang: UIN-Maliki Malang
Press, 2008), 6.

% Fakhruddin, Figh & Manajemen Zakat Di Indonesia, 18.

% al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah (Kuwait: Dar Ibnu Qutaibah, 1989), 180.
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Menurut Yusuf al-Qaradawi beberapa kata zakat dalam Al-Qur’an
disebutkan bersama dengan kewajiban salat.®’ Sehingga oleh para ulama,
zakat termasuk dalam rukun islam, yang dinilai sebagai salah satu ibadah yang
paling utama. Zakat merupakan ibadah maliyah ijtima’iyyah yang
berkedudukan sangat sentral baik dari sisi kajian syariat, maupun sebagai
ujung tombak pembangunan kesejahteraan umat Islam. Kedudukan zakat juga
bermakna sebagai tolok ukur ketaatan seorang muslim terhadap syariat. °

Kemudian dalam pembagiannya, para ulama membagi zakat menjadi
dua yaitu zakat fitrah dan mal. Mengenai kajian zakat mal, para ulama dalam
ketentuan fikih secara umum membagi zakat mal menjadi empat bagian, yaitu;
zakat emas dan perak (uang), pertanian, hewan ternak, dan perdagangan.®®
Namun, terdapat satu zakat yang sudah jarang ditemukan, yaitu pada harta
rikaz. Selain rikaz, ada beberapa jenis harta masih diperselisihkan seperti
misalnya emas dan perak yang dijadikan perhiasan.’®® Adapun dalam
pembahasan ini- menurut mazhab Syafii, sebagaimana dikutip oleh Didin
Hafidhuddin, membedakan antara harta rikaz dan barang tambang. Barang
tambang merupakan harta yang berasal dari suatu tempat serta hanya berkaitan
dengan emas dan perak, dan jika ditemukan selain keduanya, maka tidak
dikenakan zakat. Mazhab Syafii menyamakan zakat pada tambang dengan
zakat pertanian, yaitu tanpa ada syarat setahun (haul). Hal itu dikarenakan
harta tambang telah berkembang dengan sendirinya. Sedangkan rikaz menurut
mereka merupakan sebuah harta yang terpendam lama sejak zaman jahiliah,
dan apabila telah mencapai nisab, maka dikenakan zakatnya sebesar 20% bagi
seorang muzaki.'%

Hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama
mengenai sumber-sumber harta untuk zakat mal. Beberapa ulama ada yang

mewajibkan zakat hanya pada sumber harta yang terdapat dan dicontohkan

9 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 42.

98 Yusuf al-Qaradawi, al-Ibadah F7 al-Islam (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 248.

9 Supani, Zakat Di Indonesia Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan, 78.

100 Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), 70.

101 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 49.
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pada zaman Rasulullah. Namun dalam perkembanganya terdapat zakat yang

bersumber dari harta yang tidak sesuai dengan ketentuan fikih secara umum.

Akibat dari perkembangan ekonomi yang ada, melalui pendekatan ijmali

terhadap Al-Qur’an, berbagai jenis harta yang tidak ada pada zaman

Rasulullah saw., menjadi berharga dan wajib dikeluarkan zakatnya. Beberapa

sumber zakat dalam perekonomian modern memang tidak terdapat secara

khusus dalam Al-Qur’an dan hadis, sehingga para ulama menggunakan
metode giyas sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukumnya.

Adapun sumber zakat dalam perekonomian kontemporer mempunyai beberapa

kriteria yaitu sebagai berikut:%?

1. Zakat tersebut merupakan zakat yang terbilang baru, dan belum melalui
pengkajian secara khusus dan rinci dalam kitab-kitab fikih, terutama kitab
fikih klasik.

2. Sumber harta dari zakat tersebut merupakan sumber yang potensial dan
sedang berkembang di seluruh dunia seperti-zakat saham , obligasi,
investasi pada properti, dan profesi.

3. Kebanyakan kewajiban pembayaran zakat hanya fokus pada individu atau
perorangan, sementara pada perusahaan atau badan hukum yang
melakukan perniagaan tidak termasuk dalam sumber harta zakat tersebut.
Sehingga sumber zakat sudah seharusnya tidak hanya dikaji dari sisi
muzaki saja, tetapi dari sisi sumber hartanya. Seperti halnya pada
perusahaan atau badan hukum sudah selayaknya untuk dikaji mengenai
adanya zakat perusahaan.

4. Sumber zakat perekonomian kontemporer tersebut merupakan sumber
yang memiliki nilai dan berkembang secara signifikan sepanjang zaman.
Selain itu sumber tersebut mendapat kajian khusus serta diperhatikan
ketetapan hukum zakatnya, seperti pada perniagaan burung walet, bunga
anggrek, ikan hias, dan usaha sejenisnya. Sama halnya pada sumber zakat
sektor rumah tangga pada masyarakat tertentu yang hidupnya

berkecukupan atau bahkan berlebihan, dengan gambaran kehidupannya

102 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 91-92.
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yang mewah baik dari segi gaya hidup maupun kepemilikan harta
bendanya.

Adapun dalam berbagai sumber harta dalam perekonomian modern
seperti pada harta pertanian, industri, dan jasa, mempunyai kaitan dengan
berbagai aktifitas zakat. Sehingga dalam hal ini terdapat klasifikasi pada harta
yang bersifat flows dan stocks. Flows bermakna bahwa harta tersebut
didapatkan dengan landasan tempo waktu, baik dalam hitungan jam, hari,
bulan, maupun tahun, sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Sementara
stocks merupakan networth, atau pendapatan kotor yang telah dikurangi
kebutuhan pokok, dan akan dikenakan zakat jika telah mencapai nisab setiap
tahunnya. Sehingga berkaitan dengan beberapa kriteria tersebut, terdapat
beberapa zakat yang relevan, seperti pada zakat saham, investasi properti,
perusahaan, zakat tanaman anggrek, dan zakat profesi.'%

Sehingga mengenai besaran kepemilikan harta bagi seseorang yang
telah dianggap kaya, menurut Abdul Wahab Kbhalaf yaitu ia mempunyai
sebesar 12 Junaih emas dalam ukuran mesir kuno.** Ukuran tersebut menjadi
pedoman bagi seseorang untuk membayar zakatnya, sekaligus sebagai patokan
yang jelas, untuk membedakan orang kaya dan kurang mampu. Mazhab
Hanafi menjabarkan bahwa zakat ditunaikan di awal dan akhir tahun saja,
tidak pada pertengahan tahun, tentu jika sudah mencapai nisab. Hal tersebut
dikarenakan sesorang pekerja profesi kebanyakan dapat mencapai nisabnya
pada akhir tahun.1%

Adanya pemberlakuan zakat terhadap orang kaya bukanlah tanpa
sebab. Salah satu urgensi dan manfaat dari zakat ialah sebagai upaya
pemerataan penghasilan. Didin Hafidhuddin mengutip pendapat Monzer Kahf
bahwa zakat mempunyai kecenderungan sebagai penyaluran harta yang

egaliter, sehingga harta harus selalu beredar, salah satunya melalui zakat

103 Monzer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi
Islam, alih bahasa oleh Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995). Lihat juga
Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 92-93.

104 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 489.

105 Hanani, Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik (Yogyakarta: Trust
Media Publishing, 2017), 60.
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penghasilan atau profesi. Zakat merupakan instrumen yang sangat penting
dalam pendistribusian harta, karena mengikat harta setiap muslim dalam
praktiknya. Secara tegas Allah Swt. melarang harta yang sudah mencapai
nisab hanya berada di tangan orang kaya saja, 1%

Q.S. al-Hasyr ayat 7.1

seperti yang terdapat dalam

Adapun mengenai zakat profesi, dalam literatur kajian fikih, biasa
disebut dengan istilah a/-mal al-mustafad yang maknanya harta penghasilan
dari seorang yang bekerja. Jika ditelusuri mal mustafad berasal dari hadis nabi

yaitu sebagai berikut:
A Gl 1 J6 u;;lbj\ é\.@ 55 b Bls (st B &% s
u‘L’”‘MJ JU JU‘J""’J"J““"""UP {,.L.u\ .Gj:; /J/J\
X }\Q&Jﬁ&c Kywusu;mw» (;.U»j/f”.i&\

WOGE G b L O 35
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan
kepada kami Harun bin Salih At-Talhi, telah menceritakan kepada
kami-Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar
dia berkata, Rasullullah saw. bersabda: "Barang siapa Yyang
mendapatkan harta kekayaan, maka tidak ada zakat baginya, hingga
sampai batasan waktunya (haul), di sisi tuhannya.” Di dalam bab ini,
dari Sarra' binti Nabhan.

Pemberlakuan zakat profesi tentunya menimbulkan pro dan kontra
dikalangan para ulama fikih. Beberapa ulama yang menolak adanya zakat
profesi yaitu Abdul Aziz bin Baz, Ibnu al-‘Usaimin, Salih al-Munajjid, Sahal
Mahfudh, dan Syekh Kausar al-Abji. Adapun beberapa perspektif mereka
terhadap penolakan zakat yang dipungut dari pekerja profesi yaitu sebagai

berikut:1%°

106 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah & Bertambah, 71.

107 ;iw LB 55 038 055 Y ¢S ..., al-Hasyr (59): 7.

108 Abu Tsa Muhammad at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, |l (Kairo: Dar at-Ta’sil,
2016), 53, Hadis nomor 635, Bab Ma Ja'a La Zakata 'Ala al-Mal al-Mustafad Hatta Yahula
'Alaihi al-Haulu.

109 Abdul Wadud Nafis, ‘Pros And Cons Of Professional Zakat’, 597.
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1. Khulafa ar-Rasyidin dan pemungut zakat telah mendapatkan gaji dari
profesinya, tetapi lalai dalam membayarkan zakat tersebut.

2. Penghasilan dari pekerja profesi belum ada pada zaman Rasulullah saw.,
sehingga tidak ada sejarah yang mendasarinya.

3. Mewajibkan zakat profesi seolah menyamakannya dengan pajak
penghasilan, dan dianggap haram dalam konstitusi Islam.

4. Pemerintah sudah membebankan pajak dan zakat terhadap para pekerja
profesi, sehingga kewajiban zakat profesi hanya akan menambah beban
keuangan saja.

Meski demikian, jumhur ulama berpendapat bahwa zakat profesi
hukumnya diwajibkan. Beberapa ulama tersebut yaitu Muhammad al-Gazali,
Abu Bakar al-Jaza’iri, Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, Syekh Abdul
Wahhab Khallaf, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Didin Hafidhuddin, Yusuf
al-Qaradawi dan banyak ulama lainnya. Yusuf al-Qaradawi mendefinisikan
zakat profesi dengan istilah “Zakat penghasilan pekerjaan dan profesi
bebas”.1*® Pendapat tersebut bermakna bahwa penghasilan menurut Yusuf al-
Qaradawi didapatkan dari dua jenis pekerjaan. Penghasilan pertama diperoleh
dari kecakapan seorang itu sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain.
Penghasilan ini diperoleh dari berbagai profesi seperti seorang dokter, arsitek,
pengacara, seniman, dan sejenisnya. Sementara penghasilan kedua diperoleh
dari bekerja dengan orang lain, baik dengan sebuah perusahaan maupun
pemerintah. Penghasilan didapatkan karena adanya kontrak kerja, sehingga
seorang pegawai tersebut mendapatkan upah atau gaji dari atasannya.

Menurut Imam Ahmad, yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi, bahwa
profesi atau penghasilan dari pekerjaan tidak ditemukan banyak contohnya
dalam kajian fikih. Imam Ahmad hanya menemukan contoh mengenai seorang
yang menyewakan rumahnya, yang kemudian telah mencapai nisab dan wajib
dibayarkan zakatnya tanpa menggunakan haul. Pendapatan dari aktifitas

penyewaan rumah tersebut serupa dengan penghasilan yang didapatkan dari

10 52 M\J JMJs &858, Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 487.
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profesi atau pekerjaan tertentu. Oleh karena itu ketentuanya berlaku sama,
yaitu untuk wajib membayarkan zakatnya setelah nisabnya tercapai. Kasus
tersebut sering terjadi di masa lampau, dimana seorang pekerja seringkali
pendapatannya mencapai nisab, sehingga dikenakan zakat. Bahkan jika
pendapatanya belum cukup nisab pada suatu waktu, jika dikumpulkan hingga
akhir tahun hartanya akan mencapai nisabnya. Sehingga perlu adanya
ketentuan setahun, dan kewajiban membayar zakatnya tetap berlaku bagi
seseorang itu.!

Adapun pada masalah ini, Ibnu Mas’ud yang merupakan ulama
sekaligus sahabat nabi yang sangat sering menyuarakan mengenai pentingnya
pendistribusian dalam zakat. Beliau menganggap jika ada orang yang tidak
mau berzakat dengan kekayaan yang ia miliki, maka tidak ada juga salat
baginya.'*? Ibnu Mas’ud juga pernah mewajibkan zakat dari penghasilan pada
waktu itu, dengan -memberikan keranjang-keranjang kecil, dan menarik
sebesar dua puluh lima dari seribu.*®

Selain itu Imam Malik juga menyatakan dalam a/-Muwatta’ dari lbnu
Syihab bahwasanya Mu’awiyah bin Abi Sufyan merupakan khalifah pertama
yang mengenakan zakat penghasilan. Mu’awiyah mengenakan zakat sesuai
dengan nisab dan kadar dalam Islam, hal tersebut dikarenakan pada masa itu
terdapat banyak sahabat yang terhormat, sehingga Mu’awiyah tidak akan
dapat melanggar hadis atau ijmak. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Ibnu
Mas’ud dan Mu’awiyah merupakan ulama yang ikut memopulerkan zakat
profesi pada masa itu, dan mereka benar-benar telah memotong gaji para
tentara dan pegawai lainnya.**

Selain pendapat dari para ulama dan sahabat di atas, Didin

Hafidhuddin mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili, mengenai kewajiban

1 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 489.

112 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah & Bertambah, 69.

113 Diriwayatkan oleh Hubairah dan Abu 'Ubaid. Ibnu Abi Syaibah dan at-Tabrani
juga meriwayatkan demikian dalam kitab a/-Musannif jilid 3:114, dan Mujma’ az-Zawaid
jilid 3:68. Pemotongan tersebut serupa dengan pajak penghasilan pada masa kini. Lihat pada
al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 500-501.

114 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 502.
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zakat profesi yang diperolen dari dokter, arsitek, pengacara, dan usaha
berpenghasilan lainnya. Selain itu ia juga menyebutkan penghasilan yang
diperoleh secara tetap setiap bulannya, seperti pegawai negeri maupun swasta.
Penghasilan seperti itu yang ia sebut dengan istilah al-mal al-mustafad, dan
wajib ditunaikan bila telah mencapai nisab.'*®

Namun dalam hal ini perlu beberapa hal yang harus diperhatikan,
selain keberlakuan zakat profesi bagi harta dari profesi dan kegiatan non
dagang lainnya. Misalnya jika seseorang telah membayarkan zakatnya dari
pertanian sebesar 10% atau 5% tanpa haul, atau jika ada seseorang yang telah
menunaikan zakatnya dari penjualan produksi ternak tanpa menunggu setahun,
maka jika seseorang itu mempunyai kekayaan lain dari penghasilan atau
profesi, kekayaan tersebut tidak wajib dibayarkan saat itu juga. Hal tersebut
bertujuan agar tidak ada tumpang tindih atau double dalam pembayaran
zakat. 116

Sehingga apa yang dimaksud dengan a/-mal -al-mustafad disini
merupakan jenis kekayaan yang berkembang, dan diperoleh dari harta yang
khusus, bukan sebuah turunan dari kekayaan lainnya. Maka dalam hal ini,
Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin sepaham, bahwa kekayaan yang
bersumber dari upah pegawai maupun dari profesi khusus seperti dokter dan
pengacara, merupakan harta penghasilan yang wajib dikenakan zakatnya
secara khusus. Kewajiban zakat profesi mulai populer semenjak adanya
putusan di Muktamar Internasional pertama mengenai zakat di kuwait pada 30
April 1984. Di Indonesia, zakat profesi juga termasuk ke dalam zakat mal‘!’

yang diwajibkan, yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23

115 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 11 (Beirut: Dar al-Fikr,
1985), 795. Lihat juga pada Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 93.
116 Hanani, Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik, 61, Yusuf al-

Qaradawi memberi istilah dengan kalimat "z133;¥\"  yang bermakna "tumpang tindih" seperti

dalam permasalahan perpajakan, Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 491.

117 Dalam Pasal 4 ayat 2 diterangkan bahwa yang termasuk dalam zakat mal ialah:
zakat emas, perak, dan logam lainnya; uang, saham; perdagangan; pertanian, perkebunan;
peternakan, perikanan; pertambangan; perindustrian; penghasilan serta jasa; dan rikaz.
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
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Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Zakat profesi juga telah diwajibkan
melalui adanya Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 mengenai Zakat Penghasilan.!®

Adapun waktu pengeluaran zakat dalam Fatwa MUI tersebut,
mewajibkan atas orang yang berprofesi untuk membayar jika sudah mencapai
nisab sebesar 85 gram emas dalam setahun. Namun masih terdapat
pengecualian, yaitu jika seorang pegawai tersebut mencapai nisab sebelum
setahun, zakatnya dapat dibayarkan saat itu juga. Mengenai adanya haul dalam
zakat profesi Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa terdapat sisi lemah dalam
ketentuan setahun dalam beberapa hadis, ketentuan haul atau setahun terdapat
dalam beberapa hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh empat sahabat, yaitu
Ali, Ibnu Umar, Anas, dan Aisyah r.a. Namun beberapa hadis tersebut lemah,
sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai pedoman suatu hukum.!®

Misalnya mengenai hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu
Majah, Daraqutni, dan Ugaili, yang menyatakan bahwa terdapat Harisa bin
Muhammad, yaitu Ibnu Abi Rijal yang daif.!?® Namun Ibnu Qayyim berfatwa
bahwa hadis - mengenai adanya haul dalam zakat adalah sahih.-Muhammad bin
Ubaidillah-menyatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh-Abu Zaid Syuja’
bin Walid, dari Harisa bin Muhammad dari Umrah kemudian Aisyah berkata,
“Aku mendengar bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada zakat pada

suatu kekayaan sampai adanya haul (lewat setahun).”?!

118 Dalam Fatwa ini dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan "Penghasilan" ialah
setiap pendapatan yang diperoleh selayaknya upah, honorarium, dan sejenisnya. Pendapatan
tersebut diperoleh dengan jalan yang baik dari pegawai, karyawan, atau pekerjaan bebas
lainnya, baik diperoleh secara rutin maupun tidak. Majelis Ulama Indonesia. 208-2009.

119 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 492.

120 Hadis daif ialah hadis yang tidak memenuhi persayaratan (sifat) sebagai hadis
yang baik (hasan). Mahmud at-Tahhan, Taisir Mustalah al-Hadis, 11 (Riyad: Maktabah al-
Ma’arif li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2010), 78.

m eyl 03 3 QU o 38 Y ik ey W b1 o @ 055 &3, Abu
Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwaini, Sunan lbnu Majah, 1 (Riyad:
Maktabah al-Ma’arif li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1996), 311, Hadis nomor 1792, Bab Man
Istafada Malan, Kitab az-Zakat, Hadis sahih menurut Muhammad Nasiruddin al-Albani, dan
Abu Dawud. Namun ada pendapat hadis ini sanadnya lemah, karena kelemahan Harisa bin

Muhammad. Lihat juga pada Muhammad al-Amin al-Harari, Syarh Sunan Ibnu Majah, Jilid
10, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 1439), 419. Hadis nomor 1764.
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Yusuf al-Qaradawi mengomentari pendapat Ibnu Qayyim yang
terbilang sulit dipercaya karena telah menilai hadis tersebut sahih dengan
sanadnya. Karena Harisa bin Muhammad yang sebenarnya ialah Abu Rijal,
merupakan perawi hadis dari Amrah yang dinilai lemah oleh Daraqutni dan
Uqaili. Selain itu Zahabi juga pernah berargumen dalam karyanya bahwa
Imam Ahmad dan Ibnu Mu’ayyan menilai hadis tersebut lemah. Imam Nasa’i
juga berpendapat bahwa hadis itu matruk,'> maknanya berdasarkan dari
ijmak perawinya lemah dan cacat, sehingga hadis ini tidak dapat dianggap
sahih.

Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ali, Ibnu Umar, dan Anas
Yusuf al-Qaradawi juga mengutip bahwa hadis tersebut termasuk dalam hadis
yang menjabarkan mengenai kewajiban adanya haul, dan dianggap lemah.
Kemudian dari kalangan sahabat yaitu ITbnu Mas’ud, dan Mu’awiyah, serta
dari tabiin yaitu Umar bin Abdul Aziz, Hasan, dan az-Zuhri meriwayatkan
hadis dari Ibnu Abbas dan menyatakan bahwa zakat dari harta penghasilan
tidak ada kewajiban menunggu setahun (haul). Namun, Yusuf al-Qaradawi
juga berpendapat bahwa terdapat beberapa sahabat yang mewajibkan adanya
haul seperti Abu Bakar as-Siddig, dan Amrah binti Abdurrahman dari
‘Aisyah, meskipun banyak yang menyatakan bahwa hadis tersebut daif karena
sanad dan perawinya yang lemah.

Sementara itu Didin Hafidhuddin juga lebih menekankan pembayaran
zakat profesi tanpa menggunakan haul, dikarenakan zakat tersebut
dianalogikan pada zakat pertanian. Sehingga ketentuan waktu pembayaran
zakat dilakukan pada saat menerima gaji setiap bulannya, atau dapat
mengikuti tradisi (‘urf) dari sebuah negara. Beliau mencontohkan seperti para
dokter yang mempunyai Klinik sendiri, atau seorang penceramah yang

dikenakan zakatnya sebulan sekali.'?3

122 Hadis matruk ialah hadis yang di dalam sanad-sanadnya terdapat seorang perawi
yang diduga berdusta. Mahmud at-Tahhan, 7aisir Mustalah al-Hadis, 11 (Riyad: Maktabah
al-Ma’arif li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2010), 117.

123 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah & Bertambah, 127.
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Pada akhirnya Yusuf al-Qaradawi berusaha menengahi adanya
ketidaksepahaman mengenai syarat haul pada zakat profesi. Salah satu dasar
yang ia kutip yaitu bahwa dalam fikih mazhab Hambali baik dalam kasus
pertambangan atau pertanian, terdapat pengumpulan harta selama setahun. Hal
itu dikarenakan seringkali harta seseorang tersebut, baru bisa mencapai
nisabnya ketika sudah dikumpulkan selama setahun. Atas dasar tersebut Yusuf
al-Qaradawi lebih menguatkan tetap adanya haul dalam pembayaran zakat
profesi, jika gajinya belum mencukupi nisab ketika menerima gajinya.'?*

Adapun perhitungan nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan
menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin juga
mempunyai penekanan yang berbeda. Yusuf al-Qaradawi lebih menekankan
besaran nisab zakat profesi sebesar 85 gram emas, dengan kadar zakat
sejumlah 2,5%, sebagaimana pada zakat uang. Sedangkan Didin Hafidhuddin
berpendapat bahwa nisab zakat profesi yaitu sebesar 653 kg padi, seperti zakat
pertanian. Namun besaran kadarnya sejumlah 2,5% seperti pada zakat uang
atau emas dan perak. Jadi mengenai besaran nisab dan kadar zakat, kedua
ulama tersebut telah menjabarkan analoginya baik dengan zakat pertanian
maupun uang, tetapi ~masing-masing memiliki pendapat utama yang
berbeda.'?

Terdapat hikmah dalam adanya pemberlakuan zakat profesi dari gaji
seorang pegawai, yaitu akan lebih memberi kemanfaatan pada fakir dan
miskin serta golongan mustahik lainnya. Selain itu, adanya zakat profesi juga
akan menambah perbendaharaan keuangan negara. Beberapa negara
memberikan kemudahan pada pegawai untuk membayar zakatnya melalui
pemerintah, atau lembaga yang berwenang. Para ahli perpajakan memberi
istilah “Penahanan Pada Sumber”,'?® seperti yang pernah dipraktikan oleh
Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Mas’ud, dan Mu’awiyah dalam memotong upah

pegawai untuk dikenakan zakat profesinya.

124 yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 515.
125 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 97-98.

12 Q“L‘ & =+, Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 508.
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Profesi yang akan menjadi objek penelitian dalam tesis ini ialah
pegawai bank konvensional. Sehingga perlu adanya kajian mengenai hukum
bunga, hukum bekerja di bank, hukum menerima dan membayarkan zakat dari
gaji pegawai bank konvensional menurut Yusuf al-Qaradawi dan Didin
Hafidhuddin. Penulis akan mengawali pembahasan selanjutnya mengenai
beberapa jenis pendapatan di bank konvensional, sebelum kemudian
melangkah ke pemikiran kedua ulama mengenai hukum bunga, dan
penerimaan upah atau gaji di bank konvensional.

Bank Konvensional mempunyai dua jenis pendapatan, Yyaitu
pendapatan yang bersifat operasional dan penghasilan non operasional.
Pendapatan operasional sendiri ialah pendapatan yang didapatkan secara
langsung oleh bank dari sejumlah aktivitas usaha bank. Contohnya seperti
pendapatan dari hasil bunga, provisi, komisi, valuta asing, dan pendapatan
lainnya seperti dividen dari saham. Pendapatan dari hasil bunga didapatkan
dari peminjaman kepada nasabah, giro, serta surat utang atau obligasi.
Sementara komisi dan provisi diperoleh bank melalui beberapa aktivitas
seperti provisi kredit dan transfer, serta komisi dari jual beli efek. Sedangkan
pendapatan valuta asing diraih dari transaksi devisa, seperti selisih nilai kurs
jual beli valuta asing, serta adanya konversi pada provisi, komisi, dan bunga
dari bank luar negeri. Kemudian pendapatan non operasional bank
konvensional yaitu pendapatan yang didapatkan selain dari aktifitas usaha
utama bank, seperti penyewaan ruang kantor.*?’

Selanutnya pendapatan operasional mempunyai dua jenis pendapatan,
yaitu pendapatan bunga (interest based income) dan pendapatan non bunga
(fee based income), seperti adanya jasa-jasa yang diberikan kepada nasabah,
yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut:?3
1. Pendapatan dari bunga (interest based income)

Pendapatan dari bunga merupakan pendapatan yang utama
sekaligus memiliki porsi yang paling besar di bank konvensional.

127 M. Sulhan dan Ely Siswanto, Manajemen Bank Konvensional & Syariah (Malang:
UIN-Maliki Malang Press, 2008), 67-68.
128 M. Sulhan dan Siswanto, Manajemen Bank Konvensional & Syariah, 69-70.
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Pendapatan ini diraih dengan adanya laba dari selisih suku bunga
simpanan yang diberikan kepada nasabah dengan pembayaran atas bunga
pada pinjaman yang diberikan nasabah kepada bank (spread suku bunga).
Semakin besar selisih tersebut, maka semakin tinggi potensi laba yang
dimiliki bank tersebut.

Oleh karena itu, bank akan selalu berupaya untuk memberikan
penawaran suku bunga kredit atau pinjaman yang tinggi, agar
mendapatkan laba atau keuntungan yang tinggi. Disamping itu bank juga
akan terus memperhatikan kondisi pasar dan persaingan dengan bank lain,
untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyakya. Di waktu yang sama,
bank juga berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penawaran
berupa suku bunga simpanan yang rendah kepada nasabah. Misalnya, bank
akan menawarkan tingkat suku bunga dasar kredit (SBDK) sebesar 8,10%
untuk kredit retail per tahun kepada nasabah. Sebaliknya bank akan
memberikan suku bunga tabungan atau deposito sebesar 2-4% setiap
tahunnya, sehingga akan ada selisih yang didapatkan sebagai keuntungan
bank.

2. Pendapatan non bunga (fee based income)

Pendaptan ini didapatkan melalui berbagai pelayanan atau jasa
yang diberikan bank kepada nasabahnya. Beberapa pelayanan tersebut
misalnya berupa kustodian, yaitu penyedia jasa penitipan aset yang
berhubungan dengan efek, dapat berupa penyelesaian transaksi efek,
penerimaan dividen, dan wakil pemegang rekening. Selain itu terdapat
pendapatan dari biaya transfer, kliring antar bank, safe deposite box, bank
card, penerbitan uang kartal asing, dan lain sebagainya. Pada intinya
pendapatan itu diperoleh melalui pembayaran para nasabah terhadap bank,
karena telah memeberikan berbagai pelayanan di luar pendapatan hasil
bunga.

Adapun mengenai hukum menerima pendapatan dari bunga bank
untuk pegawainya, tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ulama.

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa bunga bank hukumnya termasuk ke
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dalam riba. Bunga dalam bank konvensional tidak bisa dihindari, yaitu
terdapat dalam bentuk bunga simpanan dan bunga pinjaman, yang hukumnya
disamakan dengan riba. Selain itu, riba juga merupakan segala harta yang
ditambahkan terhadap harta pokoknya. Maknanya segala tambahan terhadap
pokok harta tersebut diperoleh tanpa adanya Iwad. Terdapat sebuah kenyataan
bahwa perbankan hanya akan meminjamkan uangnya, jika memakai tambahan
(bunga). Maka hal ini lebih buruk dari apa yang terjadi pada riba jahiliah,
yaitu orang-orang yang pada awalnya hanya meminjamkan uangnya tanpa
adanya bunga, akan tetapi bunga baru ditetapkan saat peminjam tidak dapat
membayar utangnya ketika sudah jatuh tempo. Adanya perilaku yang lebih
buruk tersebut Kini telah banyak terjadi di bank konvensional. Mereka
menetapkan bunga sejak awal seseorang meminjam uang, serta menambahkan
denda jika mereka terlambat melunasinya, sehingga jumlah utangnya semakin
bertambah, dan membengkak.!?®

Yusuf al-Qaradawi juga menambahan bahwa adanya iwad dalam akad
merupakan sebagai Syarat bahwa sebuah akad harus mempunyai potensi
kerugian dan keuntungan yang sama, antara kedua belah pihak. Beliau juga
memberi contoh mengenai keuntungan yang tidak wajar seperti adanya
pengelola yang mempunyai Keuntungan sebesar 90%, dan pemilik modal
hanya meraih sisanya. Hal seperti itu yang menurut ia menyimpang dari kajian
ekonomi Islam. Sehingga beliau dengan tegas menyamakan bunga bank
dengan riba.'3 Meski demikian, Yusuf al-Qaradawi senantiasa menghimbau
masyarakat muslim agar tetap memaksimalkan kemampuan dan hati
nuraninya untuk mengembangkan ekonomi, dengan tetap memegang teguh
nilai-nilai syariat. Beliau membandingkan sekaligus memberi contoh, bahwa
terdapat beberapa negara sosialis yang tidak menerapkan sistem riba. Di saat

yang bersamaan, pelarangan terhadap semua umat Islam yang bekerja di bank

129 lwad merupakan imbalan atau sebuah kompensasi, misalnya dalam akad ijarah,
iwad dapat berupa uang atau kemanfaatan berupa fasilitas dan jasa. Yusuf al-Qaradawi,
Fawa'id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram (Kairo: Dar ag-Sahut 1i an-Nasyr wa at-Tauzi’,
1994), 62.

130 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 606.
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juga tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada
penguasaan orang non muslim atau Yahudi terhadap dunia ekonomi dan
perbankan. 3!

Sementara itu Didin Hafidhuddin juga berpendapat bahwa bunga bank
memang disamakan dengan riba sehingga haram hukumnya, termasuk
pendapatan yang diterima oleh pegawai bank. Oleh karena itu beliau
menekankan solusi untuk bertransaksi dan bekerja di bank syariah maupun
BMT. Hal itu ditekankan agar umat Islam dapat keluar dari sistem bunga bank
yang semakin merajalela. Beliau juga menambahkan bahwa bank syariah lebih
tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh banyaknya masalah keuangan
negara. Misalnya hingga saat ini belum pernah ada situasi yang membuat
penarikan dana berskala besar, yang kemudian ' dialihkan ke bank
konvensional.132

Salah satu alternatif pengganti bunga pada bank konvensional adalah
konsep bagi hasil. Sistem bagi hasil dapat mengharmoniskan keuntungan dan
kerugian secara bersamaan dari kedua belah pihak. Karena seperti yang terjadi
di bank konvensional, bahwa terdapat kepentingan pihak bank untuk
mendapatkan - keuntungan dari  bunga  setinggi-tingginya, dengan
meminjamkan uang. Sebaliknya dari sisi nasabah menginginkan bunga yang
serendah-rendahnya sebagai peminjam. Dari situasi tersebut dapat dilihat
bahwa solusi untuk menghentikan aktivitas riba ialah dengan menggunakan
sistem bagi hasil pada bank syariah, karena kedua pihak dapat terpenuhi
kepentingannya.*®3

Tentunya solusi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara
instan, dan harus dilakukan secara bertahap. Islam juga mengajarkan untuk
memperbaiki setiap permasalahan secara bertahap, seperti halnya pada
pengharaman riba, khamar, dan lain sebagainya. Meskipun telah ada bank
syariah yang sudah dianggap sebagai solusi menghentikan aktivitas riba, hal

ini diduga masih belum menggunakan prinsip syariah secara maksimal.

181 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 770.
132 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, 94.
133 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, 83-84.
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Adanya kerusakan akibat sistem riba dari golongan Kkapitalis tersebut,
memerlukan peran seluruh masyarakat Islam, termasuk seorang pegawai yang
bekerja di bank konvensional .3

Diharamkannya bunga bank oleh kedua ulama tersebut, menimbulkan
sejumlah pertanyaan mengenai hukum bekerja di bank konvensional bagi
umat Islam. Mengenai hal itu Yusuf al-Qaradawi memberikan tanggapan

dalam kitabnya Fatawa Muasirah yaitu sebagai berikut:

[P
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Artinya:
“Bahwasanya tidak semua pekerjaan dalam perbankan berkaitan
dengan riba, terdapat banyak kegiatan yang halal dan baik serta tidak
haram, seperti aktivitas perpialangan, penitipan, dan lain-lain, bahkan
sedikit kegiatan di perbankan yang haram.”

Berdasarkan = hal tersebut sehingga Yusuf al-Qaradawi tetap
membolehkan seorang pegawai muslim bekerja di bank konvensional meski
dalam kondisi- hatinya yang tidak rida. Selain itu, seorang pegawai juga
diharapkan mempunyai niat akan adanya perubahan dalam pekerjaan dan
kondisi ekonominya menuju lebih baik, dan diridai agama serta nuraninya.

Hingga saat ini-masih banyak sekali seorang pegawali, baik ia bekerja
di bank maupun tidak yang menerima gajinya melalui bank konvensional. Hal
tersebut menurut Didin Hafidhuddin, meskipun ia- mengharamkan bunga bank,
ia tetap membolehkan seorang pegawai menerima dan bekerja di bank
konvensional. Kebolehan tersebut berlaku ketika seorang pegawai tidak
memiliki niat untuk mendapatkan bunga, tetapi untuk kemudahan dan
kemanan hartanya. Sehingga Didin Hafidhuddin tidak mengharuskan seorang
pegawai tersebut untuk berhenti bekerja.'%

Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hukum harta dari

pendapatan gaji pegawai bank konvensional untuk zakat profesi. Berdasarkan

134 Yuzakki Azwar, ‘Bekerja Di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi’, 291.
135 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 611.
136 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, 89.
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pembahasan sebelumnya, Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin sama-
sama mengharamkan bunga bank. Namun keduanya masih memberikan
kelonggaran kepada para pegawai bank konvensional, untuk menerima gaji
dan bekerja di bank konvensional. Yusuf al-Qaradawi memberi kelonggaran
sampai pegawai tersebut menemukan pekerjaan lain yang lebih baik,
sementara Didin Hafidhuddin tetap membolehkan pegawai bekerja disana.

Meski demikian, Didin Hafidhuddin juga berharap suatu saat bank syariah

dapat bersaing dan mendapat kepercayaan umat, sehingga orang dapat

menerima gaji, dan bekerja di bank syariah.

Sebelum menuju pembahasan tentang hukum harta tersebut untuk
zakat profesi, terdapat beberapa kajian mengenai persyaratan harta kekayaan
sebagai sumber dan objek zakat yaitu sebagai berikut:**’

1. Harta yang dimiliki harus berasal dari jerih payah yang baik dan halal.
Maknanya jika benda atau cara yang diusahakan haram, maka harta
tersebut tidak wajib dikenakan zakat. Allah Swt. tidak akan pernah
menerima zakat dari harta kekayaan yang didapatkan dengan cara yang
haram.

2. Harta tersebut merupakan kekayaan yang berkembang atau mempunyai
potensi untuk dapat dikembangkan. Beberapa harta seperti kepimilikan
kuda dianggap tidak produktif sehingga tidak dikenakan zakat.

3. Harta merupakan kepimilikan penuh orang tersebut, dan tidak terdapat hak
orang lain di dalamnya.

4. Harta tersebut telah mencapai nisab, atau batas minimal harta seseorang
diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

5. Pada beberapa sumber zakat seperti perniagaan, emas, perak, dan
pertanian, harus sudah dalam kepemilikan selama setahun atau biasa
disebut dengan syarat haul.

6. Beberapa ulama mazhab Hanafi mensyaratkan agar zakat dibayarkan

setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok merupakan harta

137 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 18-26.
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yang jika seseorang tidak memilikinya, maka ia akan mengalami
kesengsaraan.

Pada dasarnya beberapa syarat tersebut menurut Didin Hafidhuddin
merupakan standar umum bagi masyarakat muslim untuk menetapkan harta
menjadi sumber serta objek zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga
jika salah satu syarat belum terpenuhi maka harta tersebut belum bisa menjadi
sumber dan objek zakat. Yusuf al-Qaradawi juga melarang mengambil
pendapatan dari bunga bank tersebut, sehingga haram bagi seseorang untuk
membayar zakat dari uang tersebut. Harta tersebut boleh diambil untuk
disedekahkan ke orang-orang fakir miskin, atau dimanfaatkan untuk
kepentingan umum umat Islam. Harta dari riba tidak memiliki kemaslahatan
untuk zakat, dan tidak menjadikan harta tersebut menjadi bersih kembali.

Islam mengajarkan agar selalu memerangi dengan segala jenis
kemungkaran. Jika seorang itu tidak dapat menghindari kemungkaran tersebut,
maka setidaknya harus berusaha menahan diri agar tidak terjerumus, dan
selalu berusaha ke jalan yang lebih baik. Islam juga melarang umatnya
melakukan persekutuan yang melanggar syariat, baik dalam bentuk perbuatan
atau perkataan. Seperti halnya dengan bekerja di bank konvensional yang di
dalamnya mengandung riba yang diharamkan. Hal tersebut memang sudah
sangat sulit dihindari, karena memang bukan hanya persoalan pegawai yang
bekerja di bank saja, tetapi juga bencana bagi perekonomian umat Islam.!3®

Dengan demikian dapat disimpulkan kedua ulama secara tegas
melarang zakat dari harta haram. Namun merujuk pada pembahasan
sebelumnya Didin Hafidhuddin dan Yusuf al-Qaradawi membolehkan untuk
bekerja dan menerima gaji di bank konvensional. Yusuf al-Qaradawi
mengenai hal tersebut berpendapat untuk tidak melupakan pendapat para

fugaha mengenai kondisi darurat agar tetap bisa bertahan hidup. Namun

138 Yusuf al-Qaradawi, Farawa Mu’asirah, 767-769.
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kondisi darurat tersebut bukan bermakna mengubah hukum menjadi mubah
atau dibolehkan, tetapi merupakan pengecualian yang sifatnya sementara.**
. Analisis Metode Istinbat Hukum Yusuf al-Qaradawi dan Didin
Hafidhuddin Mengenai Hukum Zakat Profesi Dari Gaji Pegawai Bank
Konvensional

Adanya kewajiban zakat akan membawa harta umat Islam agar dapat
terus berkembang, tumbuh, dan berkembang. Sehingga baik secara makna
bahasa atau istilah, zakat akan selalu berkaitan erat dan terbukti nyata. Hal
tersebut juga tidak terlepas dari metode penetapan hukum yang digunakan
oleh para ulama fikih, yang dalam penetapannya menggunakan sumber-
sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, ijmak, dan giyas. Selain terdapat pada
surah al-Bagarah ayat 278-279, dan surah at-Taubah ayat 103, Kkajian
mengenai zakat juga diterangkan dalam surah ar-Rum ayat 39 yaitu sebagai
berikut:

- '/, o w 9:‘;02‘ T b -0 ofo- o7 ? _ol 3 °,}o/w Zw o w pfof.‘ T

355 p ol By e bl Jie 1850 06 WU JIgH) T8 188 5 58 G55 g
-] T} ]

140 <o ° st 52 % Tow -0, Totod

JM\{’AJJ‘;‘S ﬁ\b\do- 9 "J’

Artinya:

“Riba yang kamu berikan agar dapat berkembang pada harta orang
lain, tidak berkembang di mata Allah Swt. Sedangkan zakat yang
kamu tunaikan dengan tujuan meraih rida dari Allah Swt. maka
merekalah yang melipatgandakan pahalanya.”

Avyat tersebut menjelaskan bahwa riba bukanlah solusi untuk membuat
harta berkembang, akan tetapi zakatlah yang membuat harta dapat terus
bertambah. Didin Hafidhuddin juga mengutip mengenai kewajiban zakat yang
seringkali disebut dalam Al-Qur’an dengan kata ganti infak, sedekah, maupun

hak. Di antaranya terdapat pada surah at-Taubah ayat 34 dan 60:

139 Yusuf al-Qaradawi, Fawa'id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram (Kairo: Dar as-
Sahut li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1994), 111.
140 ar-Rum (30): 39.
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Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi
dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta
memalingkan (manusia) dari jalan Allah Swt.. Yaitu orang-orang yang
menyimpan emas dan perak, tetapi tidak memberikan infak di jalan
Allah Swt., maka berikanlah kabar kepada mereka (bahwa mereka
akan mendapat) azab yang pedih.
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Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin,
amil zakat, serta para mualaf yang dilunakkan hatinya, untuk
(memerdekakan) para hamba sahaya, orang-orang yang berutang,
untuk jalan Allah Swt. dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan
(yang membutuhkan pertolongan), maka hal itu merupakan kewajiban
dari Allah Swt., dan Allah  Swt. Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.

Adapun penggunaan kata infak dan sedekah menurut Didin
Hafidhuddin dikarenakan beberapa kata tersebut mempunyai keterkaitan yang
mendalam dengan zakat. Zakat disebut dengan kata infak, bermakna bahwa
sesungguhnya zakat merupakan pemberian harta kekayaan berdasarkan utusan
Allah Swt. yang bernilai kemanfaatan, dan keberkahan. Sementara kata
sedekah bermakna bahwa salah satu misi atau target zakat ialah tagarrub
ilallah atau mendekat kepada Allah Swt.'#3

Yusuf al-Qaradawi juga megutarakan pendapatnya mengenai
penyebutan kata sedekah dalam makna zakat. Beliau mengutip pendapat al-
Mawardi yang menyatakan bahwa sedekah merupakan zakat, keduanya

memiliki perbedaan nama, tapi maknanya sama. Beliau juga mengutip bahwa

141 at-Taubah (9): 34.
142 at-Taubah (9): 60.
143 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 9.
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kata sedekah yang bermakna zakat, terdapat dalam Al-Qur’an seperti pada
surah at-Taubah ayat 103, 60, dan ayat 58 yaitu sebagai berikut:

50 T s 4 015 1555 Ll sl 08 S50 3 AT 05 2
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Artinya:

“Di antara mereka ada yang menghina engkau (Nabi Muhammad)
dalam hal (pembagian) sedekah-sedekah (zakat atau rampasan perang).
Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika
mereka tidak diberi bagian, dengan serta merta mereka marah.”

Selain itu beliau juga mengutip hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah,
bahwasanya Waki’ atas wewenang Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasululullah

saw. telah mengutus Mu’az dengan sabdanya:
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Artinya:

“Beritahu mereka semua, bahwa Allah Swt. mewajibkan sedekah yang
dikenakan pada harta orang-orang kaya, yang diberikan kepada orang-
orang fakir.”

Semua ayat dan hadis di atas merupakan penjelasan mengenai makna
zakat dengan kata sedekah, sehingga terdapat pula istilah musaddiq, yaitu
penyebutan untuk seorang amil, karena telah bekerja dalam mengelola
sedekah tersebut. Yusuf al-Qaradawi mengutip dari kitab ahkam Al-Qur’an,
bahwa makna zakat dalam kata sedekah menunjukan bahwa orang-orang
tersebut percaya akan adanya hari kebangkitan. Mereka yakin bahwa dunia
hanyalah sarana menuju akhirat yang kekal, dan mereka akan mengorbankan
dunianya yaitu hartanya untuk kehidupan di akhirat. Sebaliknya, mereka yang

tidak yakin hanya akan mengejar dunia, dan berperilaku kikir.4¢

144 at-Taubah (9): 58.

15Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, |
(Kairo: Dar at-Ta’sil, 2014), 371, Hadis nomor 11, "Kitab al-Iman", "Bab ad-Du'a'i ila asy-
Syahadataini wa Syara'i'i al-Islam".

146 pendapat ini juga diperkuat oleh al-Bajawi, Lihat pada al-Qaradawi, Figh az-
Zakat, 41.
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Selain sedekah dan infak, zakat juga sering disebut dengan kata “hak”
dalam Al-Qur’an. Penyebutan tersebut salah satunya terdapat pada surah al-

An’am ayat 141 yaitu sebagai berikut:
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Artinya:

Dan Dialah yang menjadikan perkebunan yang merambat dan tidak
merambat, pohon korma, tanaman yang bermacam-macam buahnya,
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa
(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila
dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakat) ketika memanen hasilnya
(diberikan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Makna zakat dalam kata hak menurut Didin Hafidhuddin yaitu bahwa
zakat adalah ketetapan dari Allah Swt. yang wajib ditunaikan kepada orang
fakir miskin dan mustahik lainnya. 8 Selain sebagai hak para mustahik, zakat
juga bermakna sebagai wujud pengamalan keimanan kepada Allah Swt., serta
dapat mensucikan sekaligus mengembangkan kekayaan yang dimiliki. Oleh
karena itu zakat selain-merupakan bagian dari moneter dalam Islam, zakat
menurut ahli fikih merupakan ibadah nomor dua setelah salat. Mereka sering
menjabarkan persoalan zakat setelah pembahasan salat, sesuai dengan apa
yang ada dalam kebiasaan Al-Qur’an dan Sunnah.*®

Zakat sebagai hak para mustahik, tidak bermakna bahwa zakat tersebut
akan digunakan dalam ranah konsumtif saja, akan tetapi zakat diharapkan
dapat menyejahterakan serta sekaligus menjadi solusi untuk menangani
penyebab kemiskinan dan penderitaan. Sehingga zakat harus dilaksanakan
secara bersama oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, serta para
mujahid sebagai bentuk pilar amal yang serentak. Jika hal itu berhasil

dilakukan, maka zakat dapat menjadi jaminan sosial yang sesuai dengan

147 al-An’am (6): 141.
148 Djidin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 9.
149 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 8.
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syariat Islam, untuk senantiasa saling menolong dalam kebaikan, sebagaimana
yang terdapat pada surah al-Maidah ayat 2*°° dan hadis Rasulullah saw.:
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Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata, Yahya
meriwayatkan kepada kami, dari Syu’bah, dari Qotadah, dari Anas,
dari Nabi saw., dari Husain al-Mu’allim, ia berkata: Tidak
sempurnalah keimanan seseorang, hingga ia mencintai saudaranya
seperti mencitai dirinya sendiri.”

Zakat merupakan instrumen dalam Islam yang memotivasi umatnya
untuk tetap semangat bekerja dan memperoleh kekayaan sebagai pemenuhan
kebutuhan hidup sekaligus agar berjuang menjadi seorang muzaki. Harta
kekayaan yang dimaksud menurut Imam at-Tabari dan Imam al-Qurtubi dari
penafsiranya terhadap ayat-ayat mengenai zakat, merupakan segala jenis harta
yang berkembang dan telah mencapai nisab. Sedangkan Ahmad Mustafa al-
Maragi menafsirkan ayat 267 pada surah al-Bagarah sebagai perintah atas
kewajiban zakat dari berbagai sumber kekayaan, baik itu berbentuk mata
uang, barang perniagaan, hewan ternak, perkebunan, maupun buah dan biji-
bijian. Didin Hafidhuddin menambahkan kutipan dari Muhammad Sulaiman
Abdullah al-Asygar yang menyertakan syarat baik dan halal pada sumber
harta zakat tersebut.>?

Yusuf al-Qaradawi memberi istilah harta dengan al-amwal, yaitu
bentuk jamak dari kata ma/ yang maknanya segala sesuatu yang diperoleh
untuk disimpan dan digunakan. la juga mengutip pendapat Ibnu Asyr bahwa
harta pada awalnya adalah emas dan perak, namun maknanya berubah menjadi

150 533815 ) J& 15553, al-Maidah (5): 2,

151 Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahih Bukhari, | (Beirut: Dar
Ibnu Kasir, 2002), 13-14, Hadis nomor 13, Kitab al-Iman, Bab min al-Iman ay-Yuhibbu li
Akhihi Ma Yuhibbu li Nafsih.

152 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 15-16.
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segala sesuatu yang diperoleh untuk dimiliki dan bermanfaat. Beliau juga
menambahkan penjelasannya, bahwa harta yang dibayarkan merupakan benda
yang berwujud, bukan sebuah jasa atau manfaat saja. Misalnya dengan
membolehkan seorang yang fakir untuk menempati sebuah rumah, maka hal
tersebut bukanlah zakat.'*3

Didin Hafidhuddin dalam hal ini mengutip pendapat dari Mustafa
Ahmad Zarga yang menyatakan bahwa harta yang merupakan kebutuhan
manusia yang dapat disimpan dan bermanfaat. la juga menyatakan adanya
perkembangan zaman yang dapat mempengaruhi munculnya berbagai jenis
sumber harta. Harta merupakan sesuatu yang berwujud atau konkret, yang
bersifat material dan mempunyai nilai dalam perspektif manusia. Pendapat
tersebut sejalan dengan pandangan para ulama Mazhab Hanafi yang
mengungkapkan bahwa harta ialah sesuatu yang dapat dimiliki secara lazim
seperti tanah, binatang, tumbuh-tumbuhan, serta uang. Kedua pendapat
tersebut menurut Didin Hafidhuddin dapat dijadikan rujukan, sehingga setiap
harta yang secara konkret belum ada pada zaman nabi, tetapi dalam
perkembangannya sangat bernilai harganya, maka harta tersebut wajib
dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab.*>*

Terdapat banyak sumber harta kekayaan yang baru muncul akibat
adanya perkembangan zaman. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung dan
khusus dalam Al-Qur’an dan hadis, namun posisinya Kini sangat penting untuk
menjadi objek dalam zakat, di masa perekonomian modern ini. Sehingga
dalam hal tersebut ulama banyak menggunakan metode giyas (analogi),
kaidah fikih, dan maqasid syariah sebagai metode untuk menetapkan
hukumnya. Salah satu contoh sumber harta yang masih terbilang baru adalah
al-mal al-mustafad atau harta penghasilan yang didapatkan dari seorang
pegawai, yang biasanya disebut dengan istilah “zakat penghasilan atau

profesi”.

153 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 125-126.
154 Djidin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 17-18.
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Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan hukum kewajiban zakat profesi
yaitu tetap dengan mengambil keumuman ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis. la
berpegang pada prinsip bahwa dalil-dalil dalam syariat akan berlaku umum
selama tidak ada penjelasan bahwa dalil tersebut berlaku khusus. Dalil yang
umum mempunyai cakupan yang lebih luas, sehingga hal itu merupakan suatu
kelebihan yang membuat Islam selalu dinamis, yaitu dapat mengikuti
perkembangan zaman dan menyesuaikan tempatnya. Beliau berpendapat
bahwa keumuman ayat-ayat dan hadis harus diterima bagaimanapun adanya,
jika ada dalil lain yang menunjukan keberlakuan secara khusus, maka Kita
dapat mendahulukan dalil yang khusus dari yang umum. Yusuf al-Qaradawi
kurang setuju dengan ulama yang menolak hadis-hadis yang bermakna umum,
serta kurang sependapat dengan ulama yang menyebut secara terburu-terburu
bahwa suatu hadis bermakna secara khusus tanpa menggunakan landasan yang
kuat.t®°

Mengenai kajian zakat, Yusuf al-Qaradawi mengambil keumuman
ayat-ayat Al-Qur’an seperti pada bunyi ayat, “Pungutlah zakat dari kekayaan
mereka”,**® pada surah at-Taubah ayat 103, dan pada surah al-Ma’arij ayat 24,
“Dan orang-orang pada kekayaan mereka, terdapat kewajiban yang harus
ditunaikan”.*®" Selain itu Yusuf al-Qaradawi juga mengambil keumuman dalil
mengenai zakat juga terdapat pada hadis Rasulullah saw., bahwasanya beliau
bersabda, “Bayarlah zakat kekayaan kalian,”'*® tanpa memperdebatkan
sumber dari berbagai jenis kekayaannya. Yusuf al-Qaradawi menyatakan jika
terdapat keumuman dalil-dalil itu saja, maka belum bisa beranjak pergi dari
nas tersebut, sampai terdapat dalil yang secara khusus yang dapat menjadi

acuan.

155 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 24.
156 505 r&}" S 43 at-Taubah (9): 103.
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Hambal, 36 (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001), 487, Hadis nomor 22161, dari Abu
Umamah dari Nabi saw. saat haji wada'.
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Kemudian selain menggunakan dalil-dalil umum, Yusuf al-Qaradawi
juga mengacu pada konsensus atau ijmak para ulama mengenai Syariat atau
hukum Islam. Pada peradaban pertama para ulama melalui ijmaknya telah
mendasari dengan dalil keagamaan yang benar, yaitu ayat-ayat Al-Qur’an dan
hadis. Selain itu mereka juga mendasari ijmaknya dengan acuan kemaslahatan
umat serta kepentingan dan kebutuhan darurat yang harus ditetapkan
hukumnya. Sehingga konsesnsus atau ijmak harus dihargai posisinya, agar
tetap menjadi salah satu metode penetapan hukum, penjaga keselarasan, yaitu
agar dapat menjaga dari adanya distorsi intelektual dalam kajian hukum Islam.
Beberapa contoh dalam adanya konsensus dalam kajian zakat yaitu mengenai
persamaan besaran kadar zakat pada emas dan perak sebesar 2,5 % atau empat
per sepuluh.t®

Adapun konsensus atau ijmak yang dimaksud oleh Yusuf al-Qaradawi
yaitu ijmak yang sudah pasti kebenerannya. Hal ini dikarenakan terdapat
ulama yang mengatakan bahwa ijmak dalam beberapa persoalan tertentu
masih terdapat perselisihan pendapat di dalamnya. Hal itu disebabkan para
ulama mujtahid pada zaman itu hidup diwilayah yang berbeda, dan jumlahnya
yang banyak membuat kesulitan tersendiri untuk saling mengetahui suatu
masalah yang diijtihadi. Menanggapi hal itu, Yusuf al-Qaradawi mengutip

pendapat Imam Ahmad sebagai berikut:
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Artinya:

Seseorang yang memutustukan ijmak adalah seorang pendusta, hal itu
dikarenakan adanya kemungkinan perselisihan di dalamnya, lalu apa
yang dia ketahui? Dan itu tidak berakhir disitu! Maka dia berkata:
Kami tidak mengetahui jika mereka berselisin pendapat, atau saya
yang tidak diberitahu mengenai itu.

Terdapat contoh dalam hal ini yaitu mengenai zakat kekayaan yang

tidak diperkenankan diberikan kepada orang non Islam, hal ini disampaikan

19 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 25.
160 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat.
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oleh Ibnu Munzir. Namun Zuhri, Ibnu Sirin, dan Ikrimah, berpendapat
sebaliknya, bahwa zakat diperkenankan untuk non muslim, begitu juga
pendapat Ibnu Umar. Yusuf al-Qaradawi mengutip pendapat Ibnu Qudamah
dalam kitabnya al-Mugni, ia menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya
perbedaan pendapat bahwa suku Hasyim tidak diperkenankan untuk menerima
zakat. Akan tetapi Imam at-Tabari mengutip pendapat Abu Hanifah bahwa hal
itu diperbolehkan. Beliau menambahkan persyaratan bahwa hal tersebut
dibolehkan jika bani Hasyim tidak mendapatkan warisan dari kerabat atau
keluarga terdekat. Pendapat tersebut juga disampaikan Tantawi dan telah
dikutip beberapa ulama Maliki, serta sudah selaras dengan fatwa-fatwa ulama
Syafii.

Adanya ijmak yang tidak benar tidak menjadi persoalan, jika dapat
membawa bukti yang dapat membuktikan dan menyanggah bahwa sebenarnya
itu bukanlah sebuah ijmak. Sebaliknya ijmak yang benar ialah ijmak yang
belum pernah ada sanggahan atau perselisihannya di kalangan ulama. Namun
Yusuf al-Qaradawi tidak dapat mengelak mengesampingkan banyaknya
perselisihan dalam ijmak. Di sisi lain ia juga tidak sependapat dengan ijmak
seorang ulama ushul fikih mengenai dilarangnya pendapat ketiga jika sudah
terdapat dua pendapat mengenai suatu hukum, dan telah disetujui oleh umat
Islam. Yusuf al-Qaradawi mengutip pendapat al-Amidi bahwasanya jika
pendapat ketiga tersebut masih membahas mengenai dua pendapat yang telah
disepakati (ijmak), maka pendapat ketiga tersebut gugur. Akan tetapi jika dua
pendapat sebelumnya masih terdapat sisi yang diperselisinkan, meskipun di
bagian lain sudah ada kesepakatan, maka adanya pendapat ketiga masih
diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan pendapat atau fatwa ketiga tidak
merusak ijmak sebelumnya.

Contohnya Abu Hanifah pernah berfatwa bahwa pemilik tanah
mendapat keuntungan sebesar 10%, namun mayoritas ulama berpendapat
bahwa 10% untuk penyewa. Maknanya terdapat kesamaan dalam dua

pendapat tersebut yaitu besaran sejumlah 10%. Jika terdapat pendapat setelah

161 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 26.
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itu, bahwa 10% itu wajib diberikan kepada penyewa setelah harga sewa
dibayarkan kepada pemilik, serta berpendapat bahwa pemilik harus membayar
zakat dari uang sewa tersebut, maka menurut al-Amidi hal itu telah
melanggar kesepakatan (ijmak). Di sisi lain terdapat ulama yang berargumen
bahwa adanya dua pendapat mengenai suatu hukum, menunjukan
dibolehkanya ijmak di dalamnya. Pendapat ketiga terlahir dari proses ijtihad,
sehingga hal tersebut boleh hukumnya. Pendapat ketiga pernah dibuat oleh
para tabiin dalam beberapa persoalan yang belum tersentuh oleh para sahabat.
Misalnya seperti yang diriwayatkan oleh lbnu Sirin dan Masrug, bahwa
adanya ijtihad dapat dibenarkan, jika suatu persoalan memang masalah-
masalah yang membutuhkan adanya ijtihad. Ijtihad memberikan kekayaan
pendapat serta pandangan dari para ulama, mengenai suatu persoalan hukum
yang sedang terjadi.!®?

Mengenai zakat profesi Yusuf al-Qaradawi pernah mengutip sebuah
konsensus atau ijmak dari para ulama yaitu Abdurrahman Hasan, Muhammad
Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf dalam ceramahnya di-Damaskus pada
tahun 1952. Dalam forum tersebut diterangkan bahwa penghasilan serta
profesi dapat dikenakan zakatnya jika telah mencapai nisabnya dan
disyaratkan setahun. Meskipun jika mengacu pada pendapat Abu Hanifah dan
Abu Yusuf, zakat pada profesi tidak diharuskan ada capaian setahun. Namun
penghasilan yang didapatkan jarang berhenti dalam setahun, bahkan secara
umum akan tercapai kembali di tahun berikutnya. Sehingga para ulama fikih
menetapkan bahwa zakat profesi wajib dilaksanakan, karena terdapat ‘i/lat
yang sah dan dapat menjadi landasan hukum kewajiban zakat tersebut. Dalam
persoalan ini mazhab Hanafi mempertegas bahwa ukuran nisab sudah cukup
terhitung pada awal dan penghujung tahun saja. Adanya ketentuan tersebut
wajib diperhatikan agar dapat memahami secara jelas perbedaan golongan
orang kaya dan miskin, dalam kewajiban zakat profesi.'®3

162 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 26-27.
163 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 489.
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Selain itu Yusuf al-Qaradawi juga mengutip pendapat dari Muhammad
al-Gazali dalam kitabnya yang berjudul Islam wa al-Audza’ al-Igtisadiya.
Beliau menyatakan bahwa dasar atas kewajiban zakat terletak pada modal
yang berkembang, berkurang, atau tetap, setelah melewati masa setahun (haul)
seperti pada ketentuan zakat uang dan perdagangan, yaitu sebesar 2,5%.
Adapun terdapat hal yang mendasari kewajiban zakat tanpa melihat
perkembangan modalnya, seperti yang terdapat pada zakat pertanian dan
buah-buahan, yaitu sebesar 5% atau 10%. Sehingga dengan ini Muhammad al-
Gazali mewajibkan ‘membayar zakat bagi seseorang yang mempunyai
pendapatan lebih atau tidak kurang dari petani tanpa mempertimbangkan
kondisi modal, dan persyaratan lainnya. Profesi tersebut dapat berupa dokter,
pengacara, arsitek, pegawai, pengusaha dan sejenisnya yang pendapatannya
telah mencapai nisab.

Yusuf al-Qaradawi mengutip pendapat Muhammad al-Gazali yang
mewajibkan zakat penghasilan dengan dasar dalil yaitu sebagai berikut:¢*

1. Keumuman nas dalam Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 267: “Hai orang-
orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian dapatkan dari
usahamu yang baik-baik.”*®°> Ayat tersebut mempertegas kewajiban atas
zakat penghasilan kepada para pekerja profesi yang dalam hal ini
merupakan orang-orang mukmin sebagaimana yag disebutkan dalam Al-
Qur’an surah al-Baqarah ayat 3: “Yaitu orang-orang yang percaya pada
yang gaib, mendirikan salat, dan menunaikan sebagian rezeki yang telah
kami berikan kepada mereka.”¢

2. Islam telah mewajibkan zakat kepada para petani, sedangkan atas
pengusaha yang kemungkinan penghasilannya lebih tinggi belum
mewajibkannya. Begitu juga dengan seorang dokter yang kemungkinan

penghasilannya dalam sehari, sama dengan seorang petani dalam setahun,

164 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 511.
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dan diwajibkan atasnya berzakat ketika masa panen tiba jika mencapai
nisab.

Oleh karenanya harus ada ukuran khusus untuk kewajiban zakat bagi
semua profesi. Maka jika terdapat ‘i/lat dari dua hal yang berpotensi mungkin
untuk diambil hukum giyas, maka sudah seharusnya untuk mengambil metode
givas dan menerima hasilnya. Sehingga Muhammad al-Gazali menetapkan
besaran zakat pada profesi disamakan dengan besaran kadar pada zakat pada
pertanian. Dasar yang digunakan oleh Muhammad al-Gazali tidak mempunyai
kelemahan, karena telah menggunakan keumuman nas dan giyas. Namun
Yusuf al-Qaradawi lebih melihat dan menggunakan pada sumber pendekatan
yang dipakai oleh Muhammad al-Gazali, yaitu dengan memakai pendapat dari
para sahabat, tabi’in, dan para ahli fikih. Sehingga akan terus ada
kemungkinan perbedaan ketetapan hukum yang diperoleh. Hal itu dikarenakan
sejatinya para Imam mazhab sekalipun tidak pernah mewajibkan pendapatnya
harus diikuti secara keseluruhan, dan mereka tidak melarang ulama lain untuk
berbeda pendapat dari ijtihad mereka.

Sehubungan dengan metode giyvas Yusuf al-Qaradawi juga
menggunakan metode ini dalam menetapkan kewajiban zakat profesi. la
mendifinisikan giyas sebagai metode dengan memberikan persamaan hukum
suatu hal dengan suatu hal yang lain akibat sebab (‘illat) yang sama. Qiyas
merupakan sebuah karunia yang diberikan Allah Swt. kepada akal dan jati diri
(fitrah) manusia. Menurut lbnu Qayyim giyvas merupakan alat ukur yang
diturunkan Allah Swt. beriringan dengan Al-Qur’an dan mendukung Al-
Qur’an tersebut. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah asy-
Syura ayat 17:

167 515,015 32, BT J5f 0

Artinya:
“Allah yang menurunkan kitab dengan kebenaran dan (menurunkan)
neraca (keadilan).”

167 asy-Syura (42): 17.
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Selain itu, berkaitan dengan hal tersebut Allah Swt. juga berfirman
dalam surah al-Hadid ayat 25:
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Artinya:

“Sesungguhnya kami yang telah mengurus rasul-rasul kami, dengan
membawa bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka
al-kitab dan alat ukur agar manusia dapat berlaku adil.”

Alat ukur atau neraca tersebut bertujuan untuk meraih keadilan,
sehingga menjadi alat untuk mengetahui suatu hal tersebut adil atau malah
sebaiknya. Makna “mizan” yang pertama berasal dari istilah tuhan berupa
nama pujian yang diterapkan pada segala hal sesuai dengan kebutuhan dan
proporsinya. Sedangkan makna yang lain adalah analogi itu sendiri, yang
menurut para ulama terbagi menjadi dua yaitu analogi yang tepat dan salah,
atau analogi yang terpuji dan tercela, analogi yang baik dan buruk. Analogi
atau giyas yang terpuji adalah alat ukur atau neraca yang berasal dari Allah
Swt. yang beriringan dengan Al-Qur’an tersebut.°

Adapun analogi atau giyas yang benar adalah yang digunakan oleh
syariat, yaitu analogi yang menyatukan dua hukum yang serupa, dan
memisahkan dua hukum yang berbeda. Penyebutan pada analogi yang pertama
ialah giyas at-Tardi, dan yang kedua adalah giyas al-‘aksi. Qiyas merupakan
bentuk keadilan yang Allah Swt. berikan karena telah mengutus Rasulullah
saw. Qiyas yang benar merupakan analogi yang di dalamnya terdapat suatu
sebab (illat) yang berupa kasus sebagai patokannya yang akan mempengaruhi
hukum atau kasus cabang (furu’). Sementara itu di dalam kasus cabang
tersebut, harus dipastikan tidak terdapat perihal yang menghalangi
terlaksananya hukum tersebut. giyas dengan ketentuan itu tidak melanggar apa
yang dikehendaki oleh syariat. Dalam kasus lain terdapat giyas yang

membuang faktor pembeda, yaitu giyvas yang faktor pembedanya tidak

168 a1-Hadid (57): 25.
169 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 27.
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mempengaruhi hukum pada kasus cabang (furu’). Qiyas dengan ketentuan
tersebut juga tidak bertententangan dengan apa yang dikehendaki syariat.
Yusuf al-Qaradawi menjabarkan mengenai ketentuan tersebut bahwa jika
sudah terdapat suatu sebab yang jelas antara hukum dasar dan hukum cabang,
dan di dalamnya tidak terdapat perbedaan atau penghalang yang perlu dikaji,
maka giyas tersebut wajib diberlakukan. Hal tersebut dikarenakan giyas
menjadi dalil syar’i yang tidak mempunyai sisi yang cacat.*’

Namun Yusuf al-Qaradawi mengatakan bahwa tidak ada giyas dalam
hal ibadah, di saat yang sama ada argumen yang menyatakan bahwa zakat
bukanlah ibadah. Penyebab tidak adanya giyas dalam hal ibadah murni
dikarenakan ‘illatnya tidak akan pernah dipahami secara jelas. Selain itu,
sebab yang paling mendasari ialah bahwa ibadah murni harus dilaksanakan
karena patuh terhadap perintah Allah Swt. tanpa melihat adanya ‘i/lat apapun.
Ibadah murni seperti salat, puasa, serta haji tidak diperkenankan adanya
metode giyas di dalamnya, maknanya agar ibadah-ibadah tersebut tidak ada
hukum buatan manusia. Oleh karena Allah Swt. dalam hal tersebut tidak
menghendaki adanya sebuah hukum yang baru ataupun menggugurkannya.

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa zakat merupakan masalah yang
berbeda, zakat bukan bagian dari ibadah murni, akan tetapi zakat ialah
ketentuan wajib yang khusus, seperti halnya pajak yang mempunyai ketentuan
tertentu. Zakat adalah bagian dari sistem tata olah keuangan, sosial, dan
ekonomi dalam sebuah negara. Meskipun zakat mempunyai sisi nilai ibadah
tersendiri, namun sebab ketetapan hukumnya dapat dikaji secara menyeluruh
dan jelas. Sehingga sudah selayaknya hukum zakat dapat dianalogikan dalil-
dalilnya dengan perihal atau hukum yang sejenis atau sama sebab hukumnya
(‘illat). Qiyas dalam perkara zakat pernah dipraktikan dalam persoalan zakat
fitrah. Rasulullah saw. pernah mewajibkan dengan biji-bijian seperti gandum,
dan buah-buahan seperti kurma, dan anggur sebagai syarat untuk jenis zakat
fitrah yang harus ditunaikan. Sementara Imam Syafii dan Ahmad serta ulama

mazhab yang lain menganalogikan dengan semua yang menjadi makanan

10 yYusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 28.
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pokok dari suatu daerah atau dari ia sendiri. Sehingga berkenaan dengan zakat
pertanian dan buah-buahan, para ulama lebih banyak menggunakan giyas
terhadap biji-bijian yang sudah menjadi makanan pokok suatu daerah tersebut,
daripada mengikuti hadis nabi. Oleh karena itu para ulama kini tidak
mengharuskan zakat pertanian harus dengan gandum, kurma, serta anggur.t’*

Qiyas juga pernah dilakukan oleh Ibnu Umar, sehingga beliau pernah
memberlakukan zakat pada kuda. Hal itu dikarenakan pada masa itu harga
seekor kuda sama dengan harga 100 ekor unta betina. Selain itu, beliau
menganalogikan dengan zakat yang diberlakukan pada 40 ekor kambing,
sehingga zakat pada kuda juga diberlakukan. Beberapa contoh tersebut yang
menjadikan adanya giyas terhadap gedung-gedung yang disewakan dengan
tanah pada perkebunan atau pertanian. Hal tersebut juga yang menjadikan
berlakunya giyas terhadap gaji seorang pegawai dengan sumbangan atau
bantuan keuangan yang oleh Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, dan Umar bin Abdul
Aziz dikenakan sebagai zakat. Qiyas juga diberlakukan oleh para sahabat
mengenai berlakunya zakat pada sutera dan produk hewani lainnya, yang
dianalogikan dengan kewajiban zakat pada madu, yaitu sebesar 10%.
Mengenai giyas Yusuf al-Qaradawi juga mengutip pendapat Imam Syafii
tentang pemberlakuan zakat pada emas, hal itu terdapat pada kitabnya ar-
Risalah, ia berpendapat bahwa Rasululullah saw. mewajibkan zakat pada mata
uang (perak). Kemudian setelah beliau wafat, Islam memberlakukan zakat
pada emas, baik dilandaskan pada hadis nabi yang belum ditemukan, ataupun
dengan menganalogikan emas dengan mata uang yang disimpan oleh manusia,
serta dijadikan alat tukar dalam transaksi baik sebelum atau sesudah adanya
Islam.7?

Mewajibkan zakat pada uang emas, VYyaitu sebagai jaminan
internasional untuk sebagian negara di dunia bukanlah perkara yang mudah.
Akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah saw. Islam telah mewajibkan zakat

tersebut dengan dasar giyas, dan giyas merupakan metode yang paling relevan

1 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat.
72 yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 29.
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digunakan. Namun jika belum ada hadis yang ditemukan oleh Imam Syafii
mengenai kewajiban zakat terhadap mata uang, serta belum diterima oleh para
ahli hadis seperti Imam Malik, Bukhari, Muslim, maka metode giyas bukanlah
metode yang relevan digunakan, dan bahkan dianggap proses penetapan
hukum yang menyimpang. Sehingga Imam Malik dalam kasus ini lebih
berpedoman pada peristiwa yang telah terjadi dibandingkan dengan hadis.
Beliau berpendapat bahwa sunnah yang tidak memiliki perbedaan pendapat
yaitu seperti diwajibkannya zakat pada 20 dinar emas secara tunai seperti
halnya diwajibkannya zakat pada 200 dirham perak.

Kemudian selain berpedoman pada giyas Yusuf al-Qaradawi juga
meninjau suatu penetapan hukum dengan pertimbangan tujuan dan manfaat.*”®
Para ulama telah menjelaskan bahwasanya syariat atau hukum Islam
ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan hidup manusia baik
di dunia maupun akhirat, dimulai dari kebutuhan primer hingga tersier. Hal itu
sebagaimana yang diungkapkan oleh asy-Syatibi bahwasanya pengujian
syariat dilakukan pada dalil-dalil atau nas yang bersifat umum dan sekitarnya.
Sehingga pengujian terhadap syariat tidak hanya terbatas pada dalil atau
peristiwa khusus saja, melainkan syariat dalam makna keseluruhan yang
menjadi media atau tempat pengujian itu sendiri. Asy-Syatibi sebagaimana
yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi dalam kajian ini berpendapat bahwa
Dasar dalam ibadah yang dinisbatkan kepada seorang mukallaf ialah
melaksanakannya tanpa melihat apa tujuannya, dan dasar dari adat
(muamalah) ialah dengan melihat apa tujuannya.!’

Adanya pendapat tersebut membuat Yusuf al-Qaradawi menekankan
kembali mengenai pembahasan zakat yang seringkali disebut bersamaan
dengan salat dalam Al-Qur’an dan kajian fikih ibadah. Akan tetapi ia lebih
menekankan bahwa zakat merupakan tradisi atau adat berupa kehidupan sosial
(muamalah), hal itu dikarenakan zakat merupakan persoalan harta kekayaan

yang dimiliki umat Islam. Zakat dinilai sebagai media penghubung yang

173 CJLZAZJB M\:&J\ S8l Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 30.
174 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat.
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menjembatani antara orang-orang kaya dengan orang-orang yang berhak
menerimanya dalam sebuah negara. Selain itu, dalam literatur kajian fikih
finansial dan administratif dalam pembahasannya memasukan zakat, pajak
pertanian, penghasilan (kekayaan), hukum tata negara, serta politik hukum.
Beberapa pembahasan tersebut merupakan bagian yang sudah dikenal secara
luas termasuk dalam kajian administrasi kenegaraan dan keuangan dalam
Islam. Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa memasukan zakat dalam
ranah fikih sosial-ekonomi merupakan metode dalam fikih kontemporer yang
dibutuhkan saat ini, ketimbang memasukannya dalam ranah fikih ibadah yang
masih bernuansa klasik. Begitu juga dari segi kodifikasi, zakat sudah
seharusnya masuk dalam Klasifikasi perundang-undangan sosial dan
ekonomi .1’

Meski demikian, hal itu tidak serta merta mengeluarkan zakat dari
ranah ibadah. Sebagaimana asy-Syatibi menyampaikan bahwa tradisi yang di
dalamnya terdapat poin-ibadah, wajib hukumnya untuk patuh sesuai dengan
apa yang dikatakan nas tersebut. la mencontohkan beberapa persoalan seperti
kewajiban membayar mahar dalam pernikahan, pembagian harta warisan,
aturan menyembelih binatang pada bagian tertentu untuk dikonsumsi, serta
berbagai macam aturan terkait masa idah dalam perceraian, dan rujuk.
Mengenai besaran kadar dan nisab zakat, Yusuf al-Qaradawi telah
memasukannya dalam pembahasan tradisi, hal itu dikarenakan setiap
persoalan di dalamnya sudah ditetapkan secara mutlak oleh pembuat hukum.
Selain itu persoalan zakat juga telah disepakati oleh umat Islam di sepanjang
zaman peradaban Islam, oleh karenanya setiap aturan dan teks-teks yang
diundangkan harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi teksnya. Sehingga
Yusuf al-Qaradawi juga tidak sependapat dengan seseorang yang dalam
menentukan kadar nisab pada zakat, hanya berpedoman dengan alasan
menjaga kemaslahatan dan kepentingan umum saja. Jika hal itu terjadi, maka

zakat hanya dianggap seperti pajak biasa, yaitu tidak terdapat nilai religius

15 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat.
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yang terkadung di dalamnya, seperti kebanyakan pajak yang diterapkan di
banyak negara di berbagai belahan dunia.

Terdapat satu metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam
menetapkan hukum dalam zakat, namun tetap berpedoman pada tercapainya
tujuan syariah berupa kemaslahatan umat, dan meninggalkan masalah yang
merugikan umat Islam. Metode tersebut seperti yang pernah digunakan oleh
Imam Malik yaitu bahwa kepentingan umum (a/-Maslahah al-Mursalah) harus
tetap menjadi landasan hukum bersamaan dengan adanya usaha preventif (Sad
az-Zara’i’). Meskipun mayoritas ulama Hambali menolak teori tersebut,
namun Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim mendukung adanya metode
tersebut. Adanya dasar tersebut yang membuat Ibnu Qayyim melahirkan
metode atau teori mengenai perubahan fatwa yang disesuaikan dengan
dinamika atau perubahan dalam waktu, tempat, situasi, tujuan, serta tradisi.!’®

Salah satu contoh mengenai perubahan fatwa akibat adanya perubahan
waktu dan tempat yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi yaitu mengenai
peristiwa diutusnya Mu’az bin Jabal oleh Rasulullah saw. ke Yaman. Beliau
mengutus Mu’az agar mengambil zakat dari orang-orang kaya kepada para

mustahik. Mengenai hal tersebut Rasulullah saw. bersabda:

CJ;S,-
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Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Sawwad al-Misriyyu, la
berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab Ia
berkata, telah memberi kabar kepada kami Sulaiman bin Bilal, dari
Syarik bin Abi Namir, dari ‘Ato’ bin Yasar, dari Mu’az bin Jabal,
bahwa Rasulullah saw. mengutus Mu’az ke Yaman, dan la bersabda:

176 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 31.

17 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwaini, Sunan lonu Majah,
| (Riyad: Maktabah al-Ma’arif 1i an-Nasyr wa at-Tauzi', 1996) 315-316, Hadis nomor 1814,
Kitab az-Zakat, Bab Ma Tujibu Fihi az-Zakatu min al-Amwal, Hadis daif menurut
Muhammad Nasiruddin al-Albani.
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Pungutlah gandum dari gandum, kambing dari kambing, unta dari
unta, dan sapi dari sapi.

Namun Mu’az melihat ada sisi kemudahan dalam pesan tersebut,
sehingga ia meyakini dibalik itu terdapat kemaslahatan bagi umat Islam dan
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh umat Islam. Pesan tersebut
diperintahkan agar tidak menyulitkan serta memberi kemaslahatan bagi
masyarakat Madinah, tentu jika zakat itu tidak dibebankan terlalu besar.
Sehingga Mu’az memerintahkan dalam suatu khotbahnya agar membayarkan
zakatnya dengan tombak dan pakaian yang dimiliki dan dibuat sendiri, serta
mengganti biji-bijian yang mereka punya sebagai makanan pokok (jagung,
gandum). Dengan begitu zakat tidak memberatkan masyarakat Islam serta
lebih bermanfaat bagi masyarakat Muhajirin di kota Madinah. Begitu juga
dengan perihal zakat profesi, Yusuf al-Qaradawi dalam penetapan hukumnya
tidak hanya berpatokan pada keumuman nas, ijmak, dan giyas saja, akan tetapi
juga memperhatikan kemaslahatan umatnya.'’®

Sementara itu Didin Hafidhuddin juga menetapkan kewajiban zakat
profesi dari keumuman Al-Qur’an dalam surah at-Taubah ayat 103, al-
Bagarah ayat 267, dan surah az-Zariyat-ayat 19. la mengutip pendapat dari
Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Zhilalil Qur’an yang menafsirkan surah
al-Bagarah ayat 267, yaitu bahwa ayat tersebut membahas mengenai cakupan
seluruh harta kekayaan manusia yang diperoleh dengan metode yang baik dan
halal. Selain itu cakupannya juga meliputi semua yang dikeluarkan dari bumi
olen Allah Swt. seperti hasil dari pertanian, peternakan, serta hasil
pertambangan. Cakupan semua harta dalam ayat tersebut bermakna bahwa
harta yang dimaksud dapat berarti ada contohnya pada zaman Rasulullah saw.,
maupun baru muncul pada era sekarang. Begitu juga dengan ketentuanya
dapat mengikuti sunnah Rasulullah saw. maupun dengan penganalogian

terhadapnya. Adapun yang dimaksud dengan kalimat hagqun ma’lum pada

18 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 33.
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surah az-Zariyat ayat 19 maknanya merupakan kewajiban zakat atas semua
harta yang dimiliki jika telah mencapai kadar nisabnya.'’®

Selain dari keumuman beberapa ayat tersebut, Didin Hafidhuddin
mewajibkan zakat profesi berdasarkan pendapat ulama terdahulu maupun
kontemporer. Sebagian ulama menyebut dengan istilah umum yaitu a/-amwal,
sedangkan secara khusus biasa disebut dengan istilah a/-mal al-mustatad,
seperti yang biasa disebut oleh Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya Figh az-
Zakat, dan disebut oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Figh al-1slami
wa ‘Adilatuhu. Beliau juga meninjau dari sudut pandang asas keadilan sebagai
ciri khas utama kajian Islam, dalam mewajibkan zakat profesi. Adanya
kewajiban zakat terhadap pegawai dirasa lebih adil, ketimbang hanya
mewajibkan zakat hanya pada harta tertentu saja. Misalnya adanya kewajiban
zakat pertanian pada petani yang secara umum kondisinya belum tentu baik,
tetap diwajibkan kepadanya untuk tetap berzakat. Maka kewajiban zakat atas
berbagai profesi yang bergaji tinggi juga sangat layak dan adil untuk
ditetapkan.*€°

Adanya - kewajiban zakat profesi selaras ~dengan dinamika
perkembangan umat manusia khususnya umat Islam dalam bidang ekonomi.
Penghasilan dari berbagai profesi dinilai akan terus berkembang, hal ini
dikarenakan semakin banyaknya profesi baru yang terus bermunculan.
Kewajiban zakat yang diberlakukan kepada para pegawai menunjukan bahwa
syariat Islam begitu kritis dalam menyambut setiap perkembangan ekonomi
yang ada dari masa ke masa. Didin Hafidhuddin mengutip pendapat Afif
Abdul Fatah Tabari yang menyatakan bahwa aturan tersebut bukan hanya
sekedar berpedoman pada asas keadilan bagi umat manusia. Akan tetapi juga
berorientasi kepada kemaslahatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan
manusia, dan pemerataan pendapatan yang terus berkembang sepanjang

zaman. 18!

179 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 94-95.
180 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 95-96.
181 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern.
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Adapun ketentuan nisab, kadar, dan haul dalam zakat profesi Didin
Hafidhuddin dan Yusuf al-Qaradawi mempunyai metode penetapan
hukumnya masing-masing. Yusuf al-Qaradawi memulainya dengan ketentuan
setahun, yang terkenal di kalangan ulama fikih sebagai syarat yang wajib
dipenuhi baik benda penghasilan maupun bukan. Hal itu berlandaskan dari
banyaknya hadis-hadis mengenai Kketentuan setahun serta penilaian
terhadapnya yang berlaku bagi seluruh jenis kekayaan termasuk kekayaan dari
hasil usaha. Lebih jelasnya ketentuan setahun itu berdasarkan hadis-hadis
yang diriwayatkan dari para sahabat, yaitu Ali, Ibnu Umar, Anas, dan Aisyah.
Namun hadis-hadis tersebut dianggap lemah, dan tidak dapat dijadikan
dasaran hukum. Berikut ini merupakan salah satu hadis dari Ali yang

diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersinggungan dengan ketentuan haul:
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Artinya:

Teleh menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud al-Mabhri, dari
Ibnu Wahab oleh Jarir bin Hazim, ada yang mengatakan dari Abu
Ishaq, dari ‘Asim bin Damrah, dan Haris al-A’war, dari Ali r.a., dari
Nabi saw. bersabda: “Bila engkau memiliki 200 dirham, dan sudah

182 Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as as-Sijistani, Sunan Abu Daud, | (Riyad:
Maktabah al-Ma’arif li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2003), 271-272, Hadis nomor 1573, Kitab az-
Zakat, Bab fi Zakati as-Sa'imah.
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setahun, maka zakatnya adalah 5 dirham, serta tidak ada kewajiban
zakat atas emas sampai engkau memiliki 20 dinar yang sudah setahun,
zakatnya yaitu setengah dinar”. Lebih dari itu menurut ketentuan
tersebut, Abu Daud berkata, “Saya tidak tahu apakah Ali yang
mengatakan “lebih dari itu menurut ketentuan”, ataukah Nabi saw.”
Begitu juga mengenai kewajiban setahun bagi zakat, selain dari Jarir.
Hadis Nabi tersebut kemudian bersambung dengan hadis, “Tidak ada
kewajiban zakat terhadap suatu kekayaan sampai melewati masa
setahun (haul)”.

Terhadap hadis tersebut, terdapat beberapa komentar dari para ulama
yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi yaitu sebagai berikut:*

1. Ibnu Hazm yang diikuti olen Abdul Haq ia berpandapat bahwa hadis
tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dan Jarir bin Hazim dari Abu
Ishaq dari ‘Asim, dan Haris dari Ali. Abu Ishag membandingkan ‘Asim
dan Haris, bahwa Haris adalah seorang pembohong, yang mengaitkan
dengan Nabi saw. sementara ‘Asim tidak. Sedangkan Jarir bin Hazim
mempersatukan kedua hadis dari Haris dan ‘Asim tersebut. Hadis itu juga
diriwayatkan oleh Syu’bah, Sufyan, serta Mu’ammar dari Abu Ishaq, dari
‘Asim, dari Ali dengan mauquf'® Semua hadis yang diriwayatkan oleh
‘Asim akan selalu sampai di ‘Ali, dan seandainya Jarir bin Hazim
mengaitkan dengan ‘Asim beserta penjelasannya, maka Ibnu Hazm akan
menerima hadis tersebut.

2. lbnu Hajar berkomentar dalam kitabnya, ia mengomentari pendapat Ibnu
Hazm bahwa hadis tersebut juga diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Abu
‘Awanah dari Abu Ishaq, dari ‘Asim dari Ali sebagai hadis marfir’ e
Menurutnya hadis tersebut tidak menyinggung terkait ketentuan setahun
(haul), sehingga hadis tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum

dalam kasus haul.

183 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 493-494.

18 Hadis maugquf ialah hadis yang disandarkan (menyertakan) Sahabat Nabi, baik
dari segi perkataan, perbuatan, maupun keputusan. Lihat Mahmud at-Tahhan, Taisir Mustalah
al-Hadis, 11 (Riyad: Maktabah al-Ma’arif li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2010), 162.

185 Hadis marfu’ialah hadis yang disandarkan (menyertakan) kepada Nabi saw. baik
dari segi perkataan, perbuatan, keputusan, atau karakternya. Lihat Mahmud at-Tahhan, 7aisir
Mustalah al-Hadis, 11 (Riyad: Maktabah al-Ma’arif li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2010), 160.
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3. Sama halnya seperti Haris, ada yang mengatakan bahwa ‘Asim juga tidak
ada jaminan bahwa ia seorang yang jujur. Munziri dalam Mukhtasar as-
Sunan mengatakan bahwa Haris dan ‘Asim tidak dapat dipercaya. Namun
Zahabi berpendapat bahwa terdapat empat orang yang meriwayatkan hadis
tersebut dan telah dikuatkan oleh Ibnu Madini dan Ibnu Mu’ayyan. Ahmad
berargumen bahwa ‘Asim lebih baik dari Haris, begitu juga dengan Nasa’i
ia berpendapat bahwa ‘Asim dapat dipercaya. Ibnu Hibban menganggap
‘Asim lebih baik dari Haris, tapi ‘Asim merupakan seorang yang pelupa,
dan selalu menggantungkan perkataanya kepada Ali. Sehingga pendapat
tesebut mendungkung pendapat Munzir bahwa hadis tersebut tidak dapat
dijadikan landasan hukum.

4. lbnu Muwaq berpendapat bahwa hadis tersebut perlu diwaspadai, hal itu
dikarenakan terdapat kecacatan yang tersembunyi di dalamnya.
Menurutnya Jarir bin Hazim tidak mungkin mendengarnya dari Abu Ishagq,
namun hadis tersebut diriwayatkan oleh penghafal seperti Sahnun,
Harmala, Yunus, Bahr bin Nasr dan penghafal lainnya. Hadis tersebut
diriwayatkan dari Ibnu Wahab dari dari Jarir bin Hazim dari Haris, dari
Nabhan dari Hasan bin ‘Imarah, dari-Abu Ishaq. Ibnu Muwaq mewaspadai
dan meragukan hadis tersebut karena tidak adanya Hasan bin ‘Imarah
dalam sanad, sehingga hadis tersebut tidak dapat dipercaya.

Ibnu Hajar mempunyai tanggapan terhadap pernyataan lbnu Muwagq,
menurutnya lbnu Muwaq telah berlawanan dengan pendapatnya, bahwa
sebenarnya hadis dari Ali tersebut sanadnya benar, dan dapat dijadikan
landasan hukum, namun bukan hukum yang berkaitan dengan syarat haul.
Menurut Yusuf al-Qaradawi memang benar hadis-hadis tersebut terdapat
kecacatan, oleh sebab Haris dan ‘Asim yang diragukan kejujurannya, seperti
apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Muwaq dan Ibnu Hajar. Namun Yusuf al-
Qaradawi menambahkan bahwa sejatinya Allah Swt. yang lebih mengetahui.
Mereka yang berargumen bahwasanya hadis dari Ali itu merupakan hadis

hasan, jika mereka mengetahui penjabaran Ibnu Muwaq dan Ibnu Hajar, maka



82

dapat dipastikan mereka akan meralat pendapatnya dan menyatakan bahwa
hadis tersebut cacat.'8®

Ibnu Hajar juga mengomentari terkait hadis dari Ibnu Umar yang
berkaitan dengan syarat adanya haul. Periwayat dalam hadis Ibnu Umar
diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqgi yang di dalamnya terdapat Ismail
bin ‘Iyasy. Namun mereka menerima sumber bukan dari penduduk Syam
sehingga hadisnya tergolong lemah (daif). Hadis tersebut juga diriwayatkan
oleh Ibnu Numair, Mu’tamar, dan beberapa yang lain yang bersumber dari
gurunya Ubaidillah bin Umar. Akan tetapi hadis tersebut terputus dalam
periwayatan Nafi’, dan hal itu dibenarkan oleh Daruqutni dalam al-‘/la/
bahwa hadis tersebut memang mauquf. Mengenai hadis dari Anas Daruqutni
juga meriwayatkan hadis tersebut dari Hasan bin Syiah. Namun hadis tersebut
tergolong daif karena Hasan bin Syiah meriwayatkan seorang diri dari Sabit.
Ibnu Hiban mengomentari dalam kitabnya bahwa ia meragukan hadis yang
diriwayatkan seorang diri saja, sehingga hadis tersebut tidak dapat dijadikan
landasan hukum. Begitu juga hadis dari Aisyah yang telah dibahas
sebelumnya mengenai ketentuan setahun juga merupakan hadis daif,
dikarenakan adanya Harisa bin Abu.  Rijal yang lemah. Meskipun ada
tanggapan dari Ibnu Qayyim bahwa hadis tersebut ialah sahih.*8’

Jika ketentuan haul tidak terdapat dalil yang sahih, serta juga tidak
terdapat ijmak qauli maupun sukuti, maka para sahabat dan tabiin juga
berselisinh pendapat mengenai ketentuan haul dalam al-mal al-mustafad. Ada
yang mewajibkan syarat haul, dan ada juga yang harus membayarkan zakatnya
saat menerima harta penghasilan. Namun perselisihan tersebut bukan
bermakna bahwa satu pendapat lebih kuat dari pendapat yang lain. Hal
tersebut harus dikaji dengan nas lain, seperti dalil secara umum dalam firman
Allah Swt. pada surah an-Nisa ayat 59, “Bila kalian berselisih dalam suatu hal,

kembalikanlah hal itu pada Allah dan Rasul”.'® Terdapat beberapa sahabat

186 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat.
187 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 495.

199 5Ty T ) 4535 co8 3 18555 06, an-Nisd (4): 59.
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yang setuju dengan syarat haul seperti Abu Bakar, Umra, Aisyah, dan Ali.
Namun terdapat sahabat dan tabiin yang menolak syarat haul seperti Ibnu
Abbas, Mu’awiyah, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, dan az-Zuhri. Seperti pada
hadis dari Abi Syaibah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut ini:

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Hisyam, dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenai seorang laki-laki yang
mendapatkan harta penghasilan, ia berkata, “Dia mengeluarkan
zakatnya ketika ia mendapatkan manfaat hartanya.”

Hadis tersebut sahih menurut lbnu Abbas, begitu juga sahih menurut
Ibnu Hazm. Sehingga dapat disimpulkan, sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-
Qaradawi yaitu bahwa ketentuan setahun untuk al-mal al-mustafad tidak
diberlakukan menurut pandangan Ibnu Abbas. Namun, Abu Ubaid menentang
pandangan tersebut beliau menegaskan bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh
Ibnu Abbas adalah mengenai zakat pada tanah. Hal itu dikarenakan pada masa
itu masyarakat Madinah menilai tanah sebagai harta benda (berpenghasilan).
Banyak ulama selain Abu Ubaid yang menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh
Ibnu Abbas merupakan zakat dari emas dan perak. Akan tetapi jika lbnu
Abbas tidak mengaitkan hal ini dengan zakat pada tanah, Abu Ubaid tidak
mengerti apa makna sesungguhnya dari hadis tersebut.'*

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa Abu Ubaid merupakan ahli
dalam persoalan zakat pada harta benda. Abu Ubaid mempunyai ijtihad dan
tarjih yang baik, akan tetapi pada persoalan hadis tersebut, Yusuf al-Qaradawi
tidak sepaham dan menganggap pendapat Abu Ubaid lemah. Hal itu
dikarenakan tidak sepaham dengan pemahaman umat serta para ulama
sebelum masanya. Jika pendapat Abu Ubaid benar, yaitu tidak sepakat dengan
Ibnu Abbas, maka seharusnya Ibnu Abbas tidak akan pernah menganggap Abu

189 Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Abi Syaibah al-'Abasi al-Kufi, a/-Musannif,
VI (Riyad: Dar Kunuz Isybiliya li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2015), 261, Hadis nomor 10.512,
Kitab az-Zakat, Bab Man Qala Yuzakkihi Izan Istafadah.

190 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 499.
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Ubaid orang yang istimewa, oleh karena Abu Ubaid seringkali banyak

meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Hadis tersebut pada dasarnya harus

dipahami secara tekstual tanpa adanya penafsiran, kecuali jika pada sebuah

hadis terdapat sesuatu yang menghambat pemahaman jika dikaji secara

tekstual saja. Akan tetapi menurut Yusuf al-Qaradawi penghambat tersebut

tidak ada dalam hadis tersebut. Menurut Yusuf al-Qaradawi pernyataan Abu

Ubaid mengenai adanya penghambat dalam hadis itu tidak dapat diterima

seperti pada penjelasan singkat sebelumnya. Kemudian Yusuf al-Qaradawi

menjabarkan beberapa hal yang menyebabkan pendapat Abu Ubaid tidak

dapat diterima yaitu sebagai berikut:*%*

1.

Ibnu Abbas dalam fatwa-fatwanya tidak pernah seorang diri, maknanya
bahwa setiap pendapatnya selalu disepakati oleh Ibnu Mas’ud dan
Mu’awiyah. Selain itu pendapatnya juga diikuti oleh ulama sesudahnya
yaitu Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, dan ulama lainnya.

Seorang sahabat yang juga seorang mujtahid dalam persoalan yang tidak
terdapat dalil-dalilnya, tidak diwajibkan untuk menunggu adanya fatwa
dari ulama lain. Kemudian sahabat tersebut mendeklarasikan pendapat
serta ijtihadnya jika itu relevan, atau sebaliknya hanya menyimpannya jika
pendapat dan ijtihadnya tidak relevan dengan ulama lain. Jika hal itu tetap
dilakukan, maka tidak ada seorang mujtahid yang berani untuk
mengeluarkan pendapatnya. Hal yang benar adalah jika seorang mujtahid
tetap mengeluarkan pendapatnya meskipun tidak relevan dengan ulama
lain.

Adanya seorang sahabat yang mempunyai pandangan sendiri bukanlah
persoalan yang tabu, sehingga tidak dapat dihindari. Persoalan tersebut
sudah sering terjadi di wilayah hukum Islam. Seperti Ibnu Abbas yang
mempunyai pendapatnya sendiri mengenai nikah mut’ah, daging himar
yang dipelihara, dan lain sebagainya. Jika pendapat Ibnu Abbas itu
memang benar, maka pendapatnya tidak akan pernah relevan dengan

sahabat yang lain.

1 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 500.
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Abu Ubaid juga mejabarkan mengenai pandangan Umar bin Abdul
Aziz yang memungut zakat dari gaji seorang pegawai. Umar juga memungut
zakat dari harta sitaan serta harta berupa hadiah yang telah didapatkan oleh
penerimanya. Adapun apa yang disebut dengan istilah ‘Umalah merupakan
upah yang diterima seorang pekerja. Sedangkan AMazalim ialah harta sitaan
yang diraih oleh penguasa dari orang-orang yang zalim yang pemiliknya
mengakui bahwa barang tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi. Jika barang
tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, maka barang itu menjadi
penghasilan yang baru untuknya. Sementara U’tiyat adalah sebuah istilah
untuk penyebutan harta seperti honorarium untuk biaya hidup seseorang.
Harta tersebut berasal dari Bait a/-Mal untuk tentara dan umat Islam yang
berada dalam kekuasaannya. lIbnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa
pemungutan pada zakat pemberian dan hadiah adalah pendapat dari Umar bin
Abdul Aziz. Perihal lain seperti hadiah-hadiah atau biaya lain yang diberikan
kepada para pegawai baik dalam bentuk hadiah maupun tip juga dikenakan
zakatnya. Persoalan tersebut sama seperti apa yang sudah diberlakukan di
banyak negara saat ini, seperti pengenaan pajak pada hadiah tersebut.%2

Mengenai zakat profesi Yusuf al-Qaradawi juga mengutip pendapat
Zuhri dan Hasan yang serupa pendapatnya dengan Ibnu Hazm, al-Auza’i, dan
Ahmad bin Hambal. Pendapatnya sama seperti yang pernah dibahas
sebelumnya, yaitu mengenai seseorang yang mendapatkan uang sewa atas
penyewaan rumahnya wajib dikenakan zakat ketika menerimanya. Ahmad
berpendapat dari beberapa ulama bahwa seorang yang menerima penghasilan
mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya. Pendapat tersebut juga selaras
dengan pendapat Nasir, Sadiq, dan Baqir dari sekelompok ulama Makkah
seperti dari mazhab Daud. Mereka berpendapat bahwa siapa saja yang
mendapatkan harta dan telah mencapai nisab, maka harus membayarkan
zakatnya ketika menerimanya. Sumber dari pendapat mereka adalah
keumuman hadis mengenai kewajiban zakat seperti pada sabda Nabi saw.,

192 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 502-503.
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“Uang perak zakatnya adalah sebesar 2,5%”.1% Berdasarkan hadis tersebut,
masa setahun bukanlah sebuah syarat tersendiri, akan tetapi hanyalah sebuah
jangka waktu antara dua pembayaran zakat. Hal itu seperti yang telah
dilakukan oleh Rasulullah saw., bahwa Nabi memungut zakat pada akhir
tahun tanpa melihat keadaan harta orang tersebut cukup senisab atau tidak,
ketika di awal tahun.1%

Para Imam Mazhab juga menanggapi syarat haul pada zakat profesi
dengan beragam pendapat. Yusuf al-Qaradawi mengutip pendapat Ibnu Hazm
bahwa Abu Hanifah memberi ketentuan pada harta penghasilan agar
dikeluarkan setelah setahun penuh di tangan pemiliknya. Namun, jika pemilik
harta tersebut mempunyai harta yang sejenis, maka zakat dari harta
penghasilan tersebut wajib segera dibayarkan di awal tahun apabila telah
mencapai nisab. Oleh karena itu, jika seorang memperoleh harta penghasilan
pada waktu pengeluaran yang hampir bersamaan dengan harta lain yang
sejenis, maka ia wajib  membayarkan kedua jenis harta tersebut secara
bersamaan. Meskipun dalam hal ini harta tersebut berbentuk emas, perak,
binatang ternak, dan jenis harta lainnya. Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam
Malik berpendapat bahwa zakat dari harta penghasilan dibayarkan ketika
sudah mencapai masa setahun, meskipun terdapat harta yang sejenis yang
dimilikinya, kecuali jenis harta binatang ternak. Oleh karena itu jika seseorang
memiliki beberapa binatang ternak sejenis yang tidak seinduk, maka wajib
dikeluarkan zakatnya secara bersamaan dengan syarat telah mencapai haul dan
nisabnya. Akan tetapi jika mempunyai beberapa jenis binatang ternak (anak)
yang seinduk, maka waktu pengeluarannya mengikuti masa setahun induknya,
baik telah mencapai nisab maupun belum.®

Adapun Imam Syafii berpendapat bahwa zakat dari harta penghasilan

dibayarkan ketika telah mencapai masa setahun, meskipun mempunyai harta

193 ;w’J\ & (zdl 252d)) 33}5\ Qs , Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’a$ as-Sijistani,

Sunan Abu Daud, 1 (Riyad: Maktabah al-Ma’arif li an-Nasyir wa at-Tauzi' 2003), 270, Hadis
nomor 1567, Kitab az-Zakat, Bab fi Zakati as-Sa'imah.

194 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 503-504.

195 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat.
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sejenis yang telah mencapai nisab. Sementara zakat pada anak binatang ternak
ditunaikan bersamaan dengan zakat induknya jika telah mencapai nisabnya.
Sebaliknya jika belum mencapai nisab, maka zakat pada binatang ternak tidak
diwajibkan. Namun Ibnu Hazm beranggapan bahwa pendapat-pendapat
tersebut adalah sebuah kesalahan, ia berpendapat bahwa bukti adanya
kesalahan adalah dengan menemukan banyaknya perselisihan di antara
pendapat mereka. Pendapat tersebut menurut Ibnu Hazm hanya berisi dugaan
tanpa ada dasar Al-Qur’an dan Hadis Sahih, maupun dari pandangan atau
pendapat yang dapat disambut dengan baik. Ibnu Hazm melawan semua
perselisihan tersebut dengan berpendapat bahwa ketentuan haul berlaku bagi
semua jenis harta benda termasuk harta penghasilan ataupun binatang ternak.
Akan tetapi pendapatnya bertentangan dengan pendapat Daud Zahiri, ia
berpendapat bahwa zakat dari harta penghasilan wajib dibayarkan tanpa
menunggu syarat setahun, meskipun Daud Zahiri- juga tidak benar-benar
terbebas dari kesalahan yang sama dengan para Imam Mazhab,®
Sementara itu mengenai waktu pengeluaran pada zakat profesi dalam
pertimbangannya bergantung pada tempo penerimaan pendapatan setiap
pegawai. Penerimaan pendapatan pada setiap profesi sangat beragam, ada
yang mendapatkan pendapatan setiap hari seperti seorang dokter, kontraktor,
penjahit dan pekerjaan sejenisnya. Meskipun kebanyakan pegawai
mendapatkan pendapatan setiap bulan, tapi beberapa pegawai juga
mendapatkannya setiap minggu. Sehingga dari berbagai macam waktu
penerimaan tersebut perlu adanya kajian lebih lanjut agar zakat pada
penghasilan dapat berlaku secara adil. Adapun yang berkaitan dengan waktu
pengeluaran zakat profesi dan adanya syarat haul, Yusuf al-Qaradawi
menjabarkannya dengan beberapa poin yaitu sebagai berikut:'%’
1. Adapun kemungkinan pertama ialah memberlakukan pembayaran zakat
pada saat menerima pendapatan atau gaji. Adanya ketentuan tersebut tentu

sangat adil bagi pegawai yang memiliki gaji yang tinggi dan sudah

196 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 504-505.
7 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 514-515.
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mencapai nisab. Pendapat ini dapat dibenarkan, karena akan membebaskan
pegawai yang mempunyai gaji kecil, sehingga keadilan dapat dicapai.
Ketentuan tersebut juga sesuai dengan pendapat sahabat dan para ulama
fikih yang menyatakan bahwa zakat pada harta penghasilan dibayarkan
ketika menerimanya, serta cukup senisab hingga akhir tahun dan masih
ada sisa. Akan tetapi ketentuan ini berarti juga membebaskan para
pegawai yang pendapatannya tidak mencapai nisab setiap bulannya, tapi
mencapai satu nisab bahkan lebih, jika dikumpulkan selama setahun. Pada
kenyataanya hal tersebut lebih sering terjadi pada pegawai.

2. Kemudian yang kedua adalah membayarkan zakat setelah mengumpulkan
pendapatannya selama setahun. Para ulama fikih mensyaratkan setahun
(haul) pada zakat pertambangan, yaitu dengan mengumpulkan harta
tersebut secara tidak terputus hingga mencapai nisab. Berkaitan dengan
itu, para ulama fikih mempunyai perbedaan pendapat dalam pengumpulan
hasil tanaman dalam satu tahun. Mazhab Hambali berpendapat bahwa
segala jenis tanaman dan buah-buahan dapat dikumpulkan selama setahun
untuk mencapai nisab, walaupun tanah pertaniannya terpisah dan panen
sebanyak lebih dari sekali. Hal tersebut sama halnya dengan jagung yang
panen sebanyak dua kali. Sehingga atas dasar ini Yusuf al-Qaradawi
menyatakan bahwa syarat haul merupakan sebuah kesepakatan para ahli
hukum Islam, dan perpajakan masa kini. Kenyataannya, banyak
perusahaan dan pemerintah yang mengukur gaji pegawainya dengan
ukuran setahun, meskipun pembayarannya dilakukan setiap bulan karena
kebutuhan darurat para pegawai. Atas dasar hal tersebut, Yusuf al-
Qaradawi menetapkan syarat haul pada harta penghasilan bersih seorang
pegawai yang telah mencapai nisab.

Yusuf al-Qaradawi juga mengutip pendapat dari ulama salaf terkait
persoalan mengenai metode pembayaran zakat profesi. Beliau mengutip
pendapat az-Zuhri bahwa zakat penghasilan atau profesi dibayarkan secara
langsung, yaitu ketika menerima pendapatannya, sebelum ia menggunakan

pendapatannya. Namun, jika seseorang pegawai tersebut tidak menggunakan
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pendapatannya, maka zakatnya dibayarkan bersama dengan harta kekayaan
lainnya. Mengenai hal ini al-Auza’i pernah memberikan contoh mengenai
pendapatan yang diperoleh dari penjualan budak atau rumahnya, maka
zakatnya dibayarkan ketika uang tersebut diterima. Akan tetapi jika seseorang
tersebut memiliki bulan atau tahun tertentu untuk mengeluarkan zakatnya,
maka uang hasil penjualannya dibayarkan bersamaan dengan harta lain, sesuai
dengan ketentuan waktu yang ia miliki. Hal ini menunjukan bahwa umumnya
seseorang mempunyai tahun tertentu untuk membayarkan zakatnya, akan
tetapi jika terdapat kekhawatiran uang tersebut akan digunakan, maka
pendapatannya harus segera dibayarkan.'*®

Yusuf al-Qaradawi juga mengutip pendapat Makhul bahwa jika
seseorang memiliki ketentuan bulan tertentu untuk menunaikan zakatnya dan
ia membelanjakan uangnya, maka uang tersebut tidak terkena wajib zakat.
Uang yang wajib ditunaikan untuk zakat adalah uang yang berada dalam
ketentuan bulan yang dimiliki ketika jatuh waktunya. Tetapi jika seseorang itu
tidak memiliki ketentuan waktu tertentu, lalu ia mendapatkan gajinya, maka ia
harus mengeluarkan zakatnya ketika menerima uang dari gaji tersebut.
Makananya pendapat tersebut meringankan seseorang yang mempunyai
pendapatan dari sumber kekayaan lainnya, serta memiliki ketentuan waktu
tertentu dalam menunaikan zakatnya. Seseorang itu akan merasa ringan karena
diperbolehkan membelanjakan uangnya sebelum masa pembayarannya
zakatnya datang. Sebaliknya orang-orang yang tidak mempunyai sumber
kekayaan lain, serta tidak memiliki ketentuan waktu tertentu dalam
pembayaran zakatnya, ia akan merasa berat karena harus membayarkan
zakatnya secara langsung.

Kemudian Yusuf al-Qaradawi mengambil kesimpulan dari beberapa
pendapat tersebut. la berpendapat bahwa orang yang pendapatannya telah
mencapai nisab, maka mengikuti pendapat az-Zuhri dan al-Auza’i bahwa
zakat harus segera ditunaikan jika khawatir uangnya akan terbelanjakan. Akan

tetapi jika tidak terdapat kekhawatiran untuk menggunakan uangnya, zakatnya

198 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 516.
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boleh dibayarkan dengan menunggu setahun bersama kekayaan lain.
Kemudian untuk seseorang yang pendapatannya tidak mencapai nisab, Yusuf
al-Qaradawi mengikuti pendapat Makhul bahwa seseorang tersebut harus
membayarkan zakatnya bersama kekayaan lain agar mencapai nisabnya.
Maknanya pendapatan yang tidak mencapai nisab tidak diwajibkan untuk
membayarkan zakatnya, tetapi menunggu di waktu tertentu (untuk mencapai
nisab), sekalipun tidak mempunyai sumber kekayaan lainnya. Sementara
mengenai uang yang digunakan untuk kebutuhan pokok, juga tidak dikenakan
kewajiban zakat. Pemilihan pendapat tersebut bertujuan untuk meringankan
pegawai yang mempunyai gaji kecil yang belum mencapai nisabnya.**°

Mengenai besaran nisab pada zakat profesi, Yusuf al-Qaradawi dalam
pembahasan sebelumnya telah mengutip pendapat Muhammad al-Gazali
bahwa nisabnya dianalogikan dengan zakat pertanian ~dan buah-buahan.
Pengertian tersebut menunjukan bahwa jika seseorang mempunyai pendapatan
yang sama dengan seorang petani, maka wajib hukumnya untuk membayar
zakatnya. Maknanya, barang siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang
dari 653 kg gandum, maka diwajibkan zakat kepadanya. Yusuf al-Qaradawi
juga tidak menyangkal pendapat tersebut, akan tetapi ia berpendapat, bahwa
penentuan nisab pada zakat pertanian diambil dari tanaman pokok yang
menjadi tumpuan kehidupan manusia. Sehingga ia dalam kitabnya figh az-
Zakat berpendapat sebagai berikut:
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Artinya:

“Besaran nisab yang paling relevan digunakan ialah dengan nisab pada
uang, dan telah kami telah menetapkanya sebesar 85 gram emas.
Jumlah tersebut setara dengan 20 misgal hasil pertanian, seperti yang
disebutkan dalam riwayat.

19 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 516-517.
200 yYysuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 513.
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Beliau juga menambahkan bahwa alasan utama nisab zakat profesi
digiyaskan dengan nisab zakat uang, dikarenakan pendapatan yang diterima
juga dalam bentuk uang. Sehingga yang paling baik adalah menyamakan nisab
zakat profesi dengan zakat uang. Mengenai besaran yang harus dikeluarkan
juga sesuai dengan besaran pada zakat uang yaitu sebesar 2,5%. Pendapat
Yusuf al-Qaradawi mengenai nisab dan besaran kadar yang harus dikeluarkan
juga mengikuti tindakan Ibnu Mas’ud dan Mu’awiyah yang telah memungut
zakat profesi dari pasukan militer dan pekerja profesi lainnya. Hal itu juga
sesuai dengan apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yusuf
al-Qaradawi berpendapat bahwa adanya giyas terhadap pemotongan pada gaji
para tentara tersebut lebih kuat, jika dibanding dengan giyas terhadap hasil
dari pertanian. Adapun yang lebih relevan untuk digiyaskan dengan hasil
pertanian adalah penghasilan dari bangunan, industri, dan sejenisnya. Hal itu
dikarenakan penghasilan tersebut bersumber dari modal-modal yang
berpenghasilan tetapi modal tersebut tetap utuh, sebagaimana pada pertanian.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat dari gaji seorang pegawai lebih
ringan dari zakat pendapatan modal.?%

Pemberlakuan ketentuan zakat dari gaji seorang pegawai yang telah
dijabarkan sebelumnya, sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh ahli
perpajakan modern. Adanya besaran penetapan pajak berpedoman pada besar
atau kecilnya gaji yang diperoleh pegawai. Di dalam dunia perpajakan,
besaran pajak terhadap modal yang tetap dan berkembang berada di posisi
pertama sebagai pendapatan yang besaran zakatnya paling tinggi,
dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap pendapatan dari pekerja. Hal
itu dikarenakan modal merupakan harta yang paling konsisten, sementara
penghasilan dari sebuah pekerjaan merupakan sumber harta yang tidak stabil.
Para ahli pajak menegaskan bahwa pegawai yang memiliki penghasilan
rendah sudah sebaiknya dikurangi beban pajaknya. Bahkan beberapa orang
sosialis berpendapat bahwa pendapatan dari seorang pekerja atau pegawai

dapat dibebaskan dari beban pajak agar mendorong pekerjaan tersebut. Akan

201 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 519.
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tetapi Islam memiliki pandangan yang berbeda, Islam memandang pungutan
zakat sebagai wujud syukur atas nikmat, penyucian jiwa dan harta, serta
merupakan pemberian hak Allah Swt., hak masyarakat dan orang-orang
lemah. Sehingga Islam menegaskan bahwa pungutan zakat terhadap
penghasilan dari profesi merupakan sebuah kewajiban, seperti pungutan dari
penghasilan yang lain, meskipun besaran zakat yang harus dikeluarkan tidak
sama.?%?

Kemudian Yusuf al-Qaradawi juga mengaskan bahwa zakat profesi
diwajibkan hanya dari pendapatan bersih seorang pegawai. Pengambilan dari
gaji bersih bertujuan agar utang dan kebutuhan pokok seseorang dapat
terpenuhi terlebih dahulu. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa zakat
tersebut diambil atas harta seseorang yang sudah mencapai nisab, serta sudah
melebihi kebutuhan pokoknya. Selain itu, zakat juga dikeluarkan setelah
adanya pengeluaran dari biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan
tersebut. Ketentuan tersebut merupakan hasil giyas dengan zakat hasil bumi,
kurma dan sejenisnya. Sehingga jika seseorang hartanya telah mencapai nisab,
kemudian setelah dikurangi biaya-biaya yang wajib dikeluarkan nisabnya
tidak tercapai, maka seseorang tersebut tidak diwajibkan untuk membayar
zakat profesi. Kemudian apabila seorang pegawai telah mencapai nisab, dan ia
telah membayarkan zakatnya ketika menerima gaji, maka ia tidak wajib
membayar zakatnya lagi ketika masa tempo tahunnya sampai, agar tidak
terjadi pembayaran zakat dua kali pada suatu kekayaaan. Ketentuan bertujuan
agar tidak mempersulit diri sendiri, sementara Allah Swt sudah menegaskan
syariat agar dapat dijalankan dengan mudah serta dapat menimbulkan
kemaslahatan.?%3

Sementara Didin Hafidhuddin menggunakan metode (analogi) giyas
dalam menentukan besaran nisab, waktu pembayaran zakat, besaran kadar
yang dikeluarkan, serta cara pengeluaran dalam zakat profesi. Beliau mengutip
beberapa penganalogian dalam zakat profesi, meski demikian ia juga

202 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 520.
203 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakat, 517-518.
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mempunyai pendapat pribadi dan paling ditekankan dalam persoalan ini.
Pertama, zakat profesi dapat dianalogikan dengan dengan zakat perdagangan,
yaitu nisabnya sebesar 85 gram emas, dengan kadar sejumlah 2,5%. Adapun
pembayaranya dilakukan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok
menggunakan haul (setahun sekali). Zakat profesi juga dapat digiyaskan
dengan zakat pertanian, yaitu dengan nisab sebesar 653 kg padi atau gandum,
dengan kadar zakat sebesar 5%. Adapun pembayaranya dikeluarkan setiap
pegawai menerima pendapatannya tanpa menunggu setahun.?%

Kemudian zakat profesi juga dapat digiyaskan dengan zakat rikaz,
yaitu dengan kadar sejumlah 20% tanpa menggunakan nisab. Adapun
pambayarannya dikeluarkan tanpa menunggu setahun, yaitu ketika seorang
pegawai menerima pendapatannya. Didin Hafihuddin menekankan bahwa
zakat profesi dapat digiyaskan dengan dua zakat, yaitu pada zakat pertanian
serta zakat emas dan perak. Pada ketentuan nisab ia-menganalogikan dengan
zakat pertanian, yaitu sebesesar 653 kg padi atau gandum, dan dibayarkan
setiap pegawai menerima upahnya. Hal ini sama halnya dengan seorang petani
yang membayarkan zakatnya setelah panen terjadi. Ketentuan tersebut selaras
dengan surah al-An’am ayat 141, “tunaikanlah ‘haknya (zakat) ketika
memanen hasilnya”.?® Sehingga karena digiyaskan dengan zakat pertanian
maka tidak terdapat ketentuan haul, dan dapat disandarkan pada tradisi atau
‘urf dalam sebuah negara. Misalnya terdapat seorang dokter yang membuka
praktiknya dan mendapatkan upah setiap harinya, atau seorang pegawai yang
mendapatkan gajinya setiap bulannya, maka keduanya sama-sama harus
membayarkan zakatnya sebulan sekali.2’®

Adanya giyas terhadap zakat pertanian karena terdapat kemiripan
antara keduanya (asy-Syabah). Penghasilan yang didapatkan seorang petani
didapatkan ketika panen setiap musimnya, dan hal itu tidak berkaitan dengan

panen pada musim berikutnya. Sama halnya dengan seorang pegawai yang

204 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 96-97.
25 o3 ia5 535 435 15153, al-An’am (6): 141.
206 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 97.
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mendapatkan pendapatan setiap bulannya, dan tidak mempunyai hubungan
dengan bulan berikutnya atau sebelumnya. Persoalan tersebut berbeda dengan
seorang pedagang yang penghasilannya akan selalu berkaitan antara bulan
yang pertama dengan bulan lainnya, hingga akhir tahun. Sementara itu dari
kadar zakatnya Didin Hafidhuddin menganalogikan zakat profesi dengan
zakat uang. Hal itu disebabkan karena pendapatan seorang pegawai
didapatkan dalam bentuk uang. Oleh karena itu kadar zakat yang wajib
dikeluarkan oleh seorang pegawai yaitu sebesar 2,5%.

Adapun giyas syabah yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin dalam
menentukan nisab dan besaran kadar zakat profesi terhadap zakat pertanian
dan zakat uang (emas dan perak) merupakan giyas yang ‘illat hukumnya
diperoleh melalui metode syabah. Qivas Syabah diperoleh dengan
menyamakan furu’ atau cabang yang digsyaskan dengan hukum asal (a/-As/u),
yaitu pokok persoalan yang menjadi tempat bersandarnya hukum cabang. Hal
itu dikarenakan terdapat jami’, yaitu sebuah persoalan atau alasan yang
mempertemukan keduanya dalam bentuk yang serupa. Qiyas Syabah pernah
dibahas oleh Muhammad al-Amidi, ia memberi contoh bahwa seorang hamba
sahaya dapat dianalogikan ke dua hal, yang pertama yaitu pada manusia dalam
makna seorang yang merdeka. Kemudian yang kedua dapat digiyaskan pada
kuda, karena dapat berpindah kepimilikannya serta dapat dijual atau dibeli di
pasar.2’

Dari beberapa keterangan di atas, apabila seorang pegawai telah
mempunyai pendapatan yang telah mencapai nisab, maka wajib baginya untuk
membarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap sebulan sekali. Sebaliknya jika
seorang pegawai pendapatannya belum mencapai nisab, maka tidak
diwajibkan baginya dikenakan zakat profesi. Namun pegawai tersebut tetap
dianjurkan untuk tetap memperbanyak infak dan sedekah yang sesuai dengan
kemampuannya. Hal itu sebagaimana yang terdapat pada surah Ali Imran ayat
134 yang berbunyi:

207 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 98.
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Artinya:

“Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, dalam waktu yang
lapang atau sempit, dan orang-orang yang dapat menahan marahnya,
dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang
berbuat kebaikan.”

Didin Hafidhuddin menambahkan bahwa zakat profesi dalam
pandangan ekonomi modern masuk dalam Kklasifikasi flows, yaitu berkaitan
dengan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan waktu berkala sesuai
dengan perjanjian yang disepekati. Aktivitas pada flows dapat berjalan
berdasarkan waktu jam, hari, bulan hingga tahun, sehingga pengeluaran
zakatnya dilakukan berdasarkan kebiasaan masing-masing pegawai ketika
menerima gaji. Sebaliknya yaitu networth merupakan aktivitas ekonomi yang
didapatkan setelah dilakukan pengurangan terhadap kebutuhan pokok, dan jika
telah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya setiap setahun
sekali.?®®

Sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradawi dan
Didin Hafidhuddin dalam mewajibkan zakat profesi pada mulanya sama-sama
berlandaskan keumuman nas, seperti pada surah al-Bagarah ayat 267 dan at-
Taubah ayat 103. Selain itu keduanya juga mengutip pendapat dan ijmak para
ulama, yaitu mengenai al-mal al-mustafad serta kewajiban zakatnya.
Sementara itu mengenai ukuran nisab dan kadar yang wajib dikeluarkan,
keduanya memakai metode giyas, akan tetapi terdapat perbedaan di dalamnya.
Yusuf al-Qaradawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang,
sedangkan Didin Hafidhuddin menganalogikanya dengan zakat pertanian pada
nisabnya dan zakat uang pada kadarnya tanpa menggunakan haul. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai penalaran yang berbeda,
meskipun mempunyai tujuan yang sama Yyaitu untuk keadilan. Adapun

mengenai ketentuan setahun (haul) Yusuf al-Qaradawi pada awalnya banyak

208 Ali Imran (3): 134.
209 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 98.
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mengutip lemahnya hadis mengenai keharusan zakat dibayarkan dengan
menunggu setahun, akan tetapi kemudian ia berpendapat bahwa ketentuan
haul harus mempunyai beberapa ketentuan, tergantung pada kondisi dari
seseorang tersebut, hal itu beliau putuskan berdasarkan pendapat para ulama.
Zakat profesi dalam penelitian ini berfokus pada profesi pada pegawai
bank konvensional. Sehingga perlu adanya kajian mengenai hukum bunga,
hukum bekerja di bank, hukum menerima dan membayarkan zakat dari gaji
pegawai bank konvensional menurut Yusuf al-Qaradawi dan Didin
Hafidhuddin. Mengenai pendapatan dalam dalam bank konvensional,
sebelumnya telah dijabarkan mengenai pendapatan bunga dan non bunga
dalam pendapaatan operasional, sehingga hukum bunga menjadi kajian yang
penting dalam penelitian ini. Adapun Yusuf al-Qaradawi menganggap bunga
bank sama dengan riba yang diharamkan, hal itu dikarenakan adanya
tambahan harta yang disyaratkan dalam harta pokok tanpa adanya iwad.
Maknanya bunga tersebut didapatkan tanpa adanya akad atau persekutuan
dagang yang berpotensi mendapatkan untung dan rugi yang sama. Kemudian
mengenai riba pada bunga bank, Yusuf al-Qaradawi mengutip ayat 278-279
pada surah al-Bagarah. Adanya kata taubat dalam ayat tersebut Yusuf al-

Qaradawi menjabarkannya sebagai berikut:
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Artinya:
Adapun yang dimaksud dengan kata taubat ialah seseorang yang tetap
pada harta utamanya, serta berprinsip bahwa tambahan atasnya
merupakan riba. Bunga-bunga yang ditambakan pada pokok harta yang
diperoleh tanpa melalui musyarakah, mukhatarah, mudarabah, dan
perjanjian dagang lainnya merupakan riba yang diharamkan.

Yusuf al-Qaradawi juga pernah mengomentari pendapat Syekh Syaltut

mengenai diperbolehkannya memungut bunga bank dalam keadaan darurat

210 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 605.
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baik darurat individu maupun darurat yang sifatnya umum. Beliau Yusuf al-
Qaradawi menilai pendapat Syekh Syaltut yang berlebihan dalam memperluas
makna darurat, sehingga ia tidak sependapat dengannya. Syekh Saltut pernah
berpendapat bahwa menabung di bank merupakan hal yang berbeda dengan
persoalan bunga bank itu sendiri, Yusuf al-Qaradawi juga tidak sependapat
dengan hal tersebut. Lalu beliau menambahkan bahwasanya meskipun ada
yang mengatakan bahwa nasabah juga mempunyai risiko kerugian, apabila
bank mengalami kepailitan, namun hal itu sangat jarang terjadi. Dalam hal ini
para ulama telah sepakat bahwa sesuatu yang tidak sering terjadi, tidak dapat
dijadikan landasan hukum, sedangkan persoalan yang sering terjadi dapat
dijadikan sebagai hukum secara umum. Oleh karena itu sebuah persoalan
tertentu tidak dapat dijadikan batalnya suatu kaidah kulliyah (umum). Yusuf
al-Qaradawi berpendapat mengenai kaidah umum dalam persoalan menabung

di bank konvensional sebagai berikut:
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Artinya:
“Menurut kaidah umum, orang yang menyimpan hartanya (di bank)
dengan jalan riba, hanya memperoleh keuntungan tanpa adanya
kerugian. Maka, apabila mengalami kerugian, hal itu merupakan
sebuah kelangkaan, dan kelangkaan tidak dapat dijadikan sebagai
landasan hukum.”

Berkaitan dengan kaidah tersebut, memang benar bahwa bank
sejatinya memperdagangkan uang di dalamnya, akan tetapi nasabah di bank
konvensional tidak terlibat dalam perdagangan tersebut. Jika memang benar
nasabah ikut dalam hal itu, maka sejak awal nasabah mempunyai perjanjian
dengan bank, dan ikut menanggung jika mengalami kerugian. Akan tetapi
yang terjadi adalah sebaliknya, para nasabah akan menuntut serta meminta

uang mereka kepada pihak bank, dan pihak bank juga tidak mengelaknya.

21 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 607.
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Nasabah tidak akan ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh
bank, dan mereka akan meminta semua uangnya tanpa tersisa.'?

Sejak awal abad ke-20, banyak orang-orang yang berdasarkan ayat 130
dalam surah Ali-Imran menafsirkan bahwa bunga bank yang kecil dibolehkan,
karena riba hanya diharamkan untuk harta yang berlipat ganda (ad’afan
muda’afah). Sehingga mereka menafsirkan bahwa bunga bank sebesar 8-10 %
dihalalkan karena bukan merupakan riba. Akan tetapi Yusuf al-Qaradawi
berpendapat bahwa orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik
akan dapat memahami bahwa riba yang dimaksud dalam ayat tersebut
konteksnya dipahami secara objektif dan mempunyai sisi pengecaman.
Konteks berlipat ganda dalam ayat ini posisinya bukan sebagai “syarat” dalam
pelarangan riba, sehingga bukan berarti riba yang sedikit tetap dibolehkan.
Yusuf al-Qaradawi mengutip pendapat Muhammad Daraz bahwa jika ayat
tersebut dimaknai secara eksplisit, maka riba dalam ayat tersebut harus sebesar
600%. Hal itu dikarenakan kalimat “ad’af” dalam ayat tersebut berjumlah
paling sedikit tiga (jamak), dan jika dilipatgandakan akan menjadi enam.
Sehingga dalam hal ini riba telah dihapuskan secara total sebagaimana
terdapat dalam surah al-Bagarah ayat 278-279.%*%

Masih bersinggungan dengan riba, serta kaitannya dengan bekerja di
bank Yusuf al-Qaradawi juga mendasarinya dengan surah al-Bagarah ayat 276

yaitu sebagai berikut:
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Artinya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak
mencintai orang-orang yang tetap berada dalam kekafiran serta berbuat
dosa.”

Kata riba yang sudah banyak ditemukan secara umum di dalam Al-
Qur’an atau hadis, konotasinya merujuk pada riba yang sesungguhnya, yaitu

pada riba jahiliah atau riba an-Nasi’ah. Kemudian Yusuf al-Qaradawi juga

22 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 607-608.

23 Yusuf al-Qaradawi, Fawa'id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram (Kairo: Dar as-
Sahut i an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1994), 60-61.

214 al-Bagarah (2): 276.
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mengutip hadis mengenai merajalelanya praktik riba di sebuah negara yaitu
sebagai berikut:

80% 3
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Artinya:
“Riba dan zina tidak merajalela di suatu kaum, kecuali keduanya
mendatangkan azab dari Allah Swt.”

Sejatinya Islam dibangun untuk melawan segala bentuk kemaksiatan,
sehingga Islam melarang adanya kerja sama dalam membangun kemaksiatan.
Berkaitan dengan itu, Yusuf al-Qaradawi juga banyak mengutip pendapat
mengenai larangan kerja sama dalam bentuk pembunuhan, minuman keras,
suap, dan seperti pada hadis di atas mengenai riba. Hadis-hadis sahih itu
membuat para pegawai yang bekerja di bank menjadi merasa tersiksa, karena
setiap pekerjaan yang dilakukan selalu berkaitan dengan bunga yang riba
hukumnya. Merajalelanya riba dalam sistem ekonomi sangat sulit dihindari
dan persoalan tersebut merupakan sebuah kerugian, sebagaimana yang

disampaikan oleh Nabi saw. dalam hadis yaitu sebagai berikut:
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Artinya:

“Sungguh akan datang pada manusia, suatu masa yang tidak terdapat

manusia, kecuali ia memakan riba, maka siapa saja yang tidak
memakannya, maka akan memperoleh debunya.”

Berdasarkan hadis tersebut Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa
banyak negara yang sangat disayangkan telah mengambil serta berpedoman
pada sistem ekonomi barat. Sistem yang dipakai merupakan sistem
perekonomian kapitalis yang berlandaskan pada prinsip kebendaan bukan
pada prinsip pandangan hidup menurut Islam. Seperti yang Kita lihat bahwa
praktik riba telah merajalela serta meracuni seluruh tata kehidupan

215 Imam Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hambal, 36 (Beirut:
Mu'assasah ar-Risalah, 2001), 358, Hadis nomor 3809, Musnad Abdullah bin Mas'ud.

216 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwaini, Sunan lbnu Majah,
| (Riyad: Maktabah al-Ma’arif li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1996) 390, Hadis nomor 2278 dari
Abdullah bin Sa'id dari Abu Hurairah, Kitab at-Tijarah, Hadis daif menurut Muhammad
Nasiruddin al-Albani.
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masyarakat, sistem tersebut seolah telah mengalir dalam setiap darah Kkita,
sehingga masyarakat sangat bergantung dan hampir tidak dapat hidup tanpa
praktik riba. Bahkan praktik muamalah yang penuh dengan tipu muslihat telah
menjalar ke dalam tatanan undang-undang yang berdampak pada sulitnya
untuk menghindari persoalan tersebut. Sebuah kekeliruan yang kita lakukan
adalah dengan meminta fatwa kepada Islam, sedangkan masalah yang ingin
dipecahkan merupakan persoalan yang tidak bersumber dari syariat islam.
Kebanyakan umat muslim menginginkan hal yang sama, yaitu untuk
menyembuhkan penyakit yang berasal dari dunia lain, sedangkan umat
muslim sendiri tidak berkenan untuk hidup dalam mengikuti ketentuan Islam
dalam menjaga diri dari berbagai penyakit tersebut.?!’

Banyak diantara negara-negara yang telah menganut setiap peraturan
perbankan dengan sistem kapitalisme barat yang menganut sistem ribawi ala
Yahudi, dengan setiap. persoalan yang terdapat di dalamnya. Umat Islam
banyak yang mengikuti sistem mereka serta menggalakan praktik muamalah
sesuai dengan asas yang mereka gunakan, lalu banyak yang merespon bahwa
hal tersebut harus diredam oleh syariat Islam karena terdadapat riba di
dalamnya. Maka solusi yang terbaik adalah dengan meninggalkan bank-bank
konvensional, dan mendirikan bank yang berprinsip syariah. Mewujudkan hal
itu bukanlah persoalan yang tidak mungkin, selama umat Islam mau bekerja
keras serta mendasari dengan tekad yang kuat. Sesungguhnya banyak ahli
keuangan dan perbankan syariah yang dimiliki olenh umat Islam, hanya saja
diperlukan dana yang cukup serta kemauan yang kuat.

Sementara itu Didin Hafidhuddin mengutip pengertian riba secara
bahasa yaitu az-Ziyadah yang bermakna tambahan. Adapun kata tersebut
banyak ditemukan dalam Al-Qur’an, seperti dalam surah al-Hajj ayat 5, dan
surah Fussilat ayat 39. Sedangkan menurut istilah riba adalah penambahan
pada harta pokok dengan cara yang batil. Salah satu bentuk riba yang sering
terjadi di zaman jahiliah biasa disebut dengan riba jahiliah atau riba an-

Nasi’ah. Riba jenis ini dalam praktiknya yaitu dengan menambahkan jumlah

27 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu asirah, 618-619.
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utang yang harus dibayar dari jumlah yang sebenarnya, karena peminjam uang
tidak dapat mengembalikan di waktu yang tepat. Sehingga utang tersebut
dapat berlipat ganda nilainya, seperti yang terdapat pada surah Ali Imran ayat
130-131 yaitu sebagai berikut:
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Artinya :
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan riba yang
berlipat-ganda, dan bertakwalah bertakwalah kepada Allah Swt. agar
kamu menjadi orang yang beruntung. Lindungi dirimu dari api neraka
yang dibuat untuk orang-orang kafir.”

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa Islam melarang bukan hanya
tambahan yang berlipat ganda, seperti tambahan sebesar 50-60%, akan tetapi
setiap tambahan yang dipersyaratkan ketika terjadinya suatu akad. Adanya
tambahan tersebut hukumnya termasuk riba meskipun berjumlah kecil, seperti
5-10%. Riba diharamkan secara mutlak sebagaimana yang terdapat pada surah
al-Bagarah ayat 276-278, baik tambahan tersebut kecil maupun besar.
Kemudian Islam menganjurkan untuk melapangkan seseorang yang berada
dalam kesulitan untuk membayar utangnya, sebagaimana yang tercantum

dalam surah al-Bagarah ayat 280 sebagai berikut:
s 3 A e, v Ae_ L % 5.5 02 1M Bl oap 8 LTy
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Artinya :

“Dan apabila (orang yang mempunyai utang) berada dalam kesukaran,
maka berilah waktu sampai dia lapang. Dan jika menyedekahkan
(utang) tersebut, lebih baik untukmu, jika kamu orang-orang yang
tahu.”

Adapun mengenai sistem bunga, Didin Hafidhuddin juga mengutip
pendapat dari Dr. Muhammad Ali as-Sabuni, bahwa sistem bunga yang telah

merajalela merupakan bagian dari bentuk riba an-Nasi’ah. Berdasarkan ayat-

218 Ali Imran (3): 130-131. Lihat pada Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang
Zakat, Infak, Dan Sedekah, 82.
219 al-Bagarah (2): 280.
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ayat tersebut maka sudah jelas bahwasanya bunga pada bank merupakan riba

yang diharamkan. Mengenai keharaman riba tersebut telah disetujui oleh para

ulama serta telah disepakati dan diputuskan dalam sidang OKI Il pada bulan

Desember 1970 di Pakistan. Sehingga adanya Bank dengan sistem syariah

seperti BMI, BPRS, dan BMT dapat menjadikan umat Islam terbebas dari

sistem bunga yang dilarang. Menurut Didin Hafidhuddin terdapat beberapa
hikmah dibalik dilarangnya riba yaitu sebagai berikut:??°

1. Riba akan menciptakan karakter egois (ananiyah) yang hanya
mementingkan kepentingan pribadi serta menghilangkan sifat solidaritas
sosial. Akibat adanya keegoisan akan menimbulkan banyak pertikaian
serta saling membenci dari orang-orang yang merasa dirinya teraniaya.
Sehingga banyak orang yang bekerja keras untuk mendapatkan
keuntungan yang pada akhirnya hanya akan kembali kepada pemilik
modal yang pemalas. Pengaruh dari sistem riba tersebut hanya akan
menghilangkan rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat.

2. Adanya sistem riba hanya akan mengalirkan kekayaan kepada orang-orang
yang sudah kaya. Mereka akan selalu mendapatkan bunga, yaitu berupa
keuntungan yang berlipat ganda yang tingkat risikonya sangat rendah, atau
bahkan tanpa risiko.

Sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa Didin Hafidhuddin dan

Yusuf al-Qaradawi keduanya mengharamkan bunga bank. Keduanya sama-

sama menggunakan metode bayani, yaitu suatu metode semantik atau

kebahasaan yang dalam hal ini digunakan untuk memaknai ayat-ayat riba,
terutama pada makna kata “tambahan” yang disyaratkan pada pokok harta,
dan dalam kata “berlipat ganda” (‘wiai 8ezl), Oleh karenanya mereka
melarang adanya bunga pada bank konvensional baik sedikit atau banyak.

Selain itu, keduanya juga mengutip hadis mengenai dilarangnya riba, serta

mengutip pendapat dan ijmak para ulama. Yusuf al-Qaradawi dalam hal ini

sangat menekankan bahwa praktik dalam bank konvensional tidak mempunyai

220 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, 83.



103

kaidah untung dan rugi (lwad) antara nasabah dan pihak bank, sehingga bunga
diharamkan secara mutlak.

Berkaitan dengan bunga bank, Didin Hafidhuddin tidak melarang
seseorang yang menerima pendapatannya melalui bank konvensional serta
bekerja di bank, dan tidak perlu untuk berhenti dari pekerjaan tersebut, dengan
niat tidak untuk mendapatkan bunga dari bank tersebut. Akan tetapi Didin
Hafidhuddin juga berharap suatu saat semua dapat kembali ke bank syariah,
tentu jika bank syariah nantinya telah mempunyai kepercayaan dan support
lebih dari pemerintah dan masyarakat luas.?%*

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa persoalan ribanya bunga bank,
berkaitan dengan kepegawaian bank konvensional, tidak dapat dihilangkan
hanya dengan melarang seseorang untuk bekerja di bank konvensional. Hal ini
dikarenakan tidak semua pekerjaan dalam bank konvensional diharamkan,
sehingga tidak semua penghasilan yang didapatkan dalam bank konvensional
mengandung unsur. bunga yang riba. Sehingga seperti pada penjelasan
sebelumnya Yusuf al-Qaradawi tidak melarang seseorang untuk bekerja di
bank, jika memang dalam kondisi darurat. Hal tersebut berkaitan dengan
kebutuhan hidup yang memang harus didapatkan.???

Kemudian mengenai hukum menerima pendapatan dari bank
konvensional yang di dalamnya terdapat pendapatan dari unsur bunga, Yusuf

al-Qaradawi berpendapat sebagai berikut:
celodal RS C)}Zié'-\ Je LS (s Bl s \.U:j e N (“}‘ ol
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Artinya :

Bahwa Semua yang haram tidak diperkenankan untuk dimiliki,
sehingga wajib disedekahkan sebagaimana pendapat para ulama
muhaqqiq. Sedangkan sebagian dari ulama wara’ berargumen bahwa
uang tersebut tidak diperkenankan untuk dipungut meskipun untuk

221 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, 89.
222 yysuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 611.
223 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 606.
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disedekahkan, ia harus merelakan atau membuangnya ke laut. Hal ini
dikarenakan larangan bersedekah dengan sesuatu yang buruk.

Akan tetapi pendapat tersebut berlawanan dengan kaidah-kaidah
syar’iyyah yang mengharamkan untuk menghambur-hamburkan uang, dan
tidak memanfaatkan untuk siapapun. Sehingga menurut Yusuf al-Qaradawi
harta tersebut dapat disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin atau
digelontorkan ke proyek yang bermanfaat untuk masyarakat muslim. Hal itu
dikarenakan harta yang diperoleh dari sumber haram, sejatinya bukan milik
pribadi, bank, atau penabung, akan tetapi harta tersebut sebenarnya milik
masyarakat secara umum dan untuk kemaslahatan umum. Oleh karenanya ia
tidak memperbolehkan seseorang untuk mengambil harta yang berasal dari
bunga bank untuk kemanfaatan dirinya sendirinya. Yusuf al-Qaradawi juga
melarang harta haram tersebut berada di tangan bank untuk dimanfaatkan,
karena hal itu akan mempertegas posisi bank untuk meribakan setiap transaksi
yang ada. Akan tetapi sebaiknya seseorang memanfaatkan harta tersebut untuk
kemaslahatan umum.??

Sementara itu mengenai hukum membayar zakat dari harta haram,
Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa harta haram tidak mempunyai nilai
manfaat untuk dizakatkan. Hal itu dikarenakan zakat tidak dapat mensucikan
harta haram tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai
berikut:

°
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Artinya :

“Syababah bin siwar dan ‘Ubaid bin Sa’id telah menceritakan kepada
kami, dari Syu’bah, dari Qatadah dari Abu al-Malih dari ayahnya dari
Nabi saw. beliau bersabda, sesungguhnya Allah Swt. tidak akan

224 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu asirah, 607.

225 Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Abi Syaibah al-'Abasi al-Kufi, al-Musannif;
Il (Riyad: Dar Kunuz Isybiliya li an-Nasyr wa at-Tauzf', 2015), 14, Hadis nomor 29, Kitab at-
Taharatu, Bab Man Qala la Taqabbalu Salatin Illa bi Tohurin, Sahih menurut Ahmad, Ibnu
Majah, an-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Abu Daud.
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menerima salat tanpa bersuci, begitu juga sedekah (zakat) dari harta
gulul”

Menurut Yusuf al-Qaradawi Allah Swt. tidak akan menerima zakat
dari harta gulul, karena hakikatnya harta tersebut bukan milik seseorang yang
menyimpannya, akan tetapi harta tersebut milik masyarakat secara umum.??
Begitu juga dengan Didin Hafidhuddin ia berpendapat bahwa zakat bukanlah
perkara yang dapat membersinkan harta yang kotor, akan tetapi zakat
merupakan perihal mengeluarkan sebagian dari harta kita yang diperoleh
dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.??’ Hal tersebut beliau
sampaikan sebagaimana terdapat dalam surah al-Bagarah ayat 276 dan hadis

Rasulullah saw. sebagai berikut:

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir, Abu an-Nadr
mendengar bahwa Abdurrahman telah bercerita kepada kami, dia lbnu
Abdullah bin Dinar, dari ayahnya dari Abu Salih, dari Abu Hurairah
berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, Barangsiapa yang
bersedekah yang senilai dengan sebiji kurma dari usaha yang halal,
serta Allah tidak akan menerima kecuali dari harta yang halal tersebut.
Dan Allah hanya akan menerima sedekah yang baik menggunakan
tangan kanan-Nya. Kemudian mengembangkan (harta) untuknya, sama
halnya seperti salah satu dari kalian mengembangkan ternaknya,
kemudian harta itu akan membesar layaknya sebuah gunung.

Adapun harta haram yang dimaksud oleh Didin Hafidhuddin

merupakan harta yang diperoleh dengan cara yang dilarang ataupun harta yang

226 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu asirah, 607.

227 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 12.

28 Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahih Bukhari, | (Beirut: Dar
Ibnu Kasir, 2002), 342, Hadis nomor 1410, Kitab az-Zakat, Bab as-Sadaqati min Kasbin
Tayyib.
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secara substansi memang haram.??® Sehingga harta tersebut tidak akan
diterima di sisi Allah Swt., sebagamaina terdapat dalam surah al-Bagarah ayat
188 yaitu sebagai berikut:
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Artinya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Kemudian Didin Hafidhuddin juga mengutip persoalan tersebut dari

surah an-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut:

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu-saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan uraian tersebut Didin Hafidhuddin menambahkan bahwa
Islam tidak mengenal prinsip layaknya Robinhood, yaitu adanya korupsi yang
kemudian hartanya dibagikan kepada orang tidak mampu. Harta yang
bersumber dari harta haram seperti menipu, judi, dan dalam penelitian ini
yaitu riba tidak dapat dikeluarkan zakatnya.?®> Beliau selalu menekankan agar
umat Islam selalu memperhatikan cara mendapatkan harta dengan cara yang
halal, agar harta yang dimiliki dapat menjadi sarana ibadah dan bermanfaat di
dunia hingga akhirat. Didin Hafidhuddin memasukan harta yang mengandung

riba (termasuk bunga bank), ke dalam cara mendapatkan harta dengan cara

229 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 20.
230 al-Bagarah (2): 188.

231 an-Nisa’ (4): 29.

232 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah & Bertambah, 114-115.
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yang batil dan zalim sebagaimana terdapat pada surah al-Bagarah ayat 278-
279.28

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa praktik muamalah di bank
konvensional hukumnya haram secara gat 7, hal itu dikarenakan terdapat riba
di dalamnya, sehingga orang-orang yang memakan, memberi makan, menulis,
beserta saksinya termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Swt dalam
hadis Nabi. Akan tetapi ia mengecualikan untuk perkara yang memang darurat

dengan pendapatnya sebagai berikut:
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Artinya :
“Adanya larangan yang secara gat’i tidak diperbolehkan, kecuali
dalam kondisi yang darurat, seperti memberi makan anak, memberikan

pakaian karena mendesak, dan pengobatan orang sakit yang khawatir
penyakitnya akan bertambah parah, dan lain sebagainya.”

Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa adanya akibat dari keadaan
darurat ialah diperbolehkannya bagi seseorang menurut syariah untuk
memakan bangkai, darah, serta daging babi karena kelaparan, sebagaimana

terdapat pada surah al-Maidah ayat 3 yaitu sebagai berikut:

25 %55 5eas A umf‘y BYEE S DY RN N
Artinya :
“Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat
dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Beliau Yusuf al-Qaradawi juga mempertegas bahwa terdapat suatu
kaidah yang belum pernah diperdebatkan yaitu bahwa “Darurat mempunyai
ketentuan hukum yang telah diputuskan oleh syariat.” Sementara untuk
masyarakat secara umum juga mempunyai ketentuan hukumnya. Syariat

menghalalkan segala perkara yang sifatnya darurat, meskipun sebelumnya

2% Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah & Bertambah, 16-17.
234 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 622.
235 al-Maidah (5): 3.
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telah dilarang. Akan tetapi menurut Yusuf al-Qaradawi, hukum darurat pada

suatu persoalan mempunyai beberapa syarat yaitu sebagai berikut:23®

1. Kondisi darurat yang dialami memang benar terjadi secara nyata, bukan
berupa dugaan hanya untuk mengambil kemanfaatan dari perkara yang
sebenarnya haram. Adapun agar kebenaran mengenai kondisi yang darurat
dapat dibuktikan, maka diperlukan fakta serta dalil yang disetujui oleh
para ulama. Selain itu juga sangat diperlukan untuk menanyakan pendapat
kepada orang-orang yang mempunyai ilmu dan telah mempunyai
pengalaman dalam bidang ekonomi. Tentu orang-orang tersebut harus
yang jujur, tidak mengikuti hawa nafsunya, serta tidak mencari
keuntungan dengan menjual dalih akhirat. Hal ini sebagaimana terdapat

dalam surah Fatir ayat 14 yaitu sebagai berikut:
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Artinya
“Jika kamu menyeru kepada mereka, maka mereka tidak
mendengar seruanmu, dan apabila mendengar mereka tidak dapat
memenuhi perintahmu. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari
kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan,
seperti Yang Maha Telit1.”

2. Telah tertutupnya kesempatan atau peluang bagi seseorang atau
pemerintah dari kondisi yang terdesak, untuk mendapatkan sesuatu yang
halal secara keseluruhan, setelah melakukan usaha. Kemudian tidak
ditemukannya suatu jalan alternatif yang legal untuk dapat memenuhi
kebutuhan, serta menyelamatkan diri dari situasi dan kondisi yang darurat
atau mendesak. Akan tetapi, jika terdapat suatu celah untuk menuju
kehalalan, maka dilarang hukumnya untuk mengambil jalan yang haram.

3. Adanya kondisi yang darurat tidak akan mengubah status hukum menjadi

mubah (boleh) baik secara prinsip maupun kaidah. Hukum darurat

236 Yusuf al-Qaradawi, Fawa'id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram (Kairo: Dar as-
Sahut li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1994), 110-111.
237 g].Fatir (35): 14.
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merupakan sebuah pengecualian untuk sementara, yang kemudian akan
berakhir setelah keadaan darurat tersebut hilang.

Beberapa syarat mengenai dibolehkan keadaan darurat dikutip oleh

Yusuf al-Qaradawi Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt.

Dalam surah al-Bagarah ayat 173:
’,lg,,a\uw 4»\}«,44,;3,;\ 9 jré- 35,\5 W\V&L@
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Artinya :

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah,
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut
nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya),
bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,
maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat di atas, kemudian lahir beberapa kaidah fikih yang
dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi dari para ulama mengenai kondisi darurat

yaitu sebagai berikut:

2 ° 2
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Artinya :
“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang ”?
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Artinya :
“Apa saja yang diperbolehkan karena keadaan darurat ada
batasannya.”

Yusuf al-Qaradawi mengharamkan penerimaan pendapatan dari bank
untuk kepentingan pribadi, dan bekerja di bank konvensional. Hal ini
dikarenakan keharaman bunga bank yang mengandung riba berdasarkan
pengambilan makna pada ayat-ayat dan hadis mengenai riba, serta fatwa-fatwa

ulama. Namun, ia juga mempertimbangkan konteks sosial bahwa kedua

238 gl-Bagarah (2): 173.

239 |bnu Hajar al-Makki al-Haitami, a/-Farawa al-Kubra al-Fighiyyah (Kairo: Abd al-
Hamid Ahmad Hanafi, 2011), 91, 311. Lihat juga pada Yusuf al-Qaradawi, Fawa'id al-Bunuk
Hiya ar-Riba al-Haram, 111.
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persoalan tersebut tidak akan selesai hanya dengan melarangnya. Selain itu ia
juga berpendapat bahwa tidak setiap pendapatan pada bank konvensional
mengandung bunga, dan tidak ingin bank hanya dikuasai oleh selain umat
Islam. Yusuf al-Qaradawi juga mensyaratkan adanya kondisi daruriyyat
dalam membolehkan kedua persoalan tersebut.

Sedangkan Didin Hafidhuddin tidak mempermasalahkan seseorang
menerima pendapatan melalui bank konvensional, dengan niat untuk
keamanan, dan bukan untuk mengambil bunganya. Kemudian juga beliau
tidak mengharuskan seseorang untuk keluar dari pekerjaan yang berhubungan
dengan bank konvensional. Adanya pendapat dari kebolehan menerima
pendapatan dan bekerja di bank konvensional dari masing-masing ulama
merupakan bentuk dari metode maslahah mursalah. Metode ini dipakai
dengan mempertimbangkan sisi kemanfaatan dan kemudaratan dari sebuah
persoalan, dengan landasan konteks sosial yang berkembang di masyarakat.2*°
Sisi kemaslahatan atau positif ini diamalkan merealisasikan kebaikan (7jad a/-
manta’ah), sedangkan sisi kemudaratan atau negatif yaitu dengan menghindari
kerusakan atau bahaya (daf ’u al-Mafsadah).?*!

Sementara itu mengenai zakat dari harta haram Yusuf al-Qaradawi
berpendapat bahwa harta tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Swt., hal ini
berdasarkan analisanya terhadap makna bahwa dilarangnya sedekah dari harta
gulul dalam sebuah hadis yang ia kutip.?*> Akan tetapi beliau juga tidak
sependapat dengan fatwa yang melarang memanfaatkan harta tersebut dan
membuangnya, ia beranggapan bahwa hal itu menyimpang dari kaidah
syariah, sehingga menganjurkan harta tersebut agar disalurkan untuk
kemaslahatan umum, dan kebutuhan yang benar-benar mendesak.?*®
Sementara Didin Hafidhuddin mengharamkan zakat dari harta haram baik
yang didapatkan dengan cara batil, maupun substansi dari harta tersebut

240 Supani, Kontroversi Bid’ah Dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim Di
Indonesia (Purwokerto: STAIN Press, 2013), 288.

241 suwarjin, Ushul Figh (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

242 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 607. Pemaknaan kata gu/ul berlandaskan
dalam hadis yang menurut al-Qaradawi termasuk harta yang didapatkan dari bunga bank.

23 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, 622.
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berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang telah dikutip sebelumnya. la
memasukan bunga bank yang riba ke dalam harta yang dilarang untuk
dizakatkan, hal itu berdasarkan surah al-Bagarah ayat 278-279. Beliau
menambahkan bahwa harta tersebut bukan untuk dikeluarkan zakatnya, akan
tetapi harus dikembalikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.?**

Setelah menganalisis pendapat dari Yusuf al-Qaradawi dan Didin
Hafidhuddin mengenai berbagai persoalan di atas, berikut ini merupakan
ringkasan dari perbandingan metode istinbat dari keduanya, yaitu sebagai
berikut:

Tabel 1. Perbandingan Metode istinbat Hukum
Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin

No Hukum Yusuf al-Qaradawi Didin Hafidhuddin

1. Zakat Profesi | Mengambil keumuman ayat | la =~ mewajibkan  zakat
dan hadis mengenai | profesi berdasarkan
kewajiban zakat dari harta | keumuman ayat Al-Qur’an
kekayaan untuk | dan hadis mengenai

mewajibkan zakat profesi.
la juga mengambil
pendapat dan ijmak para
ulama.

Ukuran nisab pada zakat
profesi dianalogikan (giyas)
dengan zakat uang Yyaitu
sebesar 85 gram emas, dan
dikeluarkan sebesar 2,5%.

Mengenai ketentuan haul,
ia _menggunakan metode
bayani - Yyaitu dengan
mengumpulkan semua
hadis dan pendapat baik
yang mewajibkan adanya
haul, maupun yang
menolaknya, karena adanya
hadis yang daif. la
berkesimpulan bahwa
syarat setahun dalam zakat
profesi sangat bergantung
dengan kondisi harta yang
didapatkan seorang
pegawai.

Sesuai dengan pendapat az-

kewajiban zakat atas harta
yang  dimiliki jika telah
mencapai nisab.

Ukuran nisab dan kadar
zakat pada zakat profesi
ditentukan dengan metode
qiyas syabah, yaitu dengan
manganalogikan nisabnya
dengan zakat pertanian
sebesar 653 kg padi, tanpa
menggunakan haul (sebulan
sekali). Sementara untuk
kadar yang dikeluarkan,
dianalogikan dengan zakat
uang, yaitu sebesar 2,5%.

24 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah & Bertambah, 16-17, 115.
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Zuhri, dan

Makhul.

al-Auza’i,

Bunga Bank

Menggunakan metode
bayani untuk memaknai
kata “berlipat ganda” dalam
surah Ali Imran ayat 130,
dan menyatakan bahwa
baik sedikit atau banyak,
bunga bank merupakan riba
an-nasi’ah  yang  harus
ditinggalkan, berdasarkan
ayat 278-279 pada surah al-
Bagarah.

la juga mengutip banyak
hadis, pendapat dan ijmak
para ulama  mengenai
keharaman bunga bank.

Metode bayani dipakai
dalam  memaknai  kata
“tambahan” dalam surah al-
Hajj ayat 5, dan Fussilat
ayat 39. Kemudian
menggunakan metode yang
sama dalam kata “berlipat
ganda” pada surah Ali
Imran ayat 130. Keduanya
dirujuk untuk menyamakan
bunga bank sebagai riba
jahiliyah atau an-nasi’ah
yang diharamkan, baik
berjumlah ~ banyak atau
sedikit. la juga mengutip
hadis dan ijmak para ulama
mengenai keharaman bunga
bank.

Bekerja di
Bank
Konvensional

la  menjelaskan  bahwa
segala macam  praktik
muamalah di bank
konvensional - merupakan
riba menurut dalil gat’i,
yaitu = berdasarkan ayat
maupun hadis mengenai

keharaman riba.

Namun, ia melihat secara
konteks = sosial  bahwa
persoalan riba, tidak selesai
apabila  hanya melarang
seseorang bekerja di bank.
la mempertimbangkan
buruknya perbankan jika
hanya dikuasai selain umat
Islam. Selain itu, ia juga
berpendapat bahwa tidak
semua kegiatan dalam bank
berkaitan dengan riba.

Kesimpulannya, la
membolehkan bekerja di
bank konvensional dengan
kondisi darurat berdasarkan
surah al-Bagarah ayat 173,
dan kaidah fikih.

Meskipun Didin
Hafidhuddin
mengharamkan bunga bank
konvensional dan praktik di
dalamnya.” Akan tetapi ia
berkesimpulan
membolehkan - bekerja di
bank konvensional dengan
melihat - sisi  positifnya,
sehingga ia dalam hal ini
menggunakan metode
maslahah mursalah.
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Menerima
Pendapatan
dari Bank
Konvensional

Secara tegas Yususf al-
Qaradawi melarang umat

Islam  untuk menerima
pendapatan  dari  bank
konvensional, karena
terdapat  bunga  yang
diharamkan. Hal ini
berdasarkan ayat, hadis,

serta pendapat para ulama
yang mengharamkan bunga
bank.

Akan tetapi

terdapat
pengecualian i

yang ia

Didin Hafidhuddin
mengharamkan bunga bank
dengan  menyamakannya
dengan riba, tapi ia
memandang konteks sosial
yang terjadi, bahwa

menerima pendapatan  di
bank konvensional
diperbolehkan selama
diniatkan untuk keamanan,
dan tidak diniatkan untuk
mengambil ~ bunga. la
cenderung mengambil sisi
kemaslahatannya dalam hal

jelaskan, bahwa pendapatan | ini, sehingga ia
tersebut boleh diterima jika | menggunakan metode
dalam kondisi darurat yang | maslahah mursalah.
sifatnya  sementara. la
menjabarkan syarat-syarat
hukum darurat berdasarkan
kaidah-kaidah dan  Al-
Qur’an surah al-Bagarah
ayat 173 dan kaidah fikih.
Zakat Dari | Yususf al-Qaradawi | Didin Hafidhuddin
Gaji- Pegawai | melarang berzakat dari | mengharamkan zakat dari
Bank harta yang haram (termasuk | harta =~ haram  termasuk
Konvensional | bunga  bank), karena | bunga bank yang riba. la
zakatnya  tidak _ dapat | menggunakan metode
mensucikan -harta tersebut. | bayani dengan
la. menggunakan metode | penafsirannya terhadap
bayani, dengan |ayat, dan hadis yang
penafsirannya terhadap | melarang zakat dari harta

keharaman bunga bank, dan
larangan zakat dari harta
haram (gu/ul) dalam ayat
dan hadis. Akan tetapi ia
menganjurkan agar
seseorang yang menerima
pendapatan dengan harta
haram untuk
menyedekahkan  hartanya
untuk kemaslahatan umum.

haram. Menurutnya zakat
bukanlah media untuk
membersihkan harta yang
kotor, akan tetapi zakat
adalah media untuk
memberikan hak orang lain
dari  harta kita yang
didapatkan secara halal.




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
hukum dari bunga bank, keduanya menyamakannya dengan riba yang
diharamkan. Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin melarang seorang
pegawai bekerja dan menerima pendapatan di bank konvensional, akan tetapi
dengan melihat sisi kemaslahatannya keduanya masih membolehkannya
dengan beberapa syarat. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa persoalan riba
tidak akan selesai hanya dengan melarang seseorang bekerja di bank, selain itu
ia berpendapat bahwa tidak semua pendapatan dalam bank konvensional
mengandung bunga. Akan tetapi ia juga mensyaratkan hanya dalam kondisi
daruriyyat saja. Sedangkan Didin Hafidhuddin membolehkannya jika dengan
niat untuk keamanan dan kemudahan. Yusuf al-Qaradawi dan Didin
Hafidhuddin mewajibkan zakat profesi dengan nisab dan kadar yang berbeda.
Yusuf al-Qaradawi dengan nisab sebesar 85 gram emas dan kadar sejumlah
2,5%. Sementara Didin Hafidhuddin mewajibkan zakat profesi dengan nisab
653 kg padi tanpa menggunakan haul, dengan kadar 2,5%. Kemudian
keduanya berpendapat bahwa harta yang mengandung riba merupakan harta
yang haram, sehingga hukumnya haram untuk dizakatkan. Zakat tidak dapat
membersihkan harta yang haram, akan tetapi zakat bertujuan untuk
memberikan hak-hak orang lain dari harta yang halal secara substansinya,
maupun halal dari cara mendapatkannya.

Kedua ulama mengharamkan bunga bank berdasarkan penafsirannya
terhadap dalil-dalil riba menggunakan metode bayani. Yusuf al-Qaradawi
mensyaratkan kebolehan bekerja dan menerima pendapatan dari bank
konvensional dengan melihat sisi kemaslahatan dan dalam kondisi yang
darurat, sebagaimana terdapat pada surah al-Maidah ayat 3, al-Bagarah ayat
173, dan kaidah fikih. Sedangkan Didin Hafidhuddin membolehkan bekerja

dan menerima pendapatan di bank konvensional dengan syarat untuk
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kemudahan tanpa niat mengambil bunga bank. Sementara itu kewajiban zakat

profesi beserta nisab dan kadarnya dilandasi dengan metode giyas (analogi).

Yusuf al-Qaradawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, adapun

mengenai  ketentuan haul ia menggunakan metode bayani, dengan

mengumpulkan hadis dan pendapat para ulama, sehingga ketentuan haul
bergantung dari kondisi dan pendapatan dari seorang pegawai, apakah
mencapai nisab atau tidak. Sedangkan Didin Hafidhuddin menganalogikan
nisab zakat profesi dengan zakat pertanian tanpa menggunakan haul, dan
menganalogikan kadarnya dengan zakat uang menggunakan metode giyas
syabah. Kemudian Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin mengharamkan
harta yang mengandung riba untuk dizakatkan. Hal itu berdasarkan penafsiran
terhadap dalil-dalil yang mengharamkan riba, serta dalil yang melarang zakat
dari harta haram.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memperdalam pada sisi
literasi kitab-kitab fikih Kklasik berupa kritik yang mendukung, maupun
yang menolak dari para ulama yang relevan dengan objek penelitian dalam
tesis ini. Selain itu penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan
menambahkan teori-teori sosial lainya, 'sehingga dapat dilakukan
penelitian lapangan (empiris) terkait zakat profesi dari gaji pegawai bank
konvensional.

2. Untuk masyarakat khususnya semua umat muslim yang bekerja di bank
konvensional, mereka dapat meraih pembelajaran dari kedua ulama dalam
penelitian ini. Yusuf al-Qaradawi dalam hal ini menyampaikan bahwa
setiap orang harus memperhatikan syarat-syarat atau batas daruriyyat
dalam menjalankan kehidupannya khususnya dalam persoalan hartanya.
Didin Hafidhuddin juga selalu menganjurkan cara-cara agar harta

seseorang dapat berkah dan diterima di sisi Allah Swt.
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FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 3 Tahun 2003

Tentang

ZAKAT PENGHASILAN

Majelis Ulama Indonesia, setelah

MENIMBANG :

MENGINGAT :1.

a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan,

baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/
karyawan atau penghasilan pejabat negara,
maupun penghasilan tidak rutin seperti
dokter, pengacara, konsultan, penceramah,
dan sejenisnya, serta penghasilan yang
diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya,
masih sering ditanyakan oleh umat Islam
Indonesia;

b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama

Indonesia memandang perlu menetapkan
fatwa tentang status hukum  zakat
penghasilan  tersebut wuntuk dijadikan
pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak
yang memerlukannya.

Firman Allah swt tentang zakat; antara lain:
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“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik
dan sebagian dari apayang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu ...” (QS. al-Baqarah
[2]: 267).
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(219
“.. Dan mereka bertanya kepada apa yang
mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih
dari keperluan’...” (QS. al-Baqarah [2]: 219).
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“Ambillah zakat darisebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka...” (QS. al-Taubah [9]:

103).

. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
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“Diriwayatkan secara marfu’ hadis

Ibn Umar, dari Nabi s.a.w., beliau
bersabda, Tidak ada zakat pada

»»

harta sampai berputar satu tahun’.
(HR)

B e b i i J e e
Ve gt L o 06 (L
cSlfl',J\ s (i'lm‘ ols ) 1.:9.1:.0 5.:»:,;
O 3 ol cuddl 1ia g asd JU (1631

L 375 Y adll Jlgal
“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah
s.aw. bersabda: Tidak ada zakat
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atas orang muslim terhadap
hamba sahaya dan kudanya’. (HR.
Muslim). Imam Nawawi berkata:
“Hadis ini adalah dalil bahwa harta
ginyah (harta yang digunakan untuk
keperluan pemakaian, bukan untuk
dikembangkan) tidak dikenakan
zakat.”
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“Dari Hakim bin Hizamr.a., dari Nabi
s.a.w., beliau bersabda: Tangan atas
lebih baik daripada tangan bawabh.
Mulailah  (dalam membelanjakan
harta) dengan orang yang menjadi
tanggung jawabmu. Sedekah paling
baik adalah yang dikeluarkan
dari kelebihan kebutuhan. Barang
siapa berusaha menjaga diri (dari
keburukan), Allah akan menjaganya.
Barang siapa berusaha mencukupi

diri, Allah akan memberinya
kecukupan’.” (HR. Bukhari).
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MEMPERHATIKAN : 1.

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah
s.aw. bersabda: ‘Sedekah hanyalah
dikeluarkan dari kelebihan/kebutu-
han. Tangan atas lebih baik daripa-
da tangan bawah. Mulailah (dalam
membelanjakan harta) dengan orang

yang menjadi tanggung jawabmu”
(HR. Ahmad).

Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:
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Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat
profesi, baik melalui lisan maupun surat;
antara lain dari Baznas.

Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat
pada Sabtu, 8 Rabiul Awwal 1424/10 Mei
2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003/6 Rabi’ul Akhir

1424.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MENETAPKAN :

Pertama

MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan
“penghasilan” adalah setiap pendapatan
seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-



Kedua :

Ketiga :

Keempat
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lain yang diperoleh dengan cara halal, baik
rutin seperti pejabat negara, pegawai atau
karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter,
pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta
pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan
bebas lainnya.

Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib
dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah
mencapai nishab dalam satu tahun, yakni
senilai emas 85 gram.

Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan
pada saat menerima jika sudah cukup
nishab.

2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua
penghasilan dikumpulkan selama satu
tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika
penghasilan bersihnya sudah cukup
nishab.

Kadar Zakat
Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 06 R. Akhir 1424 H.
07 Jum 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

ttd

K.H. Ma’ruf Amin

KOMISI FATWA

Sekretaris
ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag
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